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TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI ATAS KAPAL PENANGKAP
IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, SERTA TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL

PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan daftar persyaratan
dan/atau kewajiban perizinan berusaha sektor kelautan dan
perikanan pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), Pasal
128 ayat (4), Pasal 130 ayat (6), Pasal 139 ayat (3), dan Pasal
180 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas
Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi,
Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola

Pengawakan Kapal Perikanan;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2021, No. 968

Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 37);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 5);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pengesahan Intemational Convention on Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel
Personnel, 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar
Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal
Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT
IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN PENANDAAN KAPAL
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PERIKANAN, SERTA TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL
PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian
tertulis Nakhoda atau nelayan mengenai kegiatan
perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
Pemantauan di atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal
Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut Pemantauan
adalah kegiatan pemantauan secara langsung di atas
Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
Pemantau di atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal
Pengangkut Ikan selanjutnya disebut Pemantau di atas
Kapal adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah dan
memiliki kompetensi dalam kegiatan Pemantauan di atas
Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan.
Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau
pelabuhan umum sebagai tempat Kapal Perikanan
bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau
mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.

Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat
SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang
untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam
izin tersebut.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatanya.

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
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10.

11.

12.

13.

14.

kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan
sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh,
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.

Wilayah  Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah
wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan
dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan
Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai,
danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang
potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik
Indonesia.

Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk
dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut teritorial
Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan
pedalaman Indonesia.

Sistem Informasi Log Book Penangkapan Ikan, yang
selanjutnya disebut SILOPI adalah sistem informasi yang
memuat proses pengisian data (data entry), verifikasi,
validasi data, analisis data, dan penyajian informasi Log
Book Penangkapan lkan dengan menggunakan peralatan
yang telah ditentukan.

Log Book Elektronik yang selanjutnya disebut E-Log Book
adalah Log Book Penangkapan Ikan yang diisi dan dikirim
secara elektronik oleh Nakhoda atau nelayan.

Petugas Log Book Penangkapan lkan adalah petugas yang
mendukung penerapan Log Book Penangkapan lkan di
Pelabuhan Pangkalan atau sentra nelayan.

Borang Pemantauan Penangkapan Ikan dan
Pengangkutan Ikan adalah kertas kerja Pemantau di atas
Kapal yang Dberisi aspek informasi yang harus
dikumpulkan selama kegiatan Pemantauan.

Pemantauan Elektronik yang selanjutnya disebut E-
Monitoring adalah Pemantauan yang dilakukan secara

elektronik.
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Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi,
baik yang berbentuk badan hukum, maupun yang tidak
berbadan hukum.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisasi baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum.

Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan
Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan
Kapal Penangkap Ikan.

Petugas Data Entry adalah pejabat fungsional asisten
produksi perikanan tangkap dan/atau orang yang diberi
tugas untuk memasukkan data Log Book Penangkapan
Ikan ke SILOPI.

Verifikator adalah pejabat fungsional pengelola produksi
perikanan tangkap dan/atau orang yang diberi tugas
untuk memverifikasi kesesuaian data dan informasi yang
disampaikan oleh Nakhoda atau nelayan melalui aplikasi
analisis data Log Book Penangkapan Ikan.

Validator adalah pejabat fungsional pengelola produksi
perikanan tangkap dan/atau petugas yang diberi tugas
untuk memvalidasi kesesuaian data dan informasi yang
disampaikan oleh Nakhoda atau nelayan melalui aplikasi
analisis data Log Book Penangkapan Ikan.

Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung
lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan
ikan, mendukung operasi penangkapan ikan,
pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan
ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi
perikanan.

Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan
untuk menangkap ikan, termasuk menampung,
menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan
ikan.

Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka

dan secara khusus digunakan untuk mengangkut,
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memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan,
mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

Kapal Latih Perikanan adalah kapal yang digunakan
sepenuhnya untuk melakukan kegiatan pendidikan dan
pelatihan penangkapan ikan.

Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan adalah kapal yang
digunakan sepenuhnya untuk melakukan survei,
penelitian, uji terap teknologi, dan/atau eksplorasi di
bidang perikanan.

Kapal Pengolah Ikan adalah kapal atau alat apung
lainnya yang bersifat statis dan secara khusus
dipergunakan untuk melakukan pengolahan ikan dengan
menggunakan bahan baku dari hasil tangkapan
dan/atau hasil budidaya menjadi produk antara
dan/atau produk akhir.

Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan adalah
kapal yang digunakan untuk membantu operasional
penangkapan ikan.

Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan adalah
kapal yang digunakan untuk membantu operasional
pembudidayaan ikan.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.

Alat Penangkapan lkan adalah sarana dan perlengkapan
atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk
menangkap ikan.

Penangkapan lkan adalah kegiatan untuk memperoleh
ikan di perairan yang tidak dalam keadaan
dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,

mengolah, dan/atau mengawetkannya.
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Pengangkutan lkan adalah kegiatan pengangkutan ikan
hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus
digunakan untuk melakukan Pengangkutan Ikan, baik di
WPPNRI maupun di Laut Lepas.

Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional
Fisheries Management Organizations), yang selanjutnya
disebut RFMO adalah organisasi pengelolaan perikanan
regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan
tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan
keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu.
Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan adalah surat
persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk
membangun, memodifikasi, atau mengimpor Kapal
Perikanan.

Daftar Ukur Kapal Perikanan adalah daftar yang memuat
perhitungan tonase Kapal Perikanan.

Surat Ukur Kapal Perikanan adalah surat kapal yang
memuat ukuran dan tonase Kapal Perikanan
berdasarkan hasil pengukuran.

Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan adalah surat kapal
yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi
aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan
kelaiksimpanan.

Klasifikasi adalah proses pengkelasan atau pengkodean
Kapal berdasarkan kode notasi Kapal yang diterbitkan
oleh Badan Klasifikasi.

Badan Klasifikasi adalah lembaga Klasifikasi Kapal yang
melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan
permesinan Kapal, jaminan mutu material marine,
pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan
perombakan Kapal sesuai dengan peraturan Klasifikasi.
Buku Kapal Perikanan adalah dokumen yang memuat
informasi identitas pemilik dan identitas Kapal
Perikanan, beserta perubahan yang terjadi terhadap
identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.

Nomor Register Kapal Perikanan adalah nomor yang

diberikan terhadap kapal yang didaftarkan sebagai Kapal
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Perikanan yang terdiri atas kode kewenangan
pendaftaran dan nomor urut saat didaftarkan, yang
dimuat dalam Buku Kapal Perikanan.

Ahli Ukur Kapal Perikanan adalah pegawai negeri sipil
yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang
pengukuran Kapal Perikanan.

Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan adalah
pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi dan
keahlian di bidang kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan
kelaiksimpanan Kapal Perikanan.

Grosse Akta Kapal adalah salinan resmi dari minut akta,
yang diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pelayaran.

Tonase Kapal Perikanan adalah volume Kapal Perikanan
yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT)
dan tonase bersih (net tonnage/NT).

Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan adalah
pengakuan terhadap keahlian untuk melakukan
pekerjaan sebagai Awak Kapal Perikanan setelah lulus
ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh dewan
penguji keahlian Awak Kapal Perikanan, untuk semua
jenjang pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan.
Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan adalah
pengakuan terhadap keterampilan untuk melakukan
pekerjaan tertentu di Kapal Perikanan setelah lulus uyjian
keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga
pelaksana pendidikan dan pelatihan Awak Kapal
Perikanan yang telah mendapatkan pengesahan
(approval).

Peserta Didik adalah taruna atau siswa jurusan nautika
Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan lainnya dan
teknika Kapal Penangkap lkan atau Kapal Perikanan
lainnya.

Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan adalah
pendidikan dan/atau pelatihan untuk mencapai tingkat

keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai dengan
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jenjang, kompetensi, dan jabatan untuk Awak Kapal
Perikanan.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal
Perikanan adalah lembaga pendidikan dan pelatihan
milik pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta
atau masyarakat yang menyelenggarakan program
pendidikan dan pelatihan keahlian dan/atau
keterampilan Awak Kapal Perikanan.

Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau
dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau
operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas
Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang
tercantum dalam buku sijil Awak Kapal Perikanan.

Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan selain
Nakhoda dan Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master).
Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut
Nakhoda adalah seorang dari Awak Kapal Perikanan yang
menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam
pelayaran dan operasi Penangkapan lkan.

Ahli Penangkapan lkan (Fishing Master) adalah Awak
Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi dalam
mengenali wilayah Penangkapan Ikan dan perencanaan
operasi Penangkapan lkan yang bertanggung jawab serta
melaporkan kegiatan penangkapan lkan.

Perwira adalah Awak Kapal Perikanan yang ditunjuk
berdasarkan hukum nasional atau peraturan perundang-
undangan.

Serang (Senior Deckhand) adalah Anak Buah Kapal yang
bertanggung jawab terhadap pengoperasian Alat
Penangkapan Ikan dan/atau penanganan lkan/
penyimpanan hasil tangkapan.

Kelasi (Deckhand) adalah Anak Buah Kapal yang
melakukan operasi Penangkapan Ikan dan/atau

penanganan lkan.
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Operator Mesin Pendingin adalah Anak Buah Kapal yang
mengoperasikan mesin pendingin untuk penyimpanan
ikan dan/atau bahan makanan di Kapal Perikanan.

Juru Minyak adalah Anak Buah Kapal yang membantu
masinis dalam melakukan pelumasan, pemeliharaan, dan
perawatan mesin Kapal Perikanan.

Mualim I adalah adalah Perwira Kapal Perikanan bagian
dek yang jabatannya setingkat lebih rendah dari Nakhoda
dan yang dapat menggantikan tugas bilamana Nakhoda
tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mualim II adalah Perwira Kapal Perikanan bagian dek
yang bertugas di bidang navigasi dalam operasi
Penangkapan Ikan.

Kepala Kamar Mesin adalah Perwira mesin senior yang
bertanggung jawab atas propulsi mekanis dan
pengoperasian serta pemeliharaan dari instalasi mekanis
dan instalasi listrik kapal.

Masinis II adalah Perwira mesin di bawah pangkat Kepala
Kamar Mesin dan kepadanya diberikan tanggung jawab
untuk daya dorong tenaga kapal dan pengoperasian serta
perawatan mekanik maupun instalasi listrik kapal pada
saat Kepala Kamar Mesin berhalangan.

Masinis III adalah Perwira mesin yang melaksanakan
Dinas Jaga di Kamar Mesin.

Operator Radio adalah orang yang memegang sertifikat
yang dikeluarkan atau diakui oleh pemerintah
berdasarkan ketentuan peraturan radio.

Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan yang
selanjutnya disebut Bimbingan Teknis adalah layanan
bimbingan, penyegaran, dan pendalaman materi bagi
Awak Kapal Perikanan guna mendapatkan keterampilan
untuk melakukan tugas dan/atau fungsi tertentu di
Kapal Perikanan.

Perjanjian Kerja Laut, yang selanjutnya disingkat PKL
adalah kesepakatan tertulis antara Awak Kapal
Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator

Kapal Perikanan atau agen Awak Kapal Perikanan.
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Praktik Laut adalah bagian dari kegiatan pembelajaran
berupa praktik berlayar dan/atau Penangkapan Ikan
untuk Peserta Didik.

Masa Layar adalah pengalaman bekerja di atas Kapal
Perikanan yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat
keahlian, sertifikat pengukuhan, atau revalidasi sertifikat
Awak Kapal Perikanan.

Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan, yang selanjutnya
disebut Buku Pelaut Perikanan adalah dokumen resmi
Negara yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Awak
Kapal Perikanan yang bekerja pada Kapal Perikanan yang
berisi identitas fisik Awak Kapal Perikanan yang tidak
berdasarkan standar biometrik sidik jari dan bukan
sebagai dokumen perjalanan serta tidak dapat
menggantikan paspor.

Penyijilan adalah kegiatan mencatat tanggal, tempat naik
ke kapal (sign on) dan turun dari kapal (sign off) kedalam
Buku Pelaut Perikanan berdasarkan PKL atau surat
keterangan bekerja dari pemilik atau operator Kapal
Perikanan.

Buku Sijil Awak Kapal Perikanan adalah buku yang berisi
daftar Awak Kapal Perikanan yang bekerja diatas Kapal
Perikanan sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik
turunnya yang disahkan oleh Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan atau Syahbandar.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan
yang diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pelayaran dan memiliki
kewenangan  tertinggi untuk  menjalankan dan
melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan
peraturan  perundang-undangan untuk menjamin
keselamatan dan keamanan pelayaran.

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat
pemerintah yang ditempatkan secara khusus di
Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif

dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
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Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki
tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang
memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
Kepala Badan adalah pimpinan badan yang
menyelenggarakan tugas di bidang pengembangan
sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Badan adalah badan yang menyelenggarakan tugas di
bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan
dan perikanan.

Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi

urusan kelautan dan perikanan.

BAB II
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Bentuk Log Book Penangkapan Ikan

Pasal 2

Log Book Penangkapan lkan disusun berdasarkan jenis

Alat Penangkapan Ikan.

Log Book Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap lkan

berukuran di atas S (lima) gross tonnage sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Log Book Penangkapan Ikan untuk Alat
Penangkapan Ikan rawai tuna dan pancing ulur
tuna;

b. Log Book Penangkapan Ikan untuk Alat
Penangkapan Ikan pukat cincin, huhate, huhate
mekanis, dan tonda; dan

c. Log Book Penangkapan Ikan untuk Alat

Penangkapan lkan lainnya.
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Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) memuat data:

a. Kapal Penangkap Ikan;

b. Alat Penangkapan Ikan;

c. daerah Penangkapan Ikan; dan

d. ikan hasil tangkapan.

Untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan

S5 (lima) gross tonnage menggunakan Log Book

Penangkapan Ikan yang disederhanakan.

Log Book Penangkapan lkan untuk Alat Penangkapan

Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 4

(empat) rangkap:

a. lembar warna putih untuk diserahkan kepada
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Petugas Log
Book Penangkapan Ilkan, otoritas di Pelabuhan
Pangkalan atau otoritas di sentra nelayan di tempat
ikan didaratkan;

b. lembar warna merah untuk disimpan di Kapal
Penangkap lkan atau pemilik Kapal Penangkap Ikan;

c. lembar warna biru untuk disimpan oleh Nakhoda
atau nelayan; dan

d. lembar warna kuning untuk diserahkan kepada
Kapal Pengangkut Ikan bila melakukan kegiatan alih
muatan.

Ketentuan mengenai bentuk dan format Log Book

Penangkapan Ikan untuk Alat Penangkapan Ikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum

dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai bentuk dan format Log Book

Penangkapan Ikan untuk Alat Penangkapan Ikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai bentuk dan format Log Book

Penangkapan lkan untuk Alat Penangkapan Ikan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum
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dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai bentuk dan format Log Book
Penangkapan lkan yang disederhanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 3
Log Book Penangkapan Ikan diisi oleh Nakhoda atau
nelayan secara:
a. elektronik melalui E-Log Book; atau
b. manual.
Pengisian Log Book Penangkapan lkan secara elektronik
melalui E-Log Book sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan untuk setiap Kapal Penangkap Ikan.
Pengisian Log Book Penangkapan lkan secara manual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
digunakan untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran

sampai dengan 5 (lima) gross tonnage.

Pasal 4
Setiap Kapal Penangkap lkan berukuran di atas 5 (lima)
gross tonnage harus dilengkapi dengan Log Book
Penangkapan Ikan.
Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima)
gross tonnage harus dilengkapi dengan Log Book
Penangkapan Ikan yang disederhanakan.
Log Book Penangkapan lkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diisi di atas Kapal Penangkap lkan dan menjadi
tanggung jawab Nakhoda.
Log Book Penangkapan Ikan yang disederhanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi:
a. di atas Kapal Penangkap Ikan; atau
b. di darat setelah mendaratkan ikan hasil tangkapan,

dan menjadi tanggung jawab nelayan.
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Pengisian Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai

dengan data yang sebenarnya dan tepat waktu.

Pasal 5
Setiap nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan
dengan Kapal Penangkap lkan berukuran sampai dengan
S (lima) gross tonnage, yang akan melakukan pengisian
Log Book Penangkapan Ikan secara manual harus
mendapatkan formulir Log Book Penangkapan Ikan yang
disederhanakan.
Formulir Log Book  Penangkapan Ikan  yang
disederhanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau
Petugas Log Book Penangkapan Ikan sebelum Kapal
Penangkap Ikan meninggalkan Pelabuhan Pangkalan
atau sentra nelayan.
Formulir Log Book  Penangkapan lkan  yang
disederhanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang telah diisi, harus diserahkan setelah mendaratkan
ikan oleh nelayan kepada Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan atau Petugas Log Book Penangkapan lkan yang
ditunjuk.
Penunjukan Petugas Log Book Penangkapan Ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direktur
Jenderal berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas
atau kepala unit pelaksana teknis Pelabuhan Perikanan
sesuai dengan kewenangannya.
Nelayan bertanggung jawab atas kebenaran data yang
diisi dalam Log Book Penangkapan Ikan yang

disederhanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
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Bagian Kedua

Data Log Book Penangkapan Ikan

Pasal 6
Direktur Jenderal berdasarkan data Log Book
Penangkapan Ikan yang telah divalidasi oleh Validator:
a. melakukan analisis data; dan
b. memberikan rekomendasi kebijakan.
Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dilakukan dengan tahapan:
a. penarikan data dari sistem;
b. penyiapan data set;
c. pengolahan dan analisis data; dan
d. penyusunan laporan analis data Log Book
Penangkapan Ikan.
Rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil analisis

data Log Book Penangkapan Ikan.

Pasal 7

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2), menghasilkan:

a. tingkat kepatuhan Kapal Penangkap Ikan;

b. tingkat penerapan Log Book Penangkapan lkan di
Pelabuhan Pangkalan atau sentra nelayan; dan

c. keragaan perikanan di WPPNRI.

Keragaan perikanan di WPPNRI sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. hasil tangkapan total,

b. komposisi jenis hasil tangkapan per pelabuhan;

c. komposisi jenis hasil tangkapan per Alat
Penangkapan Ikan,;

d. hasil tangkapan ikan per Alat Penangkapan Ikan per
WPPNRI;

e. upaya Penangkapan Ikan per WPPNRI berupa
sebaran ukuran range gross tonnage Kapal

Perikanan per Alat Penangkapan lkan per WPPNRI
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dan data operasional Penangkapan Ikan lainnya di
setiap WPPNRI;

f.  tren upaya Penangkapan Ikan per Alat Penangkapan
Ikan dan per WPPNRI dan tren pemanfaatan sumber
daya ikan;

g. komposisi jenis hasil tangkapan yang
dikelompokkan sebagai spesies yang terkait secara
ekologis; dan

h. musim Penangkapan Ikan.

(3) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh tim analisis data yang ditetapkan

dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 8
Direktur Jenderal menyampaikan laporan hasil analisis data
Log Book Penangkapan lkan kepada Menteri setiap 1 (satu)
tahun sekali sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan

kebijakan pengelolaan perikanan.

Pasal 9
Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, kepala Pelabuhan
Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Petugas Log
Book Penangkapan lkan, Petugas Data Entry, Verifikator, dan
Validator harus menjamin kerahasiaan data Log Book

Penangkapan Ikan.

Pasal 10

(1) Pembinaan Log Book Penangkapan lkan dilakukan oleh
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai
kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan kepada kepala Pelabuhan Perikanan, Kepala
Dinas provinsi, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan,
Petugas Data Entry, Verifikator, Petugas Log Book
Penangkapan lkan, Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan,

dan nelayan.
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Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui:

a. sosialisasi;

b. pelatihan;

c. bimbingan teknis; dan/atau

penyuluhan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pelaksanaan dan Pelaporan Log Book Penangkapan

Ikan

Pasal 11
Nakhoda atau nelayan Kapal Penangkap Ikan yang
menggunakan E-Log Book mengunduh aplikasi E-Log
Book.
Nakhoda atau nelayan Kapal Penangkap lkan yang telah
mengunduh aplikasi E-Log Book sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengajukan permohonan aktivasi E-Log
Book ke Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau
Petugas Log Book Penangkapan Ikan.
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Petugas Log
Book Penangkapan lkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengaktifkan akun E-Log Book dan menyerahkan
nama akun dan kata sandi dalam tanda terima aktivasi
akun E-Log Book kepada pemohon.
Ketentuan mengenai bentuk dan format permohonan
aktivasi E-Log Book sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan mengenai bentuk dan format tanda terima
aktivasi akun E-Log Book sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 12

Tata cara penggunaan E-Log Book Penangkapan Ikan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13
Pengisian E-Log Book dapat dikecualikan pada kondisi
tertentu meliputi:
a. tidak tersedia jaringan internet di Pelabuhan
Pangkalan atau sentra nelayan;
b. tidak terdapat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
dan Petugas Log Book Penangkapan Ikan; dan/atau
c. gawai mengalami gangguan atau kerusakan saat
operasional Penangkapan Ikan.
Dalam hal pengisian E-Log-Book tidak dapat dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian Log Book
Penangkapan Ikan dilakukan secara manual.
Dalam hal tidak terdapat Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan dan Petugas Log Book Penangkapan Ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Log Book
Penangkapan Ikan diserahkan kepada otoritas di
Pelabuhan Pangkalan atau otoritas di sentra nelayan.
Dalam hal terjadi gangguan atau kerusakan pada gawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Nakhoda
atau nelayan Kapal Penangkap Ilkan membuat surat
pernyataan gangguan atau kerusakan pada gawai.
Ketentuan mengenai bentuk dan format surat pernyataan
gangguan atau kerusakan pada gawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 14
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Petugas Log Book
Penangkapan Ikan, otoritas di Pelabuhan Pangkalan,

atau otoritas di sentra nelayan setelah menerima Log
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Book Penangkapan Ikan yang diisi melakukan
pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan meliputi:
a. kesesuaian antara Alat Penangkapan Ikan yang
digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan;
b. kesesuaian hari melaut dan jumlah setting; dan
c. kesesuaian lokasi Penangkapan Ikan.
Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak sesuai, Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan, Petugas Log Book Penangkapan Ikan, otoritas
Pelabuhan Pangkalan, atau otoritas di sentra nelayan
meminta penjelasan dan klarifikasi dari Nakhoda atau
nelayan Kapal Penangkap Ikan terkait ketidaksesuaian
data Log Book Penangkapan Ikan.
Apabila penjelasan dan klarifikasi dari Nakhoda atau
nelayan Kapal Penangkap lkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat diterima, otoritas Pelabuhan
Pangkalan atau otoritas di sentra nelayan menerbitkan
surat persetujuan pembongkaran ikan dengan kewajiban
perbaikan Log Book Penangkapan Ikan oleh Nakhoda
atau nelayan sebelum Kapal Penangkap Ikan
meninggalkan Pelabuhan Pangkalan untuk melakukan
kegiatan Penangkapan Ikan.
Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah sesuai atau penjelasan dan klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima,
otoritas Pelabuhan Pangkalan atau otoritas di sentra
nelayan mengeluarkan surat persetujuan pembongkaran
ikan.
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Petugas Log
Book Penangkapan lkan menyampaikan data Log Book
Penangkapan lkan yang telah sesuai kepada Petugas
Data Entry untuk dimasukan ke dalam SILOPI.
Ketentuan mengenai kesesuaian lokasi Penangkapan
Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
menggunakan peta grid sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
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Ketentuan mengenai bentuk dan format penjelasan dan
klarifikasi terkait ketidaksesuaian data Log Book
Penangkapan lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai bentuk dan format surat
persetujuan pembongkaran ikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 15

Data Log Book Penangkapan lkan yang telah dimasukan

ke dalam SILOPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (5), selanjutnya diverifikasi oleh Verifikator untuk

memastikan kebenaran data.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

memastikan kesesuaian:

a. koordinat Penangkapan Ikan;

b. jumlah dan jenis ikan yang didaratkan dengan yang
dilaporkan;

c. ukuran Kapal Penangkap lkan dengan jumlah hasil
tangkapan;

d. lokasi Penangkapan Ikan;

e. Pelabuhan Pangkalan; dan

f. Alat Penangkapan Ikan dan jenis ikan yang
ditangkap.

Verifikator meneruskan hasil verifikasi kepada Validator

apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) telah sesuai.

Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak sesuai, Verifikator menyampaikan data Log Book

Penangkapan Ikan kepada:

a. otoritas di Pelabuhan Pangkalan atau otoritas di
sentra nelayan; dan

b. Nakhoda atau nelayan Kapal Penangkap Ikan.
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Otoritas di Pelabuhan Pangkalan atau otoritas di sentra
nelayan melakukan klarifikasi data Log Book kepada
Nakhoda atau nelayan Kapal Penangkap Ikan
berdasarkan laporan Verifikator sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

Otoritas di Pelabuhan Pangkalan atau otoritas di sentra
nelayan menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) kepada Verifikator.

Verifikator meneruskan hasil verifikasi yang telah sesuai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan klarifikasi yang
dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
kepada Validator.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) terdapat ketidaksesuaian antara jumlah ikan
yang didaratkan dan jumlah ikan yang dilaporkan kurang
dari atau sama dengan 10% (sepuluh persen), dianggap
sesuai.

Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Validator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditunjuk
oleh Direktur Jenderal.

Ketentuan mengenai bentuk dan format hasil klarifikasi
Log Book Penangkapan lkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (7) selanjutnya divalidasi oleh Validator.
Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan kesesuaian:
a. lokasi Penangkapan Ikan dengan jenis hasil
tangkapan ikan;
b. jumlah dan jenis ikan per setting;
c. jumlah hari laut dengan jumlah  setting
Penangkapan Ikan,;
d. jumlah mata pancing per setting (Alat Penangkapan

Ikan pancing); dan
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e. jumlah dan jenis hasil tangkapan dengan Alat
Penangkapan Ikan.

Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah sesuai, Validator menyimpulkan dan/atau
merekomendasikan kebenaran data Log  Book
Penangkapan Ikan.

Data Log Book Penangkapan lkan yang telah divalidasi
dilakukan analisis oleh pejabat fungsional pengelola
produksi perikanan tangkap sebagai bahan rekomendasi

pengambilan kebijakan sumber daya ikan.

Pasal 17

Setiap nelayan yang menggunakan Log Book
Penangkapan Ikan yang  disederhanakan  dapat
melakukan pengisian Log Book Penangkapan lkan secara
manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Log Book Penangkapan lkan yang disederhanakan yang
telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diserahkan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan,
Petugas Log Book Penangkapan Ikan, otoritas Pelabuhan

Pangkalan, atau otoritas di sentra nelayan.

Pasal 18

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Petugas Log Book
Penangkapan lkan, otoritas Pelabuhan Pangkalan, atau
otoritas di sentra nelayan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2), melakukan pemeriksaan Log Book
Penangkapan Ikan yang disederhanakan meliputi:
a. kesesuaian antara Alat Penangkapan Ikan yang

digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan;
b. kesesuaian hari melaut dan jumlah setting; dan
c. kesesuaian lokasi Penangkapan Ikan.
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Petugas Log
Book Penangkapan lkan menyampaikan data Log Book
Penangkapan lkan yang telah sesuai kepada Petugas

Data Entry untuk dimasukan ke dalam SILOPI.
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Ketentuan mengenai kesesuaian lokasi Penangkapan
Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
menggunakan peta grid sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai bentuk dan format pemeriksaan Log
Book  Penangkapan Ikan yang  disederhanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19
Data Log Book Penangkapan lkan yang disederhanakan
yang telah dimasukan ke dalam SILOPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), selanjutnya
diverifikasi oleh Verifikator untuk memastikan kebenaran
data.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memastikan kesesuaian:
a. lokasi Penangkapan Ikan;
b. jumlah dan jenis ikan yang didaratkan dengan yang
dilaporkan;
c. ukuran Kapal Penangkap lkan dengan jumlah hasil
tangkapan;
d. lokasi pendaratan ikan; dan
e. Alat Penangkapan Ikan dan jenis ikan yang
ditangkap.
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah sesuai, Verifikator meneruskan kepada
Validator.
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak sesuai, Verifikator menyampaikan data Log
Book Penangkapan Ikan yang disederhanakan kepada:
a. otoritas Pelabuhan Pangkalan atau otoritas sentra
nelayan; dan
b. nelayan Kapal Penangkap Ikan,

dengan tembusan kepada Kepala Dinas provinsi.
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Berdasarkan data Log Book Penangkapan Ikan yang
disederhanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Otoritas di Pelabuhan Pangkalan atau otoritas di sentra
nelayan melakukan klarifikasi data Log Book kepada
nelayan Kapal Penangkap Ikan.

Otoritas di Pelabuhan Pangkalan atau otoritas di sentra
nelayan menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) kepada Verifikator.

Verifikator meneruskan hasil verifikasi yang telah sesuai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan klarifikasi yang
dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

kepada Validator.

Pasal 20
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (7) selanjutnya divalidasi oleh Validator.
Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan kesesuaian:
a. lokasi Penangkapan Ikan dengan jenis hasil
tangkapan ikan;
b. jumlah dan jenis ikan per setting;
c. jumlah hari laut dengan jumlah  setting
Penangkapan Ikan,;
d. jumlah mata pancing per setting, untuk pancing;
dan
e. jumlah dan jenis hasil tangkapan dengan Alat
Penangkapan Ikan.
Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah sesuai, Validator menyimpulkan dan/atau
merekomendasikan kebenaran data Log Book
Penangkapan Ikan yang disederhanakan.
Data Log Book Penangkapan lkan yang disederhanakan
yang telah divalidasi dilakukan analisis oleh pejabat
fungsional pengelola produksi perikanan tangkap sebagai
bahan rekomendasi pengambilan kebijakan sumber daya

ikan.
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Bagian Keempat

Kriteria Log Book Penangkapan Ikan

Pasal 21

Nakhoda atau nelayan harus:

o

Moo a0

membawa Log Book Penangkapan Ikan;

mengisi Log Book Penangkapan Ikan;

menyerahkan Log Book Penangkapan Ikan;

memohon aktivasi akun E-Log Book;

mengaktifkan aplikasi E-Log Book;

menekan klik pada menu mulai dan selesai setting; dan
memasukkan data jenis, berat, dan jumlah ikan (ekor)
yang ditangkap bagi Penangkapan lkan tuna dengan

benar.

Pasal 22
Nakhoda yang mengisi Log Book Penangkapan Ikan
secara manual, harus menyerahkan lembar salinan Log
Book Penangkapan lkan kepada Kapal Pengangkut lkan
disertai dengan berita acara alih muatan pada saat
melakukan alih muatan di laut.
Nakhoda yang mengisi Log Book Penangkapan Ikan
secara elektronik melalui E-Log Book, harus mengisi
formulir penitipan ikan pada aplikasi E-Log Book disertai
dengan berita acara alih muatan.
Berita acara alih muatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dibedakan berdasarkan lokasi alih
muatan di WPPNRI atau di Laut Lepas sesuai dengan
area konvensi/kompetensi REMO.
Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara alih
muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB III

PEMANTAUAN DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL

PENGANGKUT IKAN

Bagian Kesatu
Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal

Pengangkut Ikan

Pasal 23

Pemantauan bertujuan untuk melaksanakan:

a. pengamatan, pengukuran, pencatatan, dan
pelaporan kegiatan Penangkapan Ikan; dan

b. pengamatan, pengukuran, pencatatan, dan
pelaporan kegiatan alih muatan ikan di laut dari
Kapal Penangkap lkan ke Kapal Pengangkut Ikan.

Pemantauan dilakukan melalui mekanisme:

a. penempatan Pemantau di atas Kapal; dan

b. penempatan perangkat E-Monitoring.

Pasal 24

Penempatan Pemantau di atas Kapal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Penempatan  perangkat E-Monitoring sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan
oleh:
a. Pemilik Kapal; dan
b. Direktur Jenderal.
Penempatan perangkat E-Monitoring yang dilakukan oleh
Pemilik Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan pada Kapal Pengangkut Ikan yang
melakukan alih muatan ikan di laut.
Penempatan perangkat E-Monitoring yang dilakukan oleh
Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan pada Kapal Penangkap Ikan.



2021, No. 968

(1)

-28-

Pasal 26

Kegiatan Pemantauan oleh Pemantau di atas kapal

berupa:

a. pencatatan dan pengumpulan data Penangkapan
Ikan yang meliputi:

1. ikan hasil tangkapan;

2. daerah Penangkapan Ikan;

3. waktu Penangkapan Ikan;

4. jenis Alat Penangkapan lkan dan alat bantu
Penangkapan Ikan; dan

5. kegiatan alih muatan ikan hasil tangkapan dari
Kapal Penangkap Ikan ke Kapal Pengangkut
Ikan.

b. pengamatan dan pencatatan hasil tangkapan
sampingan dan spesies yang terkait secara ekologis
dengan target utama penangkapan; dan

c. pencatatan dan pengumpulan data alih muatan ikan
di laut yang meliputi jenis, jumlah, dan ukuran hasil
tangkapan yang dipindahkan, serta data Kapal
Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan yang
melakukan alih muatan ikan di laut.

Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Borang Pemantauan Penangkapan

Ikan dan Pengangkutan Ikan.

Ketentuan mengenai bentuk dan format Borang

Pemantauan Penangkapan lkan dan Pengangkutan lkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Perangkat E-Monitoring sebagaimana dimaksud pada

Pasal 23 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. kamera pemantau;

b. alat pendeteksi titik koordinat; dan

c. sistem pendeteksi jenis ikan hasil tangkapan.

Ketentuan mengenai spesifikasi kamera pemantau

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum
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dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penempatan Pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan

Kapal Pengangkut Ikan

Pasal 28

Pemantauan melalui mekanisme penempatan Pemantau di

atas Kapal dilakukan dengan tahapan:

a. penetapan target Kapal Penangkap Ikan dan Kapal
Pengangkut Ikan;

b. koordinasi penempatan Pemantau di atas Kapal dengan:
1. kepala Pelabuhan Perikanan; dan
2. Syahbandar di Pelabuhan  Perikanan  atau

Syahbandar.

c. koordinasi dengan pemilik Kapal Penangkap Ikan
dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;

d. penetapan dan penugasan Pemantau di atas Kapal,

e. pelaksanaan kegiatan Pemantauan; dan

f. pelaporan hasil Pemantauan.

Pasal 29

(1) Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang
akan ditempatkan Pemantau di atas Kapal dilakukan
berdasarkan:

a. pengajuan permohonan kepada Direktur Jenderal
dari pemilik Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal
Pengangkut Ikan; atau

b. penetapan oleh Direktur Jenderal.

(2) Penetapan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk Kapal Penangkap
Ikan yang harus dipantau berdasarkan:

a. hasil verifikasi data Log Book Penangkapan Ikan;
dan/atau

b. pemenuhan kepatuhan Kapal Penangkap Ikan
berbendera Indonesia di RFMO.



2021, No. 968

(1)

-30-

Pasal 30
Pengajuan permohonan kepada Direktur Jenderal dari
pemilik Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal
Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi permohonan
penempatan Pemantau di atas Kapal.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap
dokumen permohonan pemilik Kapal Penangkap Ikan
dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang hasilnya sesuai
atau tidak sesuai.
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai, Direktur Jenderal menugaskan Pemantau
di atas Kapal yang akan ditempatkan di atas Kapal
Penangkap lkan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan.
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan
surat pemberitahuan kepada pemohon terkait penolakan
penempatan Pemantau di atas Kapal.
Ketentuan mengenai bentuk dan format permohonan
penempatan Pemantau di atas Kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 31

Penetapan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dilakukan dengan

tahapan:

a. Direktur Jenderal mengidentifikasi jenis Kapal
Penangkap lkan atau Kapal Pengangkut lkan dan
Alat Penangkapan lkan yang akan ditempatkan
Pemantau di atas Kapal,

b. berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal

menetapkan daftar:
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1. Kapal Penangkap Ikan dan jenis Alat
Penangkapan Ikan; dan/atau

2. Kapal Pengangkut Ikan,

yang akan dipantau;

c. daftar Kapal sebagaimana dimaksud pada huruf b
disampaikan kepada pemilik Kapal Penangkap Ikan
dan/atau Kapal Pengangkut Ikan dan kepala
Pelabuhan Perikanan yang menjadi Pelabuhan
Pangkalan;

d. kepala Pelabuhan Perikanan menyampaikan jadwal
rencana keberangkatan Kapal Penangkap Ikan atau
Kapal Pengangkut Ikan kepada Direktur Jenderal,;

e. Direktur Jenderal menugaskan Pemantau di atas
Kapal yang akan ditempatkan berdasarkan jadwal
keberangkatan Kapal Penangkap Ilkan atau Kapal
Pengangkut lkan; dan

f.  Pemantau di atas Kapal yang ditugaskan
berkoordinasi dengan:

1. kepala Pelabuhan Perikanan;

2. pemilik Kapal Penangkap lkan dan/atau Kapal
Pengangkut Ikan; dan

3. Nakhoda, terkait dengan rencana Pemantauan.

Pemantau di atas Kapal yang telah mendapat surat

penugasan diberikan arahan singkat oleh tim briefing dan

debriefing sebelum melakukan kegiatan Pemantauan.

Pemantau di atas Kapal yang telah mendapat surat

penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dicatatkan dalam daftar Awak Kapal Perikanan (crew list).

Dalam hal masa penugasan Pemantau di atas Kapal

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, dapat

dilakukan pemindahan Pemantau di atas Kapal ke Kapal

Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan

lainnya dengan mengisi berita acara pemindahan

Pemantau di atas Kapal.

Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara

pemindahan Pemantau di atas Kapal sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVIII
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penempatan Perangkat E-Monitoring di atas Kapal Penangkap

Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan

Pasal 32

Prosedur penempatan E-Monitoring di atas Kapal Penangkap

Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dilakukan dengan tahapan:

a.

Direktur Jenderal menetapkan daftar prioritas Kapal
Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang akan
ditempatkan perangkat E-Monitoring;

Direktur Jenderal menyampaikan daftar prioritas Kapal
Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut Ikan
sebagaimana dimaksud huruf a kepada pemilik Kapal
Penangkap lkan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan; dan
pemilik Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal
Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud huruf b
berkewajiban menyediakan secara mandiri perangkat E-

Monitoring.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 33
Pemantau di atas Kapal melaporkan hasil Pemantauan
secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
Nakhoda melaporkan hasil Pemantauan dengan
mekanisme E-Monitoring kepada kepala Pelabuhan
Perikanan yang selanjutnya dilaporkan secara elektronik
kepada Direktur Jenderal.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
Verifikasi dan validasi terhadap hasil Pemantauan oleh
Pemantau di atas Kapal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
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a. verifikasi yang meliputi pemeriksaan kelengkapan
serta kebenaran pencatatan dan pelaporan Borang
Pemantauan Penangkapan lkan dan Pengangkutan
Ikan oleh tim briefing dan debriefing;

b. hasil verifikasi digunakan sebagai bahan debriefing
oleh tim briefing dan debriefing kepada Pemantau di
atas Kapal,

c. Pemantau di atas Kapal melakukan perbaikan
laporan Pemantauan berdasarkan hasil debriefing;
dan

d. laporan hasil perbaikan Pemantau di atas Kapal
selanjutnya divalidasi oleh tim verifikasi dan validasi
data observer.

Terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan analisis berupa:

a. analisis hasil tangkapan;

b. analisis tren Thasil tangkapan per upaya
Penangkapan Ikan untuk setiap jenis Alat
Penangkapan Ikan,;

c. analisis jenis spesies yang terkait secara ekologis
dan spesies yang terancam punah dan dilindungi;
dan

d. analisis ukuran panjang dan berat ikan hasil
tangkapan  utama = berdasarkan = jenis  Alat
Penangkapan Ikan.

Hasil Pemantauan dengan mekanisme E-Monitoring

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya

dilakukan analisis oleh tim analisis.

Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan

dengan tahapan:

a. pemeriksaan, rekapitulasi, pengolahan, dan analisa
data Borang Pemantauan Penangkapan Ikan dan
Pengangkutan Ikan yang dilaporkan; dan

b. pengambilan keputusan terhadap hasil akhir
kegiatan analisis data Borang Pemantauan
Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan.

Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
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a. analisis waktu Penangkapan Ikan atau pemindahan
ikan;

b. analisis lokasi Penangkapan Ikan atau pemindahan
ikan;

c. analisis aktivitas Penangkapan Ikan  atau
pemindahan ikan; dan

d. analisis jenis ikan hasil tangkapan.

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dan ayat (6), Direktur Jenderal menyampaikan

laporan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali

sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan

kebijakan pengelolaan perikanan.

Bagian Kelima

Kriteria Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal

Pengangkut Ikan

Pasal 34

Kapal Penangkap lkan dan Kapal Pengangkut lkan yang

akan dilakukan Pemantauan harus memenuhi kriteria:

a. Kapal Penangkap Ikan yang menggunakan Alat
Penangkapan Ikan pukat cincin dan rawai tuna yang
beroperasi di Laut Lepas dan terdaftar di RFMO;

b. Kapal Penangkap Ikan yang beroperasi di WPPNRI
dengan menggunakan Alat Penangkapan Ikan
kelompok:

1. pancing; dan
2. jaring lingkar, jaring angkat, dan jaring insang.

c. Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di WPPNRI
dan Laut Lepas.

Selain Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantauan

diberlakukan juga untuk:

a. Kapal Penangkap Ikan yang direkomendasikan
untuk dipantau sesuai hasil evaluasi Log Book

Penangkapan Ikan; dan
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b. Kapal Penangkap lkan dan/atau Kapal Pengangkut
Ikan yang diusulkan oleh lembaga riset, asosiasi
Penangkapan Ikan, pengusaha perikanan, dan

lembaga swadaya masyarakat untuk tujuan

tertentu.
BAB IV
INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN PENANDAAN KAPAL
PERIKANAN

Bagian Kesatu

Inspeksi Kapal Perikanan

Pasal 35

Setiap Orang yang membangun, memodifikasi, atau

mengimpor Kapal Perikanan wajib terlebih dahulu

memperoleh Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
dari Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya.

Setiap Orang untuk mendapatkan  Persetujuan

Pengadaan Kapal Perikanan harus mengajukan

permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai

kewenangannya dengan persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki:

a. sebelum peletakan lunas Kapal Perikanan, untuk
pembangunan;

b. sebelum dilakukan modifikasi, untuk Kapal yang
dimodifikasi;

c. sebelum mengajukan permohonan izin impor ke
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan, untuk impor
Kapal Perikanan dalam keadaan tidak baru; atau

d. sebelum dilakukan impor, untuk impor Kapal baru.

Ketentuan mengenai bentuk dan format Persetujuan

Pengadaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36
Pembangunan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1), dapat dilakukan di dalam negeri
maupun di luar negeri.
Modifikasi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam
negeri.
Pembangunan atau modifikasi Kapal Perikanan di dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
wajib menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembangunan Kapal Perikanan di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan jika industri galangan Kapal dalam negeri
belum memadai.
Kriteria galangan Kapal dalam negeri yang belum
memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
a. galangan Kapal dalam negeri tidak mampu
memproduksi sesuai dengan persyaratan teknis
yang dibutuhkan; dan/atau
b. kapasitas galangan Kapal dalam negeri tidak dapat
memenuhi jumlah, volume, dan/atau jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun pembangunan Kapal.
Pembangunan Kapal Perikanan di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan
dengan ketentuan:
a. berukuran lebih dari 100 (seratus) gross tonnage,
untuk berbahan material baja atau aluminium; dan
b. berukuran lebih dari 200 (dua ratus) gross tonnage,
untuk berbahan material kayu.
Pembangunan Kapal Perikanan di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan
setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
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perindustrian paling lambat S5 (lima) hari kerja sejak
pengajuan diterima.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
diajukan oleh Menteri kepada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian.

Menteri mendelegasikan kewenangan pengajuan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
kepada Direktur Jenderal.

Setiap Orang yang melakukan pembangunan Kapal
Perikanan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) wajib memiliki persetujuan impor dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan setelah mendapatkan Persetujuan

Pengadaan Kapal Perikanan dari Menteri.

Pasal 37
Pengadaan Kapal Perikanan dalam keadaan baru dan
dalam keadaan tidak baru di dalam negeri wajib memiliki
Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan.
Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki sebelum
melakukan pengadaan Kapal Perikanan di dalam negeri.
Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diajukan dengan melampirkan PPKP lama.
Persyaratan melampirkan PPKP lama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Kapal hasil
rampasan negara dalam perkara tindak pidana yang
telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap.

Pasal 38
Memodifikasi Kapal Perikanan merupakan pengadaan
Kapal yang pernah didaftarkan sebagai Kapal Perikanan
dan/atau nonKapal Perikanan dengan melakukan

perubahan fungsi.
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Perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. perubahan fungsi dari nonKapal Perikanan menjadi
Kapal Perikanan; atau

b. perubahan fungsi dari Kapal Penangkap Ikan
menjadi Kapal Pengangkut Ikan atau Kapal
Perikanan dengan fungsi lainnya dan/atau

sebaliknya.

Pasal 39
Impor Kapal Perikanan merupakan pengadaan Kapal
Perikanan dari luar negeri berupa:
a. pengadaan Kapal Perikanan dalam keadaan baru;
atau
b. pengadaan Kapal Perikanan dalam keadaan tidak
baru.
Kapal Perikanan dalam keadaan baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kapal yang
telah selesai dibangun dan belum dioperasikan atau
belum pernah didaftarkan sebagai Kapal Perikanan.
Kapal Perikanan dalam keadaan tidak baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kapal yang
pernah didaftarkan sebagai Kapal Perikanan.
Impor Kapal Perikanan dalam keadaan baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan
ketentuan:
a. berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) gross
tonnage, untuk berbahan material baja; dan
b. berukuran lebih dari 200 (dua ratus) gross tonnage,
untuk berbahan material kayu.
Impor Kapal Perikanan dalam keadaan tidak baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan berusia paling lamal5 (lima belas) tahun.
Pemberian rekomendasi untuk pembangunan Kapal
Perikanan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) berlaku secara
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mutatis mutandis terhadap pemberian rekomendasi
impor Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Setiap Orang yang mengimpor Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki
persetujuan impor dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah
mendapatkan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan

dari Menteri.

Pasal 40
Inspeksi  Kapal  Perikanan  dilakukan  terhadap
pelaksanaan:
a. pembangunan Kapal Perikanan; atau
b. modifikasi Kapal Perikanan.
Inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara berkala sejak Kapal Perikanan
dirancang bangun sampai dengan Kapal Perikanan
selesai dibangun atau dimodifikasi.
Inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan bagi Kapal Pengangkut Ikan tujuan
luar negeri.
Inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pasal 41

Inspeksi Kapal Perikanan pada pembangunan Kapal

Perikanan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.

inspeksi tahap pertama meliputi:

1. pemeriksaan gambar rancang bangun, berupa
kesesuaian ukuran utama, proyeksi, dan skala pada
gambar yang paling kurang terdiri dari:

a) rencana garis dan tabel offset;
b) rencana umum;
c) konstruksi profil; dan

d) konstruksi penampang tengah Kapal Perikanan.
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pemeriksaan material, berdasarkan:

a) jenis dan kualitas kayu, untuk Kapal Perikanan
berbahan kayu;

b) sertifikat kualitas bahan dari otoritas, untuk
Kapal Perikanan berbahan fiber reinforced
plastic; dan

c) sertifikat material dan komponen, untuk Kapal
Perikanan berbahan baja.

pemeriksaan peletakan lunas berupa memeriksa

kesesuaian perhitungan konstruksi dan material

lunas yang digunakan.

b. inspeksi tahap kedua meliputi:

1.

pemeriksaan konstruksi secara visual dan ukuran
terhadap hasil pekerjaan pembangunan Kapal
Perikanan sesuai dengan material yang digunakan,
paling kurang terdiri dari:

a) alas;

b) gading-gading;

c) lambung;

d) geladak;
e) palka;
f) sekat;

g) tangki-tangki;

h) linggi haluan dan linggi buritan;

i)  pondasi mesin; dan

j)  bangunan atas dan rumah geladak.
pemeriksaan permesinan dilakukan secara visual
dan uji kerja pada komponen permesinan, paling
kurang terdiri dari:

a) instalasi mesin dan sistem pendingin mesin;

b) instalasi kelistrikan;

c) mesin utama dan mesin bantu;

d) permesinan di atas geladak; dan

e) mesin bantu Penangkapan Ikan.

pemeriksaan perlengkapan berupa wuji kerja

dan/atau masa kadaluarsa terhadap komponen
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perlengkapan yang telah terpasang pada Kapal
Perikanan, paling kurang terdiri dari perlengkapan:
a) navigasi;

b) komunikasi;

c) keselamatan; dan

d) alat pemadam kebakaran.

Pasal 42

Inspeksi Kapal Perikanan pada modifikasi Kapal Perikanan

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.

inspeksi tahap pertama berupa pemeriksaan gambar

rencana umum Kapal Perikanan terhadap kesesuaian

ukuran utama, proyeksi, dan skala pada gambar.
inspeksi tahap kedua meliputi:

1. pemeriksaan konstruksi secara visual dan ukuran
terhadap hasil pekerjaan modifikasi Kapal Perikanan
sesuai dengan material yang digunakan, pada
bagian yang mengalami modifikasi;

2. pemeriksaan permesinan secara visual dan uji kerja
pada mesin yang mengalami penggantian; dan

3. pemeriksaan perlengkapan berupa uji kerja
dan/atau masa kadaluarsa terhadap komponen
perlengkapan yang telah terpasang pada Kapal
Perikanan, paling kurang terdiri dari perlengkapan:
a) navigasi;

b) komunikasi;
c) keselamatan; dan

d) alat pemadam kebakaran.

Pasal 43
Inspeksi Kapal Perikanan pada pembangunan Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau
modifikasi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42, dilakukan oleh Petugas Pemeriksa
Kelaikan Kapal Perikanan.
Inspeksi Kapal Perikanan pada pembangunan Kapal

Perikanan atau modifikasi Kapal Perikanan di luar negeri
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dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal
Perikanan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di
tempat Kapal dibangun atau dimodifikasi.

Dalam hal kantor perwakilan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memiliki
Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan, Direktur
Jenderal menugaskan Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal
Perikanan dari kantor perwakilan Republik Indonesia
terdekat atau dari Kementerian untuk melaksanakan

inspeksi.

Pasal 44

Inspeksi Kapal Perikanan pada pembangunan Kapal
Perikanan atau modifikasi Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dilaksanakan setelah
pelaku usaha menyampaikan surat pemberitahuan siap
dilakukan inspeksi kepada Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal menugaskan Petugas Pemeriksa
Kelaikan Kapal Perikanan dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan melakukan
inspeksi Kapal Perikanan pada pembangunan Kapal
Perikanan atau modifikasi Kapal Perikanan dengan
mengacu kepada tahapan inspeksi Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42.
Hasil pelaksanaan inspeksi Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
Berita Acara Inspeksi Kapal Perikanan dan dilaporkan
kepada Direktur Jenderal paling lama 4 (empat) hari
kerja, serta salinan Berita Acara Inspeksi Kapal
Perikanan disampaikan kepada pelaku usaha.

Ketentuan mengenai bentuk dan format surat
pemberitahuan siap dilakukan inspeksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Ketentuan mengenai bentuk dan format Berita Acara
Inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Pengukuran  Kapal Perikanan  dilakukan  untuk

menentukan ukuran panjang, lebar, dalam, dan Tonase

Kapal Perikanan sesuai dengan metode pengukuran.

Pengukuran yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap:

a. Kapal Perikanan yang pembangunannya paling
sedikit telah menyelesaikan bangunan lambung,
geladak utama, dan seluruh bangunan atas;

b. Kapal Perikanan yang telah selesai dimodifikasi dan
mengakibatkan perubahan ukuran dan Tonase
Kapal Perikanan; atau

c. Kapal Perikanan yang mengajukan permohonan
pendaftaran sebagai Kapal Perikanan.

Pengukuran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ahli Ukur Kapal

Perikanan, kecuali bagi Kapal Pengangkut lkan tujuan

luar negeri.

Pengukuran Kapal Kapal Pengangkut lkan tujuan luar

negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pelayaran.

Pasal 46
Ahli Ukur Kapal Perikanan ditunjuk oleh Menteri atau
menteri yang bertanggungjawab di bidang pelayaran
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Menteri mendelegasikan penunjukan Ahli Ukur Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Direktur Jenderal.
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Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Ahli Ukur
Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagai berikut:

a. pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat
Jenderal,;

b. lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan atau
bimbingan teknis pengukuran Kapal Perikanan yang
dibuktikan dengan sertifikat; dan

c. memperoleh pengukuhan dari Direktur Jenderal
atau direktur jenderal yang memiliki tugas teknis di
bidang perhubungan laut pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pelayaran.

Ahli Ukur Kapal Perikanan yang telah memperoleh

pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

c diberikan kewenangan untuk = melaksanakan

pengukuran Kapal Perikanan dengan metode pengukuran

dalam negeri.

Ahli Ukur Kapal Perikanan yang telah:

a. melakukan pengukuran Kapal Perikanan dengan
metode pengukuran dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) terhadap beberapa Kapal
Perikanan dengan jenis Alat Penangkapan lkan yang
berbeda; dan

b. telah melakukan praktik pengukuran Kapal
Perikanan dengan metode pengukuran internasional,

dapat melaksanakan pengukuran Kapal Perikanan

dengan semua metode pengukuran, setelah memenuhi
persyaratan yang diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan bidang pelayaran.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau

bimbingan  teknis pengukuran Kapal Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bekerja
sama dengan kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
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Pasal 47

Pengukuran Kapal Perikanan dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pasal 48
Kapal Perikanan yang telah diukur diberikan Surat Ukur
Kapal Perikanan.
Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan berdasarkan Daftar Ukur Kapal
Perikanan.
Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan sesuai dengan metode
pengukuran yang digunakan.
Penerbitan Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.

Pasal 49
Metode pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (3) untuk Kapal Perikanan meliputi:
a. metode pengukuran dalam negeri; dan
b. metode pengukuran internasional.
Metode pengukuran dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengukur Kapal
Perikanan yang akan beroperasi di WPPNRI dan Laut
Lepas.
Metode pengukuran internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk
mengukur Kapal Perikanan yang akan beroperasi ke luar
negeri dan/atau yurisdiksi negara lain.
Kapal Perikanan yang telah diukur dengan metode
pengukuran internasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dapat diukur wulang dengan metode

pengukuran dalam negeri.

Pasal 50
Daftar Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (2) disusun sesuai dengan metode
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pengukuran yang dipergunakan dan ditandatangani oleh
Ahli Ukur Kapal Perikanan yang melakukan pengukuran.
Daftar Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau
pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan pengesahan.
Daftar Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dicatat dalam basis data pengukuran dan
diberi nomor sesuai dengan tanggal penerbitan.
Ketentuan mengenai bentuk dan format Daftar Ukur
Kapal Perikanan dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Ketentuan mengenai bentuk dan format Daftar Ukur
Kapal Perikanan internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pelayaran.

Pasal 51

Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:

a. Surat Ukur Kapal Perikanan dalam negeri, dalam hal
menggunakan metode pengukuran dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf a; dan

b. Surat ukur internasional, dalam hal menggunakan
metode pengukuran internasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b.

Ketentuan mengenai bentuk dan format Surat Ukur

Kapal Perikanan dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XXII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Ketentuan mengenai bentuk dan format Surat Ukur

internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pelayaran.
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Pasal 52
Pengukuran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (3) dilaksanakan dengan mengukur
fisik Kapal Perikanan.
Dalam hal data ukuran dari ruangan tidak dapat
diperoleh melalui pengukuran fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan gambar
rancang bangun Kapal Perikanan sebagai alat bantu
untuk memperoleh data ukuran ruangan dimaksud.
Dari  hasil pengukuran fisik Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ahli Ukur Kapal
Perikanan menetapkan Tonase Kapal Perikanan dengan
menyusun Daftar Ukur Kapal Perikanan.
Daftar Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal
untuk memperoleh pengesahan dengan melampirkan
dokumen yang dipersyaratkan untuk penerbitan Surat
Ukur Kapal Perikanan.
Pengesahan Daftar Ukur Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Direktur Jenderal
apabila perhitungan dan pengukuran Kapal Perikanan
yang dilakukan telah sesuai dengan metode pengukuran

Kapal Perikanan yang digunakan.

Pasal 53

Penerbitan Surat Ukur Kapal Perikanan dilakukan oleh:
a. Direktur Jenderal; atau

b. kepala Pelabuhan Perikanan unit pelaksana teknis

lingkup Direktorat Jenderal.

Penerbitan Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Daftar
Ukur Kapal Perikanan yang telah disahkan oleh Direktur
Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5).
Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan lokasi yang

memiliki kode pengukuran.
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Kode pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dengan mengacu pada

kode pengukuran yang berlaku pada sektor pelayaran.

Pasal 54

Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (1) menjadi tidak berlaku dan harus

diterbitkan Surat Ukur Kapal Perikanan baru dalam hal

Kapal Perikanan mengalami:

a. perubahan bangunan yang menyebabkan rincian
ukuran dan/atau Tonase Kapal Perikanan yang
tercantum dalam Surat Ukur Kapal Perikanan
berubah; dan/atau

b. penggantian nama Kapal Perikanan.

Surat Ukur Kapal Perikanan baru sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) sebagai pengganti dari Surat

Ukur Kapal Perikanan lama yang sudah tidak berlaku,

diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran ulang.

Hasil pengukuran ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) digunakan dalam menyusun Daftar Ukur Kapal

Perikanan hasil pengukuran ulang.

Surat Ukur Kapal Perikanan baru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diterbitkan berdasarkan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 55

Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (1) menjadi tidak berlaku dan tidak dapat

diterbitkan kembali dalam hal Kapal Perikanan tidak

dipergunakan lagi karena:

a.
b.

o

e

ditutuh (scraping);
tenggelam;
terbakar habis; atau

dinyatakan hilang/musnah.
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Pasal 56

Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (1) dinyatakan batal apabila:

a. pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan metode
pengukuran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (1) huruf a;

b. diperoleh secara tidak sah; dan/atau

c. digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 57
Pemilik, operator Kapal Perikanan, atau Nakhoda harus
segera melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal
atau kepala Pelabuhan Perikanan di tempat Kapal Perikanan
berada dalam hal terjadi perombakan Kapal Perikanan yang
menyebabkan perubahan data yang ada dalam Surat Ukur

Kapal Perikanan.

Bagian Kedua

Pengujian Kapal Perikanan

Pasal 58

(1) Setiap Kapal Perikanan yang telah selesai dibangun atau
dimodifikasi harus dilakukan pengujian.

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. uji kemiringan;

b. uji coba berlayar;
c. uji coba Penangkapan Ikan; dan
d. uji coba ruang penyimpanan ikan.

(3) Uji coba Penangkapan Ikan dan wuji coba ruang
penyimpanan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ dan huruf d dikecualikan bagi Kapal Perikanan
berukuran sampai dengan 5 (lima) gross tonnage.

(4) Kapal Perikanan yang telah selesai dibangun
sebagaimana ayat (1) merupakan Kapal yang telah

menyelesaikan pembangunan pada tahun 2024.
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Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Kapal Pengangkut Ikan tujuan luar
negeri.

Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pelayaran.

Pasal 59

Uji kemiringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengetahui berat

kosong dan titik berat Kapal Perikanan.

Uji kemiringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya berlaku untuk Kapal Perikanan yang memenuhi

syarat untuk diklasifikasikan oleh Badan Klasifikasi.

Kapal Perikanan yang memenuhi syarat untuk

diklasifikasikan oleh Badan Klasifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. Kapal Perikanan buatan dalam negeri dengan
ukuran lebih dari atau sama dengan 300 (tiga ratus)
gross tonnage; dan

b. Kapal Perikanan buatan luar negeri.

Uji kemiringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. persiapan umum pengujian:

1. informasi awal dan kondisi Kapal Perikanan
saat pengujian,;
isi tangki;
pengaturan penambatan dan kondisi
lingkungan;
beban uji;
bandul;
peralatan yang ada di atas Kapal Perikanan;
dan

7. trim dan stabilitas.

b. pengujian kemiringan dan pencatatan data:
1. pengukuran sarat air dan massa jenis air;

2. pemindahan beban pengujian; dan
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3. data cuaca.

Pasal 60
Uji coba berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui:
a. unjuk kerja Kapal Perikanan saat bernavigasi;
b. fungsi navigasi; dan
c. radio elektronika.
Unjuk kerja Kapal Perikanan saat bernavigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. data Kapal Perikanan dan pemeriksaan kondisi
Kapal Perikanan;
b. kecepatan Kapal Perikanan melawan angin atau
didorong angin, meliputi:
1. mengukur kecepatan
2. putaran mesin; dan
3. mematikan paksa mesin Induk.
c. pengujian kemudi atau olah gerak Kapal Perikanan,
meliputi:
1. pergerakan zig-zag; dan
2. pergerakan cikar.
Fungsi navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. lampu navigasi;
b. kompas;
c. Automatic Identification System, untuk Kapal
Penangkap lkan berukuran di atas 60 (enam puluh)
gross tonnage; dan

d. radar Global Positioning System.

Pasal 61

(1) Uji coba Penangkapan lkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengetahui:
a. fungsi kerja Kapal Penangkap Ikan dalam
pengoperasian Alat Penangkapan Ikan; dan

b. fungsi kerja perlengkapan Penangkapan Ikan.
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Fungsi kerja Kapal Penangkap Ikan dalam pengoperasian
Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. pengukuran selektivitas dan kapasitas Alat
Penangkapan Ikan; dan
b. olah gerak Kapal Penangkap Ikan.
Fungsi kerja  perlengkapan  Penangkapan Ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penarik jaring pada Kapal Penangkap lkan dengan
Alat Penangkapan Ikan jaring insang;
b. penarik tali pancing pada Kapal Penangkap Ikan
dengan Alat Penangkapan Ikan rawai tuna;
c. power block pada Kapal Penangkap Ikan dengan Alat
Penangkapan Ikan pukat cincin;
d. penggulung tali atau jaring lainnya pada Kapal
Penangkap Ikan dengan Alat Penangkapan Ikan:
1. jaring tarik berkantong;
2. jaring hela berkantong;
3. jala jatuh berkapal; dan
4. jaring angkat berkapal.

Pasal 62

Uji coba ruang penyimpanan ikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dilakukan
untuk mengetahui fungsi ruang penyimpanan ikan.
Fungsi ruang penyimpanan ikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. bagi Kapal Pengangkut Ikan beku, paling sedikit:

1. uji kerja mesin refrigerasi ruang pembeku;

2. uji kerja mesin refrigerasi ruang palka

penyimpanan ikan;

3. uji suhu ruang pembeku; dan

4. uji suhu ruang palka penyimpanan ikan.
b. bagi Kapal Pengangkut Ikan segar, paling sedikit:

1. kondisi peti pendingin atau palka penyimpanan

ikan; dan
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2. insulasi peti pendingin atau palka penyimpanan
ikan.
c. bagi Kapal Pengangkut Ikan hidup, meliputi:
1. kondisi tangki ikan hidup; dan

2. uji kerja sistem aerasi.

Pasal 63
Pelaksanaan pengujian Kapal Perikanan dilakukan di
galangan, Pelabuhan Perikanan, pelabuhan umum,
dan/atau perairan sekitar lokasi galangan, Pelabuhan

Perikanan atau pelabuhan umum.

Pasal 64

Untuk dapat dilakukan pengujian terhadap
pembangunan dan/atau modifikasi Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), pelaku
usaha harus menyampaikan surat pemberitahuan siap
dilakukan pengujian kepada Direktur Jenderal, dengan
persyaratan:
a. mencantumkan nomor SIUP; dan
b. melampirkan:

1. untuk pembangunan Kapal Perikanan baru:

a) gambar rencana umum Kapal Perikanan;

b) rencana kapasitas tangki air dan bahan
bakar, untuk Kapal Perikanan yang akan
dilakukan uji kemiringan,;

c) kurva hidrostatik, untuk Kapal Perikanan
yang akan dilakukan uji kemiringan;

d) lokasi tanda sarat, untuk Kapal Perikanan
yang akan dilakukan uji kemiringan;

e) spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan
yang akan digunakan, untuk Kapal
Penangkap Ikan;

f) surat keterangan dari galangan Kapal
Perikanan dan/atau Pelabuhan Perikanan
bahwa Kapal Perikanan telah siap

dilakukan pengujian; dan
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g) surat pernyataan bermeterai cukup atas
kebenaran data dan informasi yang
disampaikan dari orang perseorangan atau
penanggung jawab Korporasi;

2. untuk Kapal Perikanan yang dimodifikasi:

a) gambar rencana umum Kapal Perikanan;

b) rencana kapasitas tangki air dan bahan
bakar, untuk Kapal Perikanan yang akan
dilakukan uji kemiringan;

c) kurva hidrostatik, untuk Kapal Perikanan

yang akan dilakukan uji kemiringan;

d) lokasi tanda sarat, untuk Kapal Perikanan
yang akan dilakukan uji kemiringan;

e) spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan
yang akan digunakan, untuk Kapal
Penangkap Ikan;

f) surat keterangan dari galangan Kapal
Perikanan dan/atau Pelabuhan Perikanan
bahwa Kapal Perikanan telah siap
dilakukan pengujian; dan

g) surat pernyataan bermeterai cukup atas
kebenaran data dan informasi yang
disampaikan dari orang perseorangan atau
penanggung jawab Korporasi.

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterima, Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan
melakukan pengujian paling lambat 4 (empat) hari kerja
setelah permohonan diterima secara lengkap.

Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan melaporkan
hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) paling
lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengujian selesai.
Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan dengan melibatkan kementerian dan/atau
lembaga terkait.

Ketentuan mengenai bentuk dan format surat

pemberitahuan siap dilakukan pengujian sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 65
Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(1), dituangkan dalam berita acara pengujian Kapal
Perikanan.
Berita acara pengujian Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Petugas
Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan yang melakukan
pengujian.
Berita acara pengujian Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud ayat (1) meliputi:
a. hasil yji kemiringan;
b. hasil yji coba berlayar;
c. hasil uji coba Penangkapan Ikan; dan
d. Thasil uji coba ruang penyimpanan ikan.
Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara
pengujian Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 66
Kapal Perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi
persyaratan kelaikan Kapal Perikanan.
Persyaratan kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kelaiklautan Kapal Perikanan;
b. kelaiktangkapan Kapal Perikanan; dan
c. kelaiksimpanan Kapal Perikanan.
Terhadap Kapal Perikanan yang telah memenuhi
persyaratan kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diberikan Sertifikat Kelaikan

Kapal Perikanan.
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Persyaratan kelaiktangkapan Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dikecualikan bagi Kapal Pengangkut Ikan, Kapal Pengolah
ikan, dan Kapal Pendukung Operasi Penangkapan lkan
dan/atau Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan

Ikan.

Pasal 67

Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan

kelaiklautan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. keselamatan Kapal Perikanan;

b. pencegahan pencemaran dari Kapal Perikanan;

c. pengawakan Kapal Perikanan;

d. garis muat Kapal Perikanan dan pemuatan;

e. kesejahteraan dan kesehatan Awak Kapal Perikanan;
dan

f. manajemen keselamatan dan pencegahan
pencemaran dari Kapal.

Keselamatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. material;

b. konstruksi dan bangunan;

c. permesinan dan perlistrikan; dan

d. perlengkapan keselamatan jiwa, navigasi, dan radio.

Pencegahan  pencemaran dari Kapal Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pengawakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Kapal Perikanan dioperasikan oleh Awak Kapal
Perikanan dalam jumlah yang cukup dan
berkompeten; dan/atau

b. mesin Kapal Perikanan dioperasikan oleh Awak
Kapal Perikanan yang berkompeten.

Garis muat Kapal Perikanan dan pemuatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
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a. kekuatan konstruksi;

b. stabilitas;

c. bukaan, ruang, atau bagian yang dapat dibuka dan
sirkulasi udara di Awak Kapal Perikanan; dan

d. lambung timbul minimum.

Garis muat Kapal Perikanan dan pemuatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dipersyaratkan hanya bagi Kapal

Perikanan berukuran lebih dari atau sama dengan 300

(tiga ratus) gross tonnage.

Kesejahteraan dan kesehatan Awak Kapal Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya

untuk Kapal Perikanan berukuran lebih dari atau sama

dengan 300 (tiga ratus) gross tonnage paling sedikit

terdiri atas:

a. ruang gerak kepala;

b. pintu masuk dan antara ruang akomodasi;
Cc. ruang isolasi;

d. alat peredam kebisingan dan getaran,;

e. ventilasi;

f. alat pemanas dan alat pendingin udara;

g. penerangan;

h. kamar tidur;

luas lantai;

e

ruang makan;

—.

k. bak mandi atau pancuran air, kamar mandi dan
wastafel,;

1. fasilitas mencuci;

m. fasilitas untuk Awak Kapal Perikanan yang sakit
dan/atau cedera;

n. tempat tidur, peralatan makan, dan peralatan lain-

lainnya;
o. fasilitas rekreasi;
p. fasilitas komunikasi;
q. dapur dan fasilitas penyimpanan makanan,;
r. makanan dan air minum; dan

®

perlengkapan keselamatan Awak Kapal Perikanan.
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Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran

dari Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf {, terdiri atas:

a. sistem manajemen keselamatan untuk perusahaan;
dan/atau

b. sistem manajemen keselamatan untuk Kapal
Perikanan.

Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran

dari Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) hanya dipersyaratkan bagi Kapal Perikanan

berukuran lebih dari 500 (lima ratus) gross tonnage.

Persyaratan Kelaiklautan Kapal Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9)

dikecualikan bagi Kapal Pengangkut Ikan tujuan luar

negeri.

Persyaratan Kelaiklautan Kapal Perikanan bagi Kapal

Pengangkut Ikan tujuan luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pasal 68

Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan

kelaiktangkapan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. kesesuaian antara ukuran Kapal Perikanan, Alat
Penangkapan Ikan, dan daerah Penangkapan Ikan;

b. kesesuaian antara daya dorong mesin penggerak
utama Kapal Perikanan dengan ukuran Kapal
Perikanan dan jenis Alat Penangkapan Ikan;

c. kesesuaian Alat Penangkapan Ikan dengan jalur dan
daerah Penangkapan Ikan;

d. kesesuaian perlengkapan Penangkapan ikan dengan
Alat Penangkapan Ikan;

e. tata cara pengoperasian Alat Penangkapan Ikan; dan

f.  pencegahan terjadinya jaring tanpa pemilik.

Jaring tanpa pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f merupakan Alat Penangkapan lkan yang
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hilang dan terbuang di laut yang mengakibatkan
tertangkapnya ikan dan fauna laut lainnya, seperti
burung laut dan penyu.

Kriteria kelaiktangkapan Kapal Perikanan sebagaimana
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan = yang

mengatur terkait Alat Penangkapan Ikan.

Pasal 69

Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan

kelaiksimpanan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud

pasal 66 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. tata susunan ruang Kapal Perikanan;

b. konstruksi ruang penyimpanan ikan;

c. bahan dinding ruang penyimpanan; dan

d. peralatan dan perlengkapan penanganan ikan.

Tata susunan ruang Kapal Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. ruangan yang dilengkapi Air Blast Freezer, Contact
Plate  Freezer, atau Quick  Freezer untuk
membekukan ikan;

b. rak penyimpanan ikan;

c. ruang palka; dan/atau

d. peti pendingin.

Ruang penyimpanan ikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. konstruksi;

b. insulasi;

c. lapisan dinding;
d. ambang palka;
e. tutup palka;

f.  pintu palka;

g.  evaporator; dan
h. blower.

Bahan dinding ruang penyimpanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. kayu;
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b. aluminium;

c. fiberglass; dan/atau

d. Dbesi,

yang kedap air, tidak merusak kondisi fisik ikan, tidak
korosif, dan mudah dibersihkan.

Peralatan dan  perlengkapan  penanganan  ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri
atas:

a. pengukur suhu;

b. sekat dan tiang sekat;

c. pipa saluran penguras air di dalam palka;

d. pompa palka;

e. tangga portabel,;

f.  lampu;

g. lantai kerja berpara-para;

h. tombol alarm;

i.  ceruk palka; dan

j- saringan dan saluran pembuangan air limbah.
Pemenuhan persyaratan kelaiksimpanan Kapal

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
ikan beku dan segar, harus dilengkapi dengan sistem

pendingin.

Pasal 70

Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dilakukan
oleh Menteri.
Menteri mendelegasikan Penerbitan Sertifikat Kelaikan
Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada:
a. Direktur Jenderal; atau
b. kepala Pelabuhan Perikanan unit pelaksana teknis

lingkup Direktorat Jenderal.
Penerbitan  Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
kelaiklautan Kapal Pengangkut Ikan tujuan luar negeri.
Penerbitan sertifikat kelaiklautan Kapal Perikanan bagi

Kapal Pengangkut lkan tujuan luar negeri dilakukan
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pelayaran.

Pasal 71
Setiap Orang untuk mendapatkan Sertifikat Kelaikan
Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal atau kepala Pelabuhan Perikanan unit
pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal dengan
persyaratan sesuai dengan ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

Pasal 72
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71, Direktur Jenderal atau kepala Pelabuhan
Perikanan wunit pelaksana teknis lingkup Direktorat
Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian
dokumen persyaratan.
Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan sesuai, Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal
Perikanan melaksanakan pemeriksaan kelaikan Kapal
Perikanan.
Hasil pemeriksaan kelaikan Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada
Direktur Jenderal atau kepala unit pelaksana teknis
lingkup Direktorat Jenderal yang hasilnya sesuai atau
tidak sesuai.
Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai, Direktur Jenderal atau
kepala unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal
menerbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 1 (satu) tahun.
Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan tidak sesuai atau laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai,

Direktur Jenderal atau kepala unit pelaksana teknis
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lingkup Direktorat Jenderal menyampaikan penolakan
kepada pemohon disertai alasan.

Kapal Perikanan yang telah selesai dibangun atau
dimodifikasi dan telah dilakukan pengujian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) yang dituangkan
dalam berita acara pengujian, dapat diterbitkan Sertifikat
Kelaikan Kapal Perikanan tanpa dilakukan pemeriksaan
Kelaikan Kapal Perikanan.

Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dibatalkan dalam hal
persyaratan yang dilampirkan dalam  penerbitan
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan terbukti tidak benar,
dinyatakan batal, dan/atau dinyatakan tidak sah oleh
instansi yang berwenang.

Ketentuan mengenai bentuk dan format Sertifikat
Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 73

Permohonan pembaruan Sertifikat Kelaikan Kapal
Perikanan diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum
masa berlaku sertifikat berakhir.

Ketentuan mengenai penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 74
Dalam rangka perawatan lambung Kapal Perikanan
harus dilakukan pemeriksaan alas.
Pemeriksaan alas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan:
a. untuk pertama kali; dan

b. secara berkala.
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Pemeriksaan alas untuk pertama kali sebagaimana

dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka

memperoleh:

a. surat keterangan docking atau galangan; atau

b. surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala
Pelabuhan Perikanan, camat, atau lurah/kepala
desa setempat.

Pemeriksaan alas secara berkala sebagaimana dimaksud

ayat (2) huruf b meliputi:

a. Kapal Perikanan berbahan material:
1. kayu, dilakukan 1 (satu) tahun sekali;
2. fiberglass, dilakukan 1 (satu) tahun sekali; dan
3. material baja dilakukan 2 (dua) tahun sekali.

b. Kapal Perikanan yang tersertifikasi oleh Badan
Klasifikasi, dilakukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang Klasifikasi.

Pasal 75
Inspeksi Kapal Perikanan, pengujian Kapal Perikanan,
dan pemeriksaan kelaikan Kapal Perikanan dilakukan
oleh Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan.
Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Petugas
Pemeriksa Kelaikan Kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebagai berikut:
a. pegawai negeri sipil lingkup Kementerian; dan
b. lulus mengikuti pendidikan dan  pelatihan
pemeriksaan kelaikan Kapal Perikanan yang
dibuktikan dengan sertifikat; dan
c. memperoleh pengukuhan oleh Direktur Jenderal.
Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Direktur Jenderal.
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Bagian Ketiga

Penandaan Kapal Perikanan

Pasal 76
Kapal Perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan
di WPPNRI dan/atau di Laut Lepas wajib didaftarkan
terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan Indonesia.
Kapal Perikanan yang telah didaftarkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti identitas berupa
Buku Kapal Perikanan dan Nomor Register Kapal
Perikanan.
Pendaftaran sebagai Kapal Perikanan Indonesia
dilakukan secara elektronik.
Ketentuan mengenai bentuk dan format Buku Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 77
Pendaftaran Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan
Menteri dilakukan oleh Direktur Jenderal.
Pendaftaran Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan
gubernur dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri

ini.

Pasal 78
Setiap Orang untuk mendapatkan Buku Kapal Perikanan
harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal
atau gubernur sesuai kewenangannya dengan persyaratan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai
kewenangannya melakukan verifikasi terhadap

kesesuaian dokumen persyaratan.
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Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya
berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1):
a. menerbitkan Buku Kapal Perikanan, dalam hal hasil
verifikasi sesuai; atau
b. menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai
alasan, dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai.
Buku Kapal Perikanan dibatalkan dalam hal persyaratan
yang dilampirkan dalam penerbitan Buku Kapal
Perikanan terbukti tidak benar, dinyatakan batal,
dan/atau dinyatakan tidak sah oleh instansi yang
berwenang.
Pasal 80
Dalam rangka memastikan kesesuaian data dalam Buku
Kapal Perikanan dengan kondisi dan kelaikan Kapal
Perikanan dan Alat Penangkapan lkan dilakukan validasi
Buku Kapal Perikanan.
Validasi Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
Validasi Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan bagi Kapal Perikanan milik
Nelayan Kecil.

Pasal 81

Permohonan validasi Buku Kapal Perikanan diajukan
paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir
Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau
Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan.
Pemilik Kapal Perikanan mengajukan permohonan
validasi Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal atau gubernur
sesuai kewenangannya, dengan persyaratan:
a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan;

dan
b. melampirkan:

1) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;
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2) dokumentasi pemeriksaan kelaikan Kapal
Perikanan; dan

3) Grosse Akta Kapal atau pas kecil, dalam hal
Buku Kapal Perikanan diterbitkan sebelum

memperoleh Grosse Akta Kapal atau pas kecil.

Pasal 82
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (2), Direktur Jenderal atau gubernur
melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen
persyaratan.
Direktur Jenderal atau gubernur berdasarkan hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. membubuhkan tanda validasi, dalam hal hasil
verifikasi sesuai; atau
b. menyampaikan notifikasi perlunya perubahan Buku
Kapal Perikanan kepada pemohon, dalam hal hasil

verifikasi tidak sesuai.

Pasal 83
Setiap Orang untuk melakukan perubahan Buku Kapal
Perikanan harus mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya
dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Perubahan Buku Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat:
a. perubahan identitas pemilik Kapal Perikanan
dan/atau identitas Kapal Perikanan; atau
b. notifikasi perlunya perubahan Buku Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
ayat (2) huruf b.
Perubahan identitas pemilik Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. nama  pemilik Kapal Perikanan dan/atau
penanggung jawab Korporasi;

b. alamat pemilik Kapal Perikanan; dan/atau
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c. nomor dan tanggal Grosse Akta Kapal atau pas kecil.
Perubahan identitas Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. nama Kapal Perikanan;

b. jenis Kapal Perikanan;

c. jenis Alat Penangkapan Ikan;

o

merek, tipe, nomor seri, dan daya dorong mesin
penggerak utama;

jumlah dan kapasitas palka ikan;

tanda pengenal Kapal Perikanan;

Tonase Kapal Perikanan;

5o o

ukuran Kapal Perikanan, meliputi panjang
keseluruhan, panjang, lebar, dan dalam; dan/atau

i.  bangunan Kapal Perikanan.

Pasal 84

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 ayat (1), Direktur Jenderal atau gubernur
melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen
persyaratan.

Direktur Jenderal atau gubernur berdasarkan hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. menerbitkan Buku Kapal Perikanan perubahan,

dalam hal hasil verifikasi sesuai; atau
b. menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai

alasan, dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai.

Pasal 85
Pembinaan terhadap kegiatan pendaftaran Kapal
Perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui kegiatan:
a. sosialisasi; dan/atau
b. bimbingan teknis dan/atau asistensi pelaksanaan

pendaftaran Kapal Perikanan di provinsi.
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Pasal 86

Kapal Perikanan dihapus dari daftar Kapal Perikanan

Indonesia dalam hal:

a. Kapal Perikanan didaftarkan di negara lain atau
berganti bendera kebangsaan;

b. Kapal Perikanan dialihfungsikan menjadi nonKapal
Perikanan;

c. Kapal Perikanan beralih kewenangan pendaftaran;
pemilik Kapal Perikanan tidak memperpanjang
Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan
atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan
Ikan 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal
berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha
subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan
Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan;

e. Buku Kapal Perikanan dibatalkan;

f.  Kapal Perikanan yang berdasarkan putusan
pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap
dirampas untuk negara;

g. Kapal Perikanan yang berdasarkan putusan
pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap
dimusnahkan;

h. Kapal Perikanan tidak dapat digunakan lagi sebagai
Kapal Perikanan karena tenggelam atau kandas;

i. Kapal Perikanan tidak dapat digunakan lagi sebagai
Kapal Perikanan karena terbakar;

j- Kapal Perikanan ditutuh (scrapping); dan/atau

k. pemilik Kapal Perikanan melakukan pemalsuan
Buku Kapal Perikanan.

Terhadap Kapal Perikanan yang dihapus dari daftar

Kapal Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diterbitkan surat keterangan penghapusan Kapal

Perikanan.

Kapal Perikanan yang dihapus karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai

dengan huruf e, dapat didaftarkan kembali sebagai Kapal

Perikanan.
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Kapal Perikanan yang dihapus karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat
didaftarkan kembali sebagai Kapal Perikanan oleh
pemilik Kapal Perikanan yang baru.
Kapal Perikanan yang dihapus karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai
dengan huruf k, tidak dapat didaftarkan kembali sebagai
Kapal Perikanan.
Penghapusan Kapal Perikanan dari daftar Kapal
Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan berdasarkan permohonan pemilik Kapal
Perikanan, kecuali untuk penghapusan Buku Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k.
Peralihan  kewenangan  pendaftaran  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. peralihan kewenangan pendaftaran dari pemerintah
provinsi ke pemerintah pusat atau sebaliknya; atau
b. peralihan kewenangan pendaftaran antarpemerintah
provinsi.
Ketentuan mengenai bentuk dan format surat keterangan
penghapusan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 87

Setiap Orang untuk  mengajukan  permohonan
penghapusan Kapal Perikanan kepada Direktur Jenderal
atau gubernur sesuai kewenangannya, harus
melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam hal Kapal Perikanan dihapus dari daftar Kapal
Perikanan Indonesia karena beralih kewenangan
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat

(1) huruf ¢, ditambahkan persyaratan berupa:
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a. Surat Izin Usaha Perikanan; dan

b. bukti kepemilikan Kapal Perikanan.

Pasal 88
Kapal Perikanan yang didaftarkan di provinsi dan telah
berpindah:
a. kepemilikan; dan/atau
b. domisili kepemilikan,
pada provinsi yang berbeda harus didaftarkan ke provinsi
yang dituju dengan melampirkan surat keterangan
penghapusan Kapal Perikanan dari provinsi asal.
Kapal Perikanan yang telah memiliki Buku Kapal
Perikanan yang berubah ukuran dan mengakibatkan
perubahan kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan,
harus didaftarkan ke provinsi atau Kementerian sesuai
dengan kewenangannya dengan melampirkan surat
keterangan penghapusan Kapal Perikanan dari provinsi
atau Kementerian tempat pendaftaran Kapal Perikanan
sebelumnya.
Kapal Perikanan yang telah memiliki Buku Kapal
Perikanan yang berubah daerah Penangkapan Ikan bagi
Kapal Penangkap lkan atau perubahan daerah operasi
pengangkutan bagi Kapal Pengangkut Ikan yang
mengakibatkan perubahan kewenangan pendaftaran
Kapal Perikanan, harus didaftarkan ke provinsi atau
Kementerian sesuai dengan kewenangannya dengan
melampirkan surat keterangan penghapusan Kapal
Perikanan dari provinsi atau Kementerian tempat
pendaftaran Kapal Perikanan sebelumnya.
Kapal Perikanan yang berpindah kepemilikan, domisili,
dan/atau kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(3) diterbitkan Buku Kapal Perikanan baru.

Pasal 89
Setiap Kapal Perikanan harus diberi tanda pengenal

Kapal Perikanan.
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Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kapal Penangkap Ikan;

b. Kapal Pengangkut Ikan;

c. Kapal Pengolah Ikan;

d. Kapal Latih Perikanan;

e. Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan; dan
f.  Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan

dan/atau
g. Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan.
Tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat informasi:
a. kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan,;
b. tanda daerah Penangkapan lkan;
c. tanda Alat Penangkapan Ikan;
d. Nomor Register Kapal Perikanan; dan

e. Tonase Kapal Perikanan.

Pasal 90

Kapal Pengangkut Ikan berfungsi sebagai sarana untuk

mengangkut dan menampung lkan dari:

a. daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI ke Pelabuhan
Pangkalan;

b. daerah Penangkapan Ikan di Laut Lepas ke
Pelabuhan Pangkalan di WPPNRI;

c. Pelabuhan Pangkalan atau pelabuhan Muat ke
Pelabuhan Pangkalan;

d. kawasan budi daya ke Pelabuhan Muat; dan/atau

e. Sentra Nelayan ke Pelabuhan Muat dan/atau
Pelabuhan Pangkalan.

Kapal Pengangkut Ikan ke pelabuhan negara tujuan

diberikan Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan

Ikan setelah memenuhi standar di bidang pelayaran.
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Pasal 91
Tanda pengenal Kapal Perikanan untuk Kapal Penangkap
Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2)
huruf a berupa:
a. kode jenis Kapal Perikanan;
b. kode ukuran tonase kotor Kapal Perikanan;
c. kode kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan;
d. kode tanda daerah dan jalur Penangkapan ikan;
e. kode tanda Alat Penangkapan Ikan; dan
f.  Nomor Register Kapal Perikanan.
Tanda pengenal Kapal Perikanan untuk Kapal
Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
ayat (2) huruf b berupa:
a. kode jenis Kapal Perikanan;
b. kode ukuran tonase kotor Kapal Perikanan;
c. kode kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan; dan
d. Nomor Register Kapal Perikanan.
Tanda pengenal Kapal Perikanan untuk Kapal Pengolah
Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2)
huruf c berupa:
a. kode jenis Kapal Perikanan;
b. kode ukuran tonase kotor Kapal Perikanan;
c. kode kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan; dan
d. Nomor Register Kapal Perikanan.
Tanda pengenal Kapal Perikanan untuk Kapal Latih
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat
(2) huruf d berupa:
a. kode jenis Kapal Perikanan;
b. kode ukuran tonase kotor Kapal Perikanan;
c. kode kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan;
d. kode tanda daerah dan jalur Penangkapan Ikan;
e. kode tanda Alat Penangkapan Ikan; dan
f.  Nomor Register Kapal Perikanan.
Tanda pengenal Kapal Perikanan untuk Kapal
Penelitian/Eksplorasi Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (2) huruf e berupa:

a. kode jenis Kapal Perikanan;
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b. kode ukuran tonase kotor Kapal Perikanan;

c. kode kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan,;

d. kode tanda daerah dan jalur Penangkapan Ikan;

e. kode tanda Alat Penangkapan Ikan; dan

f.  Nomor Register Kapal Perikanan.

Tanda pengenal Kapal Perikanan untuk Kapal
Pendukung Operasi Penangkapan lkan dan/atau Kapal
Pendukung Operasi Pembudidayaan Ikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf f berupa:

a. kode jenis Kapal Perikanan;

b. kode ukuran tonase kotor Kapal Perikanan;

c. kode kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan; dan
d. Nomor Register Kapal Perikanan

Dalam hal Kapal Penangkap Ikan berukuran kurang dari
atau sama dengan 5 (lima) gross tonnage, tanda pengenal
Kapal Perikanan berupa:

a. kode jenis Kapal Perikanan;

b. kode ukuran tonase kotor Kapal Perikanan;

c. kode kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan; dan
d. Nomor Register Kapal Perikanan.

Ketentuan mengenai kode tanda pengenal Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (7) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 92

Bagi Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga
puluh) gross tonnage, tanda pengenal Kapal Perikanan
harus memiliki dimensi paling sedikit:

panjang 150 (seratus lima puluh) cm;

lebar 40 (empat puluh) cm,
c. tinggi huruf atau angka paling sedikit:

1. 25 (dua puluh lima) cm jika kurang dari 20 (dua

puluh) karakter; atau
2. 20 (dua puluh) cm jika lebih dari 20 (dua puluh)

karakter.
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(2) Bagi Kapal Perikanan berukuran lebih dari 10 (sepuluh)
gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross
tonnage, tanda pengenal Kapal Perikanan harus memiliki
dimensi paling sedikit:

a. panjang 120 (seratus dua puluh) cm;
b. lebar 25 (dua puluh lima) cm;
c. tinggi huruf atau angka paling sedikit:
1. 15 (lima belas) cm jika kurang dari 20 (dua
puluh) karakter atau;
2. 12 (dua belas) cm jika lebih dari 20 (dua puluh)
karakter.

(3) Bagi Kapal Perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) gross
tonnage sampai dengan 10 gross tonnage, tanda pengenal
Kapal Perikanan harus memiliki dimensi paling sedikit:

a. panjang 80 (delapan puluh) cm;
b. lebar 20 (dua puluh) cm;
c. tinggi huruf atau angka paling sedikit:
1. 12 (dua belas) cm jika kurang dari 20 (dua
puluh) karakter; atau
2. 10 (sepuluh) cm jika lebih dari 20 (dua puluh)
karakter.

(4) Bagi Kapal Perikanan berukuran kurang dari atau sama
dengan S5 (lima) gross tonnage, tanda pengenal Kapal
Perikanan harus memiliki dimensi paling sedikit:

a. panjang 70 (tujuh puluh) cm;
b. lebar 20 (dua puluh) cm;
c. tinggi huruf atau angka paling sedikit:
1. 12 (dua belas) cm jika kurang dari 20 (dua
puluh) karakter; atau
2. 10 (sepuluh) cm jika lebih dari 20 (dua puluh)

karakter.

Pasal 93
(1) Tanda pengenal Kapal Perikanan ditulis dengan
ketentuan:

a. cat untuk warna dasar berwarna hitam; dan
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b. cat untuk penulisan huruf kapital atau angka
berwarna putih.
Cat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cat

yang memiliki spesifikasi untuk penggunaan di laut.

Pasal 94

Tanda pengenal Kapal Perikanan harus ditempatkan

pada salah satu bagian Kapal Perikanan yang terlihat

dan tidak terhalang Alat Penangkapan Ikan atau alat
bantu Penangkapan Ikan.

Tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditempatkan di bawah nama Kapal

Perikanan pada:

a. bagian atas sisi kiri dan kanan lambung haluan
Kapal Perikanan;

b. bagian atas sisi kiri dan kanan bangunan akil
(gudang atau ruang pembeku), yang dibangun pada
haluan Kapal Perikanan; atau

c. bagian atas sisi kiri dan kanan bangunan atas Kapal
Perikanan.

Dalam hal tanda pengenal Kapal Perikanan tidak

memungkinkan ditempatkan di bawah nama Kapal

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanda

pengenal Kapal Perikanan ditempatkan sejajar nama

Kapal Perikanan.

Pasal 95

Pembuatan dan penempatan tanda pengenal Kapal
Perikanan dilakukan oleh pemilik Kapal Perikanan paling
lambat sebelum Kapal Perikanan melakukan kegiatan
Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan.

Dalam hal pembuatan dan penempatan tanda pengenal
Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dilakukan, Kapal Perikanan tidak dapat
melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau

Pengangkutan Ikan.
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Pasal 96
Selain penempatan tanda pengenal Kapal Perikanan dengan
metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Direktur
Jenderal dapat menambahkan tanda pengenal Kapal

Perikanan elektronik.

Pasal 97
(1) Kapal Perikanan Indonesia yang beroperasi di wilayah
RFMO selain diberi tanda pengenal Kapal Perikanan
dapat diberi tanda khusus sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan oleh RFMO.
(2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan oleh pemilik Kapal Perikanan sesuai

ketentuan yang diatur dalam RFMO.

Pasal 98
(1) Pembinaan terhadap kegiatan penandaan Kapal
Perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui kegiatan:
a. sosialisasi; dan/atau
b. bimbingan teknis dan/atau asistensi pelaksanaan

penandaan Kapal Perikanan di provinsi.

Bagian Keempat
Pengukuran, Pemeriksaan Kelaikan, dan Pendaftaran Kapal

Perikanan yang Dimiliki oleh Nelayan Kecil

Pasal 99
Dalam rangka memberikan kemudahan berusaha dan
perlindungan bagi Nelayan Kecil yang menggunakan Kapal
Perikanan berukuran sampai dengan S (lima) gross tonnage,
pemenuhan ketentuan pengukuran Kapal Perikanan dan
Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan bagi Kapal Perikanan
yang dimiliki oleh Nelayan Kecil dilakukan secara bersamaan

pada proses pendaftaran Kapal Perikanan.
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BAB V
TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Awak Kapal Perikanan

Pasal 100
Setiap Awak Kapal Perikanan yang akan bekerja harus
memenuhi persyaratan:
a. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan

harus memiliki kartu identitas diri;

b. memiliki Buku Pelaut Perikanan;
c. memiliki Kompetensi;
d. sehat jasmani dan rohani;

e. terdaftar sebagai peserta jaminan sosial;

f. memiliki PKL; dan

g. dilakukan sijil.

Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi Awak Kapal Perikanan yang bekerja pada:

a. Kapal Penangkap Ikan;

b. Kapal Pengangkut Ikan;

c. Kapal Pengolah Ikan;

d. Kapal Latih Perikanan;

e. Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan; atau

f.  Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan

dan/atau Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan
Ikan.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dibuktikan dengan dokumen Buku Pelaut Perikanan
yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dibuktikan dengan sertifikat.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dibuktikan dengan surat keterangan sehat.
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Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dibuktikan dengan memiliki kartu peserta jaminan sosial.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
dibuktikan dengan dokumen PKL yang telah disahkan
oleh Syahbandar atau Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
dibuktikan dengan telah terdaftar dalam Buku Sijil Awak
Kapal Perikanan yang diketahui oleh Syahbandar atau
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Bagian Kedua

Kualifikasi, Jabatan, dan Kompetensi Awak Kapal Perikanan

(1)

(2)

Pasal 101
Standar kualifikasi Awak Kapal Perikanan terdiri atas:
a. bagian dek; dan
b. bagian mesin.
Standar kualifikasi Awak Kapal Perikanan untuk bagian
dek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditentukan berdasarkan ukuran panjang dan/atau gross
tonnage Kapal Perikanan, daerah operasi Kapal
Perikanan, susunan jabatan, dan sertifikat yang
diperlukan.
Standar kualifikasi Awak Kapal Perikanan untuk bagian
mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditentukan berdasarkan daya dorong mesin Kapal
Perikanan, susunan jabatan, dan sertifikat yang

diperlukan.

Pasal 102
Susunan jabatan Awak Kapal Perikanan yang melakukan
operasi Penangkapan Ikan terdiri atas:
a Nakhoda;
b. Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master);
Perwira; dan

Anak Buah Kapal

o

e
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Perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri atas:

a. Mualim [;

o

Mualim II;

C Kepala Kamar Mesin;

d. Masinis II;

e. Masinis III;

f.  Operator Radio; dan

g. Perwira Quality Control.

Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d terdiri atas:

a. Serang (Senior Deckhand);

b. Kelasi (Deckhand);

c. Operator Mesin Pendingin; dan

d. Juru Minyak.

Selain terdiri atas huruf a sampai dengan huruf d
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anak Buah Kapal
termasuk Juru Masak.

Susunan jabatan di bagian dek pada Kapal Perikanan
berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus)
gross tonnage meliputi:

a. Nakhoda;

b. Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master);

c. Mualim I dan Mualim II;

d. Perwira Quality Control,

e. Operator Radio; dan

f.  Anak Buah Kapal.

Susunan jabatan di bagian dek pada Kapal Perikanan
berukuran lebih dari 100 (seratus) sampai dengan
kurang dari 300 (tiga ratus) gross tonnage meliputi:

a Nakhoda;

b. Ahli Penangkapan lkan (Fishing Master);

Mualim I dan Mualim II;

o

e

Perwira Quality Control; dan

e. Anak Buah Kapal.
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Susunan jabatan di bagian dek pada Kapal Perikanan
berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage
sampai dengan 100 (seratus) gross tonnage meliputi:

a. Nakhoda;

b. Mualim [; dan

c. Anak Buah Kapal.

Susunan jabatan di bagian dek pada Kapal Perikanan
berukuran lebih dari 5 (lima) gross tonnage sampai
dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage meliputi:

a. Nakhoda; dan

b. Anak Buah Kapal.

Pasal 103
Susunan jabatan di bagian mesin pada Kapal Perikanan
dengan kekuatan daya dorong mesin penggerak utama
lebih dari 300 (tiga ratus) kilowatt atau lebih dari 402
(empat ratus dua) horse power meliputi:
a. Kepala Kamar Mesin;
b. Masinis II dan Masinis III; dan
c. Anak Buah Kapal.
Susunan jabatan di bagian mesin pada Kapal Perikanan
dengan kekuatan daya dorong mesin penggerak utama
lebih dari 100 (seratus) kilowatt sampai dengan 300 (tiga
ratus) kilowatt atau lebih dari 134 (seratus tiga puluh
empat) horse power sampai dengan 402 (empat ratus
dua) horse power meliputi:
a. Kepala Kamar Mesin;
b. Masinis II; dan
c. Anak Buah Kapal.
Jabatan di bagian mesin pada Kapal Perikanan dengan
kekuatan daya dorong mesin penggerak utama lebih dari
S50 (lima puluh) kilowatt sampai dengan 100 (seratus)
kilowatt atau lebih dari 67 (enam puluh tujuh) horse
power sampai dengan 134 (seratus tiga puluh empat)

horse power yaitu Anak Buah Kapal.
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Bagian Ketiga
Sertifikat Awak Kapal Perikanan

Pasal 104
Kompetensi Awak Kapal Perikanan terdiri atas:
a. keahlian Awak Kapal Perikanan; dan
b. keterampilan Awak Kapal Perikanan.
Kompetensi Awak Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan
pelatihan.
Khusus untuk kompetensi keterampilan Awak Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat diperoleh melalui Bimbingan Teknis.
Kompetensi Awak Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud ayat (1) yang bekerja pada Kapal Penangkap
Ikan berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga
ratus) gross tonnage harus memenuhi ketentuan
berdasarkan Konvensi Internasional tentang Standar
Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal
Penangkap Ikan, 1995.

Pasal 105

Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan terdiri atas:

Ahli Nautika Kapal Perikanan;
Ahli Teknika Kapal Perikanan;
Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master); dan

Rating Kapal Perikanan.

Pasal 106

Sertifikat ahli nautika Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 huruf a terdiri atas:
a. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;
b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;

dan
c. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III.
Sertifikat ahli teknika Kapal Perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 105 huruf b terdiri atas:



2021, No. 968

-82-

a. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat I;
b. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat II;
dan

c. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat III.

Pasal 107
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a
harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk
dikukuhkan sebagai Nakhoda atau Perwira bagian dek
pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan
lainnya.
Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk
mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
Tingkat | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan
penglihatan dan pendengaran;
b. memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries
(BST-F) Tingkat I; dan
c. telah mengikuti dan lulus uyjian pendidikan dan
pelatihan keahlian nautika Kapal Perikanan tingkat
L.
Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
Tingkat I memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai
standar berdasarkan Koda Konvensi Internasional
tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga
bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, Chapter
II/ Appendix to Regulation 1 dan Chapter II/Appendix to
Regulation 2.
Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 108
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b
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harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk
dikukuhkan sebagai Nakhoda atau Perwira bagian dek
pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan
lainnya.
Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk
mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan
penglihatan dan pendengaran;
b. memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries
(BST-F) Tingkat I; dan
c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan
pelatihan keahlian nautika Kapal Perikanan tingkat
II.
Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
Tingkat II memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai
standar berdasarkan Koda Konvensi Internasional
tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga
bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, Chapter
II/ Appendix to Regulation 3 dan Appendix to Regulation 4.
Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c
harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk
dikukuhkan sebagai Nakhoda atau Perwira bagian dek
pada Kapal Perikanan.

Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk
mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat keterangan sehat termasuk pemeriksaan

penglihatan dan pendengaran;
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memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries
(BST-F) Tingkat I atau Sertifikat Basic Safety
Training Fisheries (BST-F) Tingkat II; dan

telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan
pelatihan keahlian nautika Kapal Perikanan tingkat

III.

Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a.
b.

C.

berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
memiliki ijazah sekolah dasar atau yang sederajat
atau dapat membaca dan menulis; dan

surat keterangan sehat.

Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan

Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

pengetahuan paling sedikit meliputi:

a.

5@ oo

e

k.
L.

m.

pelayaran dasar dan kemampuan menggunakan
benda bumi/daratan dan navigasi pesisir;

navigasi radar;

dinas jaga;

sistem elektronik untuk penentuan posisi dan
navigasi;

meteorologi;

kompas-kompas;

pemadam kebakaran;

penyelamatan diri;

prosedur darurat dan praktek keselamatan kerja
bagi Awak Kapal Perikanan;

olah gerak dan penanganan Kapal Perikanan;
stabilitas Kapal Perikanan;

penanganan hasil tangkapan; dan

konstruksi Kapal Perikanan.

Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c diterbitkan oleh

rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 110
Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a
harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk
dikukuhkan sebagai Kepala Kamar Mesin atau Perwira
bagian mesin pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal
Perikanan lainnya.
Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk
mendapatkan Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan
Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan
penglihatan dan pendengaran;
b. memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries
(BST-F) Tingkat I; dan
c. telah mengikuti dan lulus uyjian pendidikan dan
pelatihan keahlian teknika Kapal Perikanan tingkat
L.
Pemegang Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan
Tingkat I memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai
standar berdasarkan Koda Konvensi Internasional
tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga
bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 Chapter
II/ Appendix to Regulation 5.
Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 111
Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b
harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk
dikukuhkan sebagai Kepala Kamar Mesin atau Perwira
bagian mesin pada Kapal Penangkap lkan atau Kapal

Perikanan lainnya.
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Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk

mendapatkan Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan

Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan
penglihatan dan pendengaran;

b. memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries
(BST-F) Tingkat I; dan

c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan
pelatihan keahlian teknika Kapal Perikanan tingkat
II.

Pemegang Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan

Tingkat II memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai

standar berdasarkan Koda Konvensi Internasional

tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga

bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, Chapter

II/ Appendix to Regulation 5.

Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau

fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 112
Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat III
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c
harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk
dikukuhkan sebagai Kepala Kamar Mesin atau Perwira
bagian mesin pada Kapal Perikanan.
Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk
mendapatkan Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan
Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan
penglihatan dan pendengaran;
b. memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries
(BST-F) Tingkat I atau Sertifikat Basic Safety
Training Fisheries (BST-F) Tingkat II; dan
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c. telah mengikuti dan lulus ujian pendidikan dan
pelatihan keahlian teknika Kapal Perikanan tingkat
I1I.

Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;

b. memiliki ijazah sekolah dasar atau yang sederajat
atau dapat membaca dan menulis; dan

c. surat keterangan sehat.

Pemegang Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan

Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

pengetahuan paling sedikit meliputi:

a. motor induk;

b. pesawat bantu Kapal Perikanan;

c. hukum maritim dan peraturan perundang-

undangan terkait perikanan;

o

listrik Kapal Perikanan;
dinas jaga;
perawatan dan perbaikan;

keselamatan tingkat dasar;

5@ oo

teknik penangkapan;

=

penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan; dan
j-  tata laksana perikanan yang bertangggung jawab.

Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c diterbitkan oleh
rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113
Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c¢ harus
dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan untuk dikukuhkan
sebagai Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) pada
Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih dari 100 (seratus)

gross tonnage.
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Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk

mendapatkan Sertifikat Ahli Penangkapan lkan (Fishing

Master) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan
penglihatan dan pendengaran;

memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries
(BST-F) Tingkat [ atau Sertifikat Basic Safety
Training Fisheries (BST-F) Tingkat II;

memiliki Sertifikat Operasional Penangkapan Ikan;
dan

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan keahlian

Penangkapan Ikan.

Pemegang Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (Fishing

Master) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

pengetahuan paling sedikit meliputi:

a.

peraturan perundang-undangan nasional, regional,
dan internasional terkait perikanan tangkap;
peraturan tindakan negara pelabuhan (Port State
Measure Agreement/PSMA) dan ketelusuran ikan
tangkapan;

tata laksana Penangkapan lkan yang bertanggung
jawab;

pengelolaan perikanan dengan pendekatan
ekosistem;

kondisi kerja, PKL, dan dokumen Awak Kapal
Perikanan;

membaca desain, perakitan, dan perawatan Alat
Penangkapan Ikan,;

prosedur pengisian dan evaluasi Log Book
Penangkapan Ikan,;

evaluasi daerah penangkapan dan musim ikan
berdasarkan Log Book Penangkapan Ikan; dan
kemampuan membaca dan melakukan evaluasi fish

finder, sonar, dan global positioning system.

Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau



89 2021, No. 968

fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 105 huruf d harus dimiliki oleh:

a. Perwira bagian dek dengan jabatan sebagai Quality
Control yang bekerja pada Kapal Penangkap Ikan
atau Kapal Perikanan lainnya berukuran lebih dari
100 (seratus) gross tonnage; atau

b. Awak Kapal Perikanan yang akan bekerja di Kapal
Penangkap Ikan berbendera asing.

Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk

mendapatkan Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. surat keterangan sehat, termasuk pemeriksaan
penglihatan dan pendengaran;

b. memiliki Sertifikat Basic Safety Training Fisheries
(BST-F) Tingkat I atau Sertifikat Basic Safety
Training Fisheries (BST-F) Tingkat II; dan

c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan rating
Awak Kapal Perikanan.

Pemegang Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

pengetahuan paling sedikit meliputi:

a. mengenal konstruksi Kapal Perikanan;

b. memahami istilah teknis navigasi, permesinan, dan
Penangkapan Ikan,;

c. keselamatan pelayaran, tugas jaga, dan keselamatan
operasi Penangkapan Ikan;

d. pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dek,

mesin, dan Penangkapan Ikan/Pengangkutan Ikan;

menjurai dan menyambung;

keselamatan dasar Awak Kapal Perikanan;

teknik Penangkapan Ikan;

5o o

penanganan hasil tangkapan ikan; dan
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i.  perlindungan lingkungan laut dan sumber daya
perikanan.

Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a diterbitkan oleh rumah sakit atau

fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 115
Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan terdiri atas
sertifikat:
a. Basic Safety Training Fisheries (BST-F);
b. operasional Penangkapan Ikan;
c. keterampilan penanganan ikan;
d. refrigasi penyimpanan ikan;
e. perawatan mesin Kapal Perikanan; dan
f.  Operator Radio.
Selain terdiri atas huruf a sampai dengan huruf f
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sertifikat
Keterampilan Awak Kapal Perikanan termasuk sertifikat

kecakapan untuk nelayan.

Pasal 116
Sertifikat Basic Safety Training Fisheries sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F)
Tingkat [; dan
b. Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F)
Tingkat II.
Sertifikat kecakapan untuk nelayan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) meliputi:
a. sertifikat kecakapan nelayan;
b. sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika; dan

c. sertifikat kecakapan nelayan bidang teknika.

Pasal 117
Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a
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harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang bekerja

pada Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Perikanan

lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga
ratus) gross tonnage.

Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk

mendapatkan Sertifikat Basic Safety Training Fisheries

(BST-F) Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Basic Safety

Training Fisheries (BST-F) Tingkat I.

Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Dberusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;

b. memiliki paling rendah ijazah sekolah dasar atau
yang sederajat atau dapat membaca dan menulis;
dan

c. surat keterangan sehat.

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dikecualikan bagi taruna atau siswa sekolah

menengah atas/kejuruan.

Pemegang Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-

F) Tingkat I memiliki pengetahuan paling sedikit sesuai

standar berdasarkan Koda Konvensi Internasional

tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga
bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, Chapter

I/ Regulation I to Paragraph 1.

Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c diterbitkan oleh rumah sakit atau

fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 118
Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat
II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf
b harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang bekerja
pada pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga
puluh) gross tonnage sampai dengan kurang dari 300

(tiga ratus) gross tonnage.
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Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk

mendapatkan Sertifikat Basic Safety Training Fisheries

(BST-F) Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau

Bimbingan Teknis Basic Safety Training Fisheries (BST-F)

Tingkat II.

Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;

b. memiliki paling rendah ijazah sekolah dasar atau
yang sederajat atau dapat membaca dan menulis;
dan

c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dikecualikan bagi taruna atau siswa sekolah

menengah kejuruan atau yang sederajat.

Pemegang Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-

F) Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki pengetahuan paling sedikit meliputi:

a. teknik penyelamatan diri;

b. pencegahan dan pemadaman kebakaran;

c. dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan;
dan

d. keselamatan diri dan tanggung jawab.

Pasal 119
Sertifikat operasional Penangkapan lkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b dapat dimiliki
oleh Serang (Senior Deckhand) atau Kelasi (Deckhand)
yang bertugas dalam pengoperasian Alat Penangkapan
Ikan pada Kapal Perikanan.
Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat operasional

Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
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telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau

Bimbingan Teknis operasional Penangkapan Ikan.

Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;

b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau
yang sederajat atau dapat membaca dan menulis;
dan

c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemegang sertifikat operasional Penangkapan Ikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

pengetahuan paling sedikit meliputi:

a. peraturan Alat Penangkapan Ikan dan
penempatannya;

b. Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan;

c. hubungan kerja, PKL, dan dokumen yang harus
dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan;

d. membaca desain berupa gambar dan bentuk, serta
perakitan Alat Penangkapan Ikan;

e. perawatan dan perbaikan Alat Penangkapan Ikan;

f.  pengoperasian dan penempatan Alat Penangkapan
Ikan di Kapal Perikanan;

g. penggunaan global positioning system untuk
menentukan posisi di peta laut dan tujuan; dan

h. pengoperasian alat bantu operasi Penangkapan Ikan.

Kepemilikan sertifikat operasional Penangkapan Ikan

bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan sertifikat kompetensi yang

dipersyaratkan pada ukuran Kapal Perikanan tertentu.

Pasal 120
Sertifikat keterampilan penanganan ikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c dapat dimiliki
oleh Serang (Senior Deckhand) atau Kelasi (Deckhand)
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yang bertugas dalam penanganan dan penyimpanan ikan

pada Kapal Perikanan.

Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat keterampilan

penanganan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau

Bimbingan Teknis keterampilan penanganan ikan.

Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;

b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau
yang sederajat atau dapat membaca dan menulis;
dan

c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemegang sertifikat keterampilan penanganan ikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

pengetahuan paling sedikit meliputi:

a. prinsip dan teknik penanganan ikan di atas Kapal
Perikanan untuk mempertahankan mutu ikan;

b. proses kemunduran mutu ikan;

c. persyaratan sanitasi, higienis, tata letak, dan teknik
penyimpanan ikan di atas Kapal Perikanan;

d. penilaian mutu dengan mengukur suhu pusat ikan
atau produk dan teknik pengujian organoleptik;

e. standar pembongkaran ikan di pelabuhan;

f.  pengendalian potensi dan bahaya kontaminasi; dan

g. membuat dokumen ketelusuran dan dokumen cara
penanganan ikan yang baik serta prosedur
pencatatannya.

Kepemilikan sertifikat keterampilan penanganan ikan

bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan sertifikat kompetensi yang
dipersyaratkan pada Kapal Perikanan berukuran

tertentu.
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Pasal 121

Sertifikat refrigerasi penyimpanan ikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d dapat dimiliki

oleh Awak Kapal Perikanan yang bertugas sebagai

Operator Mesin Pendingin pada Kapal Perikanan.

Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat refrigerasi

penyimpanan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau

Bimbingan Teknis refrigerasi penyimpanan ikan.

Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

a. Dberusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;

b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau
yang sederajat atau dapat membaca dan menulis;
dan

c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemegang sertifikat refrigerasi penyimpanan ikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

pengetahuan paling sedikit meliputi:

a. pengenalan media pendinginan ikan;

b. pengaruh jenis Alat Penangkapan Ikan terhadap
mutu ikan hasil tangkapan;

c. kontruksi palka ikan dan rancang bentuk unit
pendingin di Kapal Perikanan;

d. jenis teknologi penanganan ikan di atas Kapal
Perikanan;

e. cara pengoperasian chilling system, refrigrated sea
water, mesin pembeku, dan ruang simpan ikan
berpendingin;

f.  perhitungan beban pendinginan ikan;

g. instalasi sistem unit pendingin; dan

h. pengenalan, cara pengoperasian, perawatan, dan

perbaikan sistem pembekuan.
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Kepemilikan sertifikat refrigerasi penyimpanan ikan bagi
Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan

pada ukuran Kapal Perikanan tertentu.

Pasal 122

Sertifikat perawatan mesin Kapal Perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf e dapat dimiliki

oleh Awak Kapal Perikanan yang bertugas sebagai Juru

Minyak pada Kapal Perikanan.

Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Perawatan

Mesin Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau

Bimbingan Teknis perawatan mesin Kapal Perikanan

Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

a. Dberusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;

b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau
yang sederajat atau dapat membaca dan menulis;
dan

c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemegang sertifikat perawatan mesin Kapal Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

pengetahuan paling sedikit meliputi:

a. pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin
induk;

b. pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin
bantu;

c. pengoperasian mesin induk;

d. pengoperasian mesin bantu; dan

e. sistem kelistrikan dan instalasi kelistrikan Kapal
Perikanan.

Kepemilikan sertifikat perawatan mesin Kapal Perikanan

bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) merupakan sertifikat kompetensi yang

dipersyaratkan pada ukuran Kapal Perikanan tertentu.

Pasal 123
Sertifikat Operator Radio sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 ayat (1) huruf f harus dimiliki oleh Awak Kapal
Perikanan yang bertugas sebagai Operator Radio pada
Kapal Penangkap Ikan berukuran sama dengan atau
lebih dari 300 (tiga ratus) gross tonnage yang beroperasi
di WPPNRI dan/atau Laut Lepas.
Sertifikat Operator Radio sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang
bertugas sebagai Operator Radio pada Kapal Perikanan
lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga
ratus) gross tonnage yang beroperasi di WPPNRI
dan/atau Laut Lepas.
Pemegang sertifikat Operator Radio sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan (2) memiliki pengetahuan paling
sedikit sesuai standar berdasarkan Koda Konvensi
Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan
Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995,
Chapter 1I/ Regulation 6 dan Appendix to Regulation 6.
Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat Operator
Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas sebagai Operator Radio pada Kapal Penangkap
Ikan dan Kapal Perikanan lainnya berukuran kurang dari
300 (tiga ratus) gross tonnage dapat dirangkap oleh
Nakhoda atau salah satu Perwira bagian dek tanpa

mempersyaratkan kepemilikan sertifikat.

Pasal 124
Sertifikat kecakapan nelayan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a harus dimiliki oleh:
a. Nakhoda yang bekerja pada Kapal Perikanan
berukuran sampai dengan S (lima) gross tonnage;

atau
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b. Kelasi (Deckhand) yang bekerja pada Kapal
Perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) gross
tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross
tonnage.

Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk

mendapatkan sertifikat kecakapan nelayan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yaitu telah mengikuti Bimbingan

Teknis.

Persyaratan untuk mengikuti Bimbingan Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun; dan
b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau
yang sederajat atau dapat membaca dan menulis.
Pemegang sertifikat kecakapan nelayan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan paling

sedikit meliputi:

a. pengetahuan dasar tentang pelayaran dan operasi
Penangkapan Ikan; dan

b. pengenalan keselamatan kerja dan pertolongan

pertama pada kecelakaan.

Pasal 125

Sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b

harus dimiliki oleh:

a. Nakhoda yang bekerja pada Kapal Perikanan
berukuran lebih dari 5 (lima) gross tonnage sampai
dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage; atau

b. Perwira bagian dek yang bertugas sebagai Mualim I
pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30 (tiga
puluh) gross tonnage sampai dengan 100 (seratus)
gross tonnage.

Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan untuk

mendapatkan sertifikat kecakapan nelayan bidang

nautika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan

Teknis kecakapan nelayan nautika.
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Persyaratan untuk mengikuti Bimbingan Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Dberusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;

b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau
yang sederajat atau dapat membaca dan menulis;
dan

c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemegang sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

pengetahuan paling sedikit meliputi:

a. peraturan perundangan-undangan terkait pelayaran
dan Penangkapan Ikan;

b. dasar-dasar pengoperasian Alat Penangkapan Ikan;

c. penanganan dan penyimpanan ikan;

d. dasar-dasar kenavigasian dan olah gerak;

e. dasar-dasar keselamatan kerja serta pemeliharaan
Kapal Perikanan dan peralatannya;

f. dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan;
dan

g. informasi dan komunikasi.

Pemegang sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika

dapat mengikuti jenjang pendidikan dan pelatihan

keahlian nautika Awak Kapal Perikanan.

Pasal 126

Sertifikat kecakapan nelayan bidang teknika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c
harus dimiliki oleh Kepala Kamar Mesin pada Kapal
Perikanan dengan kekuatan daya dorong mesin
penggerak utama lebih dari 100 (seratus) kilowatt sampai
dengan 300 (tiga ratus) kilowatt atau lebih dari 134
(seratus tiga puluh empat) horse power sampai dengan
402 (empat ratus dua) horse power.

Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kecakapan

nelayan bidang teknika sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1), yaitu telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau
Bimbingan Teknis kecakapan nelayan teknika.
Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan,
atau Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:

a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;

b. memiliki ijazah paling rendah sekolah dasar atau
yang sederajat atau dapat membaca dan menulis;
dan

c. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemegang sertifikat kecakapan nelayan bidang teknika

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

pengetahuan paling sedikit meliputi:

a. peraturan perundangan-undangan terkait pelayaran
dan Penangkapan Ikan;

b. dasar-dasar pengoperasian mesin penggerak utama,
mesin bantu, dan mesin pendingin;

c. keselamatan kerja serta pemeliharaan mesin Kapal
Perikanan dan peralatannya;

d. dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan;
dan

e. informasi dan komunikasi.

Pemegang sertifikat kecakapan nelayan bidang teknika

dapat mengikuti jenjang pendidikan dan pelatihan

keahlian teknika Awak Kapal Perikanan.

Pasal 127
Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105, diterbitkan oleh Direktur
Jenderal.
Sertifikat  Keterampilan @ Awak  Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf e diterbitkan oleh Direktur

Jenderal.
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Sertifikat  Keterampilan @ Awak  Kapal  Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf f
diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang komunikasi dan
informatika.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan atau Bimbingan
Teknis dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Awak Kapal Perikanan lingkup Kementerian, penerbitan
sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan oleh pimpinan Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Awak Kapal Perikanan lingkup Kementerian
yang bersangkutan atas nama Direktur Jenderal.
Ketentuan mengenai bentuk dan format Sertifikat
Keahlian Awak Kapal Perikanan dan  Sertifikat
Keterampilan Awak Kapal Perikanan tercantum dalam
Lampiran XXIX yang merupakan Dbagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 128
Blanko sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) disediakan oleh Direktorat
Jenderal.
Sertifikat yang diterbitkan menggunakan dua bahasa
meliputi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Direktur Jenderal meregistrasi semua sertifikat yang
diterbitkan mencakup masa Dberlaku, revalidasi,
pembatalan, dan hilang atau rusak.
Direktur Jenderal menyediakan basis data dan informasi
semua Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan
Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan yang
diterbitkan, untuk dapat diakses pihak yang
berkepentingan guna keperluan verifikasi keabsahan dan

masa berlaku sertifikat.

Pasal 129
Bagi Awak Kapal Perikanan pemegang sertifikat keahlian

yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Konvensi
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Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan
Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap lkan, 1995 yang
berkeinginan bekerja kembali di atas Kapal Perikanan
setelah tidak bekerja di Kapal Perikanan dalam periode
waktu lebih dari 5 (lima) tahun harus melakukan
pengujian ulang sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
didahului dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
khusus sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.

Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa penyegaran untuk pemutakhiran
pengetahuan Awak Kapal Perikanan.

Pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan
dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan yang program
pendidikan dan pelatihannya telah mendapat
pengesahan.

Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat revalidasi bagi
Awak Kapal Perikanan yang telah mengikuti pendidikan

dan pelatihan atau pengujian khusus.

Pasal 130

Direktur Jenderal mengakui sertifikat Awak Kapal
Perikanan yang diterbitkan oleh negara lain yang telah
meratifikasi Konvensi Internasional tentang Standar
Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal
Penangkap lkan, 1995.

Pengakuan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dalam hal telah ada
Memorandum of Understanding dengan negara yang

menerbitkan sertifikat.

Pasal 131
Pengakuan sertifikat Awak Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dengan menerbitkan

sertifikat terpisah berupa sertifikat pengukuhan.
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Dalam hal membutuhkan keyakinan sebelum
menerbitkan  sertifikat pengukuhan = sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat:

a. melaksanakan evaluasi terhadap sistem pendidikan
dan pelatihan negara penerbit sertifikat;

b. melakukan pengujian terhadap pemegang sertifikat;
atau

c. melakukan inspeksi fasilitas dan prosedur yang
mencakup sistem standar mutu yang berlaku secara
penuh di negara penerbit sertifikat atau berdasarkan
metode lain.

Ketentuan mengenai bentuk dan format sertifikat

pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 132

Sertifikat Keahlian bagi Awak Kapal Penangkap Ikan yang

diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pelayaran dapat diperbarui dengan

Sertifikat Keahlian Awak Kapal Penangkap Ikan, meliputi:

a. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan
Tingkat I dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan Tingkat I;

b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan
Tingkat II dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan Tingkat II;

c. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan
Tingkat I dengan Sertifikat Ahli Teknika Kapal
Perikanan Tingkat I; dan

d. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan
Tingkat II dengan Sertifikat Ahli Teknika Kapal
Perikanan Tingkat II.

Pembaruan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan:

a. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal,
dan

b. melampirkan:
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1. sertifikat asli dan salinan sertifikat yang telah
dilegalisir oleh instansi penerbit; dan

2. pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm
sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian rapi berbaju
putih dan berdasi hitam polos, dengan latar
belakang berwarna biru (untuk sertifikat
keahlian nautika) dan berwarna merah (untuk
sertifikat keahlian teknika).

(3) Dalam hal tidak dapat menyampaikan sertifikat asli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1,
pemilik sertifikat melampirkan dokumen berupa:

a. surat pernyataan memiliki sertifikat yang memuat
paling sedikit nama dan tingkat (level) sertifikat serta
instansi penerbit;

b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan

c. surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

(4) Sertifikat yang diperbarui sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan sertifikat yang diterbitkan paling
lambat tanggal 31 Desember 2022.

(5) Pembaruan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan mulai sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai

dengan tanggal 31 Desember 2023.

Bagian Keempat

Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan

Pasal 133
Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan terdiri atas
pendidikan dan pelatihan:
a. profesional Awak Kapal Perikanan,;
b. fungsional Awak Kapal Perikanan; dan

c. keterampilan Awak Kapal Perikanan.

Pasal 134
(1) Pendidikan dan pelatihan profesional Awak Kapal

Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf
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a merupakan pendidikan dan pelatihan formal untuk
mendapatkan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan.
Pendidikan dan pelatihan profesional Awak Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas pendidikan dan pelatihan:
a. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;
b. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;
c. Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat [; dan

Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat II.

Pasal 135

Peserta Didik pendidikan dan pelatihan profesional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), harus
memiliki pengalaman berlayar sebagai persyaratan untuk
mengikuti pengujian.
Pengalaman berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperoleh melalui Praktik Laut pada Kapal Perikanan.
Selama melaksanakan Praktik Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), harus memiliki buku catatan
taruna/siswa sebagai acuan untuk:
a. pencatatan pengalaman berlayar atau Masa Layar;

dan

b. evaluasi dan penilaian Praktik Laut.

Pasal 136
Peserta Didik yang melaksanakan Praktik Laut di Kapal
Perikanan yang dimiliki oleh nonlembaga penyelenggara
pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan harus
dilengkapi dengan perjanjian Praktik Laut dengan pemilik
atau operator Kapal Perikanan.
Perjanjian Praktik Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa kesepakatan antara Peserta Didik dengan
pemilik atau operator Kapal Perikanan yang memuat

persyaratan Praktik Laut serta hak dan kewajiban para

pihak.
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Peserta Didik yang melaksanakan Praktik Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam
daftar Awak Kapal Perikanan (crew list).

Dalam hal Praktik Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berakhir dan Kapal Perikanan masih beroperasi
di laut, dapat dilakukan pemindahan Peserta Didik ke
Kapal Perikanan lainnya dengan mengisi berita acara
pemindahan Peserta Didik.

Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara
pemindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Ketentuan mengenai bentuk dan format perjanjian
Praktik Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 137

Dalam pembuatan perjanjian Praktik Laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), Peserta Didik harus

melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

buku pelaut atau Buku Pelaut Perikanan;

surat tugas Praktik Laut dari pimpinan Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan
profesional;

surat persetujuan dari orang tua/wali yang diketahui
oleh pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak
Kapal Perikanan profesional,

surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh rumah sakit
atau fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

jaminan asuransi dan/atau jaminan sosial
ketenagakerjaan, mencakup jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian kepada taruna/siswa;

surat permohonan Praktik Laut dari pimpinan Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan
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profesional kepada pemilik atau operator Kapal
Perikanan, baik secara perorangan maupun secara
kolektif; dan

buku catatan taruna/siswa.

Pasal 138
Pendidikan dan pelatihan fungsional Awak Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf
b merupakan pendidikan dan pelatihan nonformal
peningkatan jenjang profesi Awak Kapal Perikanan.
Jenis pendidikan dan pelatihan fungsional Awak Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas pendidikan dan pelatihan:

Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;

b. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;

c. Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III.

d. Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat I;

e. Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat II;

f.  Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat III;

g. Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master); dan
h. Rating Awak Kapal Perikanan.

Pasal 139

Ketentuan mengenai persyaratan pendidikan dan pelatihan

fungsional Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 138 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan.

Pasal 140

Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Awak Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf
¢ merupakan pendidikan dan pelatihan guna
mendapatkan keterampilan untuk melakukan tugas
dan/atau fungsi tertentu di Kapal Perikanan.

Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Awak Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

atas pendidikan dan pelatihan:
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a. Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat I;
b.  Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat II;
c. operasional Penangkapan Ikan;

d. keterampilan penanganan ikan;

e. refrigerasi penyimpanan ikan; dan

f.  perawatan mesin Kapal Perikanan.

Pasal 141
Penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan
Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 133 dilaksanakan oleh lembaga pemerintah,
pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, badan wusaha swasta, atau
masyarakat.
Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.
Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan
yang terkait dengan keselamatan pelayaran mendapatkan
pengesahan dari Direktur Jenderal setelah mendapatkan
persetujuan dari direktur jenderal yang memiliki tugas
teknis di bidang perhubungan laut pada kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pelayaran.
Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan hasil audit.
Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
oleh komite pengesahan yang personilnya berasal dari
unsur Direktorat Jenderal dan Badan.
Komite pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 142
Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) harus
memenuhi standar:

a. isi;
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b. proses;

c. kompetensi kelulusan,;

d. pendidikan dan tenaga kependidikan;
e. prasarana dan sarana;

f.  pengelolaan;

g. penilaian pendidikan; dan

h. pembiayaan.

Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan.

Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf c, berdasarkan pertimbangan dari

Direktur Jenderal.

Pasal 143
Terhadap program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal
Perikanan yang telah mendapat pengesahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2), dapat dibatalkan
dalam hal pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).
Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah melalui tahapan:
a. peringatan secara tertulis; dan
b. audit khusus.
Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan
tenggang waktu masing-masing paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja.
Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dilakukan dalam hal setelah diberikan peringatan
secara tertulis ketiga, program Pendidikan dan Pelatihan
Awak Kapal Perikanan tidak sesuai dengan standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).
Pembatalan program Pendidikan dan Pelatihan Awak
Kapal Perikanan dilaksanakan dalam hal berdasarkan
hasil audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

terbukti program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal
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Perikanan tidak sesuai dengan standar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).

Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b dilaksanakan oleh komite pengesahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 141 ayat (6).

Dalam hal program pendidikan dan pelatihan Awak Kapal

Perikanan pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak

Kapal Perikanan dibatalkan:

a. Peserta Didik yang harus menyelesaikan pendidikan
dan pelatihan dapat dipindahkan ke Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan lain
berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal;
dan

b. tidak diperbolehkan menerima Peserta Didik
pendidikan dan pelatihan baru untuk program
pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan
yang dibatalkan.

Pembatalan program pendidikan dan pelatihan Awak

Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 144
Pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan Awak
Kapal Perikanan yang metode pencapaian kompetensinya
dengan menggunakan simulator, harus memiliki
perangkat simulator dengan spesifikasi yang sesuai.
Penggunaan simulator sebagai metode pencapaian
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal
Perikanan yang dipersyaratkan.
Tata cara penggunaan simulator sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk pelaksanaan program Pendidikan
dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Badan.
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Pasal 145

Instruktur pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak

Kapal Perikanan yang menggunakan simulator sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 144 harus memiliki Sertifikat

International Maritime Organization Model Course 6.10.

Bagian Kelima

Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan

Pasal 146
Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan dapat
diperoleh melalui Bimbingan Teknis.
Sertifikat  Keterampilan @ Awak  Kapal  Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
sertifikat:
Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat II;

b. kecakapan nelayan;

c. kecakapan nelayan bidang nautika;
d. kecakapan nelayan bidang teknika;
e. operasional Penangkapan Ikan;

f. keterampilan penanganan ikan;

g. refrigerasi penyimpanan ikan; dan
h. perawatan mesin Kapal Perikanan.

Pasal 147
Penyelenggaraan  Bimbingan  Teknis  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 dilaksanakan oleh
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga
lainnya.
Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sekolah menengah kejuruan yang memiliki
jurusan nautika Kapal Penangkap lkan dan/atau jurusan
teknika Kapal Penangkap Ikan.
Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
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Pasal 148
Penyelenggaraan  Bimbingan  Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) harus memenuhi
standar:
a. instruktur;
b. sarana dan prasarana;
c. isi, berupa kurikulum dan silabus;
d. proses; dan
e. kompetensi kelulusan.
Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal berdasarkan

pertimbangan dari Kepala Badan.

Pasal 149
Persyaratan peserta Bimbingan Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) merupakan Awak
Kapal Perikanan atau Nelayan Kecil yang sedang atau
telah bekerja pada Kapal Perikanan.
Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan di sentra nelayan.

Bagian Keenam

Pengujian Keahlian Awak Kapal Perikanan

Pasal 150
Untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Awak Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf
a dan b, Awak Kapal Perikanan harus lulus ujian
keahlian Awak Kapal Perikanan.
Ujian keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Awak Kapal
Perikanan untuk mendapatkan:
a. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;
b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III;
Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat [;

o

e
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e. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat II;
dan
f.  Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat III.
Mata wujian keahlian Awak Kapal Perikanan untuk
mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditentukan berdasarkan jenis dan tingkat keahlian
sertifikat Awak Kapal Perikanan.
Ujian keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diselenggarakan oleh dewan penguji keahlian Awak Kapal
Perikanan.
Ketentuan mengenai persyaratan bagi Awak Kapal
Perikanan untuk mengikuti ujian keahlian Awak Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk masing-
masing jenis dan tingkat keahlian sertifikat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 151

Dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4)
dibentuk oleh Menteri.

Pembentukan Dewan penguji keahlian Awak Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Susunan dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit

terdiri atas:

a. pembina;

b. ketua;

c. koordinator bidang nautika Kapal Perikanan,;

d. koordinator bidang teknika Kapal Perikanan;

e. sekretaris bidang nautika Kapal Perikanan;

f.  sekretaris bidang teknika Kapal Perikanan; dan

g. tenaga ahli sesuai bidang dan kebutuhan.
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Masa kerja dewan penguji keahlian Awak Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
selama 3 (tiga) tahun.

Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dewan penguji
keahlian Awak Kapal Perikanan dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang dewan penguji
keahlian Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXXIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan

Menteri ini.

Pasal 152

Personil dewan penguji keahlian Awak Kapal Perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

ketua, memiliki sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
Tingkat I dan/atau Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat
I, dan Sertifikat International Maritime Organization Model
Course 3.12;

koordinator, sekretaris, dan tenaga ahli di bidang nautika
Kapal Perikanan, memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal
Perikanan Tingkat I dan Sertifikat International Maritime
Organization Model Course 3.12; dan

koordinator, sekretaris, dan tenaga ahli di bidang teknika
Kapal Perikanan, memiliki Sertifikat Ahli Teknika Kapal
Perikanan Tingkat I dan Sertifikat International Maritime

Organization Model Course 3.12.

Pasal 153
Penyelenggaraan ujian keahlian Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2),
dilaksanakan oleh unit pelaksana ujian keahlian Awak

Kapal Perikanan.
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Unit pelaksana ujian keahlian Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal
Perikanan.

Unit pelaksana ujian keahlian Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun dan
menetapkan tata tertib penyelenggaraan ujian keahlian
Awak Kapal Perikanan.

Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan dilaksanakan di
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal
Perikanan.

Dalam hal wujian keahlian Awak Kapal Perikanan
dilaksanakan pada tempat lain di luar Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tharus
mendapatkan persetujuan dewan penguji keahlian Awak

Kapal Perikanan.

Bagian Ketujuh
Pengukuhan Sertifikat Awak Kapal Perikanan

Pasal 154
Untuk membuktikan penerbitan Sertifikat Keahlian Awak
Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
ayat (1), diterbitkan sertifikat pengukuhan keahlian Awak
Kapal Perikanan yang merupakan sertifikat terpisah dari
sertifikat keahlian Awak Kapal Perikanan.
Sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penetapan kewenangan jabatan pemegang sertifikat.
Sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Direktur Jenderal.
Sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
pemegang:

a. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat [;
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b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;

c. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III;
d. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat I;

e. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat II;

f.  Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat III;

dan

g. Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master).
Sertifikat pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk
Kapal Perikanan yang beroperasi di WPPNRI dan Laut
Lepas.

Ketentuan mengenai bentuk dan format sertifikat
pengukuhan keahlian Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 155

Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat
(4) huruf a dikukuhkan menjadi Nakhoda di Kapal
Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya berukuran
sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus) gross
tonnage yang beroperasi pada semua perairan setelah
memenuhi persyaratan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I sebagai
Perwira yang melaksanakan tugas jaga (watchkeeping
officer) di bagian dek paling sedikit 12 (dua belas) bulan
pada Kapal Penangkap lkan dan/atau Kapal Perikanan
lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga
ratus) gross tonnage yang beroperasi pada semua
perairan.

Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat

(4) huruf a dikukuhkan menjadi Perwira yang
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melaksanakan tugas jaga (watchkeeping officer) di bagian
dek pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal
Perikanan lainnya berukuran sama dengan atau lebih
dari 300 (tiga ratus) gross tonnage yang beroperasi pada

semua perairan.

Pasal 156

Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat
(4) huruf b dikukuhkan menjadi Nakhoda di Kapal
Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya berukuran
lebih dari 100 (seratus) gross tonnage sampai dengan
kurang dari 300 (tiga ratus) gross tonnage dan beroperasi
pada semua perairan setelah memenuhi persyaratan.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II sebagai
Perwira yang melaksanakan tugas jaga (watchkeeping
officer) di bagian dek paling sedikit 12 (dua belas) bulan
pada Kapal Penangkap lkan dan/atau Kapal Perikanan
lainnya berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga
ratus) gross tonnage yang beroperasi pada semua
perairan.

Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat
(4) huruf b dikukuhkan menjadi Perwira yang
melaksanakan tugas jaga (watchkeeping officer) di bagian
dek pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal
Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus)

gross tonnage yang beroperasi pada semua perairan.

Pasal 157
Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat
(4) huruf c dikukuhkan menjadi Nakhoda di Kapal
Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya berukuran

lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage sampai dengan
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100 (seratus) gross tonnage dan beroperasi pada semua
perairan setelah memenuhi persyaratan

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III
sebagai Perwira yang melaksanakan tugas jaga
(watchkeeping officer) di bagian dek paling sedikit 12 (dua
belas) bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal
Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus)
gross tonnage sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus)
gross tonnage yang beroperasi pada semua perairan.
Pemegang Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan
Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat
(4) huruf c¢ dikukuhkan menjadi Perwira yang
melaksanakan tugas jaga (watchkeeping officer) di bagian
dek pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal
Perikanan lainnya berukuran lebih dari 100 (seratus)
gross tonnage sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus)

gross tonnage yang beroperasi pada semua perairan.

Pasal 158

Pemegang Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan
Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat
(4) huruf d dikukuhkan menjadi Kepala Kamar Mesin
pada Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Perikanan lainnya
dengan daya dorong mesin penggerak utama sama
dengan atau lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh)
kilowatt atau 1.005 (seribu lima) horse power yang
beroperasi pada seluruh perairan setelah memenuhi
persyaratan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki
Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat I sebagai
Perwira di bagian mesin paling sedikit 12 (dua belas)
bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal
Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin

penggerak utama sama dengan atau lebih dari 750 (tujuh
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ratus lima puluh) kilowatt atau 1.005 (seribu lima) horse
power yang beroperasi pada semua perairan.

Pemegang Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan
Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat
(4) huruf d dikukuhkan menjadi Perwira di bagian mesin
pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan
lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak
utama sama dengan atau lebih dari 750 (tujuh ratus lima
puluh) kilowatt atau 1.005 (seribu lima) horse power yang

beroperasi pada semua perairan.

Pasal 159

Pemegang Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan
Tingkat II sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (4)
huruf e dikukuhkan menjadi Kepala Kamar Mesin pada
Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan lainnya
yang memiliki daya dorong mesin penggerak utama lebih
dari 300 (tiga ratus) kilowatt atau 402 (empat ratus dua)
horse power sampai dengan kurang dari 750 (tujuh ratus
lima puluh) kilowatt atau 1.005 (seribu lima) horse power
yang beroperasi pada semua perairan setelah memenuhi
persyaratan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki
Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat II sebagai
Perwira bagian mesin paling sedikit 12 (dua belas) bulan
pada Kapal Penangkap lkan dan/atau Kapal Perikanan
lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak
utama lebih dari 300 (tiga ratus) kilowatt atau 402 (empat
ratus dua) horse power yang beroperasi pada semua
perairan.

Pemegang Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan
Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat
(4) huruf e dikukuhkan menjadi Perwira bagian mesin
pada Kapal Penangkap lkan dan/atau Kapal Perikanan
lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak

utama sama dengan atau lebih dari 750 (tujuh ratus lima
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puluh) kilowatt atau 1.005 (seribu lima) horse power yang

beroperasi pada semua perairan.

Pasal 160

Pemegang Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan
Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat
(4) huruf f dikukuhkan menjadi Kepala Kamar Mesin
pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Perikanan
lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak
utama lebih dari 100 (seratus) kilowatt atau 134 (seratus
tiga puluh empat) horse power sampai dengan 300 (tiga
ratus) kilowatt atau 402 (empat ratus dua) horse power
yang beroperasi pada semua perairan setelah memenuhi
persyaratan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
memiliki Masa Layar yang diakui setelah memiliki
Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat III
sebagai Perwira bagian mesin paling sedikit 12 (dua
belas) bulan pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal
Perikanan lainnya yang memiliki daya dorong mesin
penggerak utama lebih dari 100 (seratus) kilowatt atau
134 (seratus tiga puluh empat) horse power yang
beroperasi pada semua perairan.

Pemegang Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan
Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat
(4) huruf f dikukuhkan sebagai Perwira bagian mesin
pada Kapal Penangkap lkan dan/atau Kapal Perikanan
lainnya yang memiliki daya dorong mesin penggerak
utama di atas 300 (tiga ratus) kilowatt atau 402 (empat
ratus dua) horse power sampai dengan kurang dari 750
(tujuh ratus lima puluh) kilowatt atau 1.005 (seribu lima)

horse power yang beroperasi pada semua perairan.

Pasal 161
Pemegang Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (Fishing

Master) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (4)
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huruf g dapat dikukuhkan menjadi Ahli Penangkapan
Ikan (Fishing Master) setelah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
memiliki Masa Layar sebagai Awak Kapal Perikanan
paling sedikit 60 (enam puluh) bulan pada Kapal
Penangkap Ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh)
gross tonnage yang beroperasi pada semua perairan.

(3) Ahli Penangkapan Ikan (Fishing Master) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan bagi Kapal
Penangkap Ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) gross
tonnage.

(4) Jabatan Ahli Penangkapan lkan (Fishing Master) dapat
dirangkap oleh Nakhoda dalam hal Kapal Penangkap
Ikan belum memiliki Ahli Penangkapan lkan (Fishing

Master).

Pasal 162
Ketentuan mengenai susunan jabatan Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 serta
sertifikat yang dipersyaratkan berdasarkan ukuran dan
daerah operasi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105, Pasal 115, dan Pasal 116 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXXIV menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 163

(1) Dalam hal Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan
dan/atau Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan
hilang, terbakar, atau rusak dapat diberikan penggantian
oleh Direktur Jenderal dalam bentuk duplikat, triplikat,
atau kwarterplikat.

(2) Untuk memperoleh duplikat, triplikat, atau kwarterplikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan/atau
Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan harus

mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau
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pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan

sebagai berikut:

a. surat keterangan kehilangan dan kepolisian atau
bukti sertifikat Awak Kapal Perikanan yang rusak;

b. foto laporan kecelakaan Kapal Perikanan (apabila
terjadi kecelakaan Kapal Perikanan);

c. foto sertifikat Awak Kapal Perikanan (bila ada);

d. surat keterangan:

1. dari dewan penguji keahlian Awak Kapal
Perikanan yang menyatakan tentang kebenaran
Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan yang
bersangkutan; atau

2. dari lembaga  penerbit sertifikat yang
menyatakan kebenaran Sertifikat Keterampilan
Awak Kapal Perikanan yang bersangkutan.

e. Pas foto terakhir ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar, pakaian rapi berbaju putih, dan berdasi
hitam polos, dengan latar belakang warna biru laut
untuk keahlian nautika dan warna merah untuk

keahlian teknika.

Bagian Kedelapan

Masa Layar Awak Kapal Perikanan

Pasal 164

Masa Layar merupakan informasi Awak Kapal Perikanan

terkait durasi waktu bekerja pada Kapal Perikanan yang

digunakan:

a. dalam pemenuhan persyaratan mengikuti jenjang
pendidikan dan pelatihan keahlian Awak Kapal
Perikanan yang lebih tinggi; atau

b. untuk mendapatkan pengukuhan pada jabatan
tertentu pada Kapal Perikanan.

Masa Layar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersumber dari catatan dalam Buku Pelaut Perikanan,

Buku Sijil Awak Kapal Perikanan, atau dokumen lain.
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Bagian Kesembilan

Standar Mutu Pengawakan Kapal Perikanan

Pasal 165
Standar mutu pengawakan Kapal Perikanan terdiri atas:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. pengujian kompetensi;
c. penerbitan sertifikat;
d. pengukuhan; dan
e. revalidasi.
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal
Perikanan harus mengacu standar mutu pendidikan dan
pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Setiap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal
Perikanan yang melaksanakan pengujian keahlian Awak
Kapal Perikanan harus mengacu pada standar mutu
pengujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b.
Setiap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal
Perikanan yang diberi kewenangan penerbitan sertifikat
Awak Kapal Perikanan harus mengacu pada standar
mutu penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c.
Standar mutu pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan.
Standar mutu pengujian kompetensi, penerbitan
sertifikat, pengukuhan, dan revalidasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 166
Direktorat Jenderal melakukan pemantauan terhadap:
a. pemenuhan persyaratan bekerja pada Kapal
Perikanan; dan

b. standar mutu pengawakan Kapal Perikanan.
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Pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan bekerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kepemilikan Sertifikat Awak Kapal Perikanan;

b. kepemilikan Buku Pelaut Perikanan;

c. pemenuhan jaminan sosial bagi Awak Kapal
Perikanan;

d. kepemilikan PKL; dan

e. Penyijilan Awak Kapal Perikanan.

Pemantauan terhadap standar mutu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengujian kompetensi; dan

b. penerbitan sertifikat.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh:

a. direktur atau pejabat yang membidangi pengawakan
Kapal Perikanan;

b. kepala Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk;

c. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; atau

d. Syahbandar.

Bagian Kesepuluh

Buku Pelaut Perikanan

Pasal 167

Buku Pelaut Perikanan merupakan salah satu identitas
Awak Kapal Perikanan dan menjadi salah satu dokumen
untuk mencatat Masa Layar.
Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan yang
bekerja pada Kapal Perikanan berukuran lebih dari 30
(tiga puluh) gross tonnage.
Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. Buku Pelaut Perikanan berwarna merah, bagi Awak

Kapal Perikanan yang bekerja pada Kapal Perikanan

berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage
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sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) gross
tonnage; dan

b. Buku Pelaut Perikanan berwarna biru, bagi Awak
Kapal Perikanan yang bekerja pada Kapal Perikanan
berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga
ratus) gross tonnage.

Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a, diberikan kepada Awak Kapal Perikanan yang

telah memiliki:

a. sertifikat kecakapan nelayan bidang nautika atau
sertifikat kecakapan nelayan bidang teknika;
dan/atau

b. Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F)
Tingkat II.

Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b, diberikan kepada Awak Kapal Perikanan yang

telah memiliki sertifikat Basic Safety Training Fisheries

(BST-F) Tingkat I.

Ketentuan mengenai bentuk dan format Buku Pelaut

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 168

Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 167 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
Penerbitan Buku Pelaut Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh:
a. direktur atau pejabat yang membidangi pengawakan

Kapal Perikanan; atau
b. kepala Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk.
Buku Pelaut Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku selama S (lima) tahun sejak tanggal
penerbitan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.
Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

masing-masing berlaku selama 3 (tiga) tahun.
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Buku Pelaut Perikanan paling sedikit memuat data
pemegang, masa berlaku, sertifikat yang dimiliki, dan
Penyijilan selama bekerja di Kapal Perikanan.

Penyijilan selama bekerja di Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh:

a. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; atau

b. Syahbandar.

Dalam hal lembar Penyijilan pada Buku Pelaut Perikanan
habis, Penyijilan dapat digantikan dengan daftar Awak
Kapal Perikanan (crew list) untuk Kapal Perikanan yang
diketahui oleh:

a. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; atau

b. Syahbandar.

Ketentuan mengenai bentuk dan format daftar Awak
Kapal Perikanan (crew list) untuk Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam
Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 169
Awak Kapal Perikanan mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal untuk memperoleh Buku Pelaut
Perikanan:
a. baru;
b. perpanjangan;
c. pembaruan; atau
d. penggantian.
Permohonan Buku Pelaut Perikanan baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melampirkan:
a. surat pernyataan belum pernah memiliki Buku
Pelaut Perikanan;
b. kartu tanda penduduk atau akte kelahiran;
c. salinan salah satu sertifikat Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4)

atau ayat (5);
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d. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang
warna biru, berukuran 3x4 cm dan 2x3 cm, masing-
masing sebanyak 2 (dua) lembar.

Permohonan Buku Pelaut Perikanan perpanjangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan

melampirkan:

a. asli atau salinan Buku Pelaut Perikanan yang lama;

b. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang
warna biru, berukuran 3x4 cm dan 2x3 cm, masing-
masing sebanyak 2 (dua) lembar.

Permohonan Buku Pelaut Perikanan pembaruan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan

melampirkan:

a. asli Buku Pelaut Perikanan;

b. kartu tanda penduduk atau akte kelahiran;

c. salinan salah satu sertifikat Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4)
atau ayat (5);

d. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang
warna biru, berukuran 3x4 cm dan 2x3 cm, masing-
masing sebanyak 2 (dua) lembar.

Permohonan Buku Pelaut Perikanan penggantian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan

melampirkan:

a. asli Buku Pelaut Perikanan yang lama, dalam hal
Buku Pelaut Perikanan rusak;

b. surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal

Buku Pelaut Perikanan hilang;
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c. kartu tanda penduduk atau akte kelahiran;

d. surat keterangan sehat dari rumah sakit atau
fasilitas kesehatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. salinan salah satu sertifikat Awak Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4)
atau ayat (5); dan

f. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang
warna biru, berukuran 3x4 cm dan 2x3 cm, masing-

masing sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 170

Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), melakukan
pengecekan persyaratan permohonan Buku Pelaut
Perikanan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak permohonan diterima yang hasilnya lengkap
atau tidak lengkap.

Dalam hal pengecekan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lengkap, Direktur Jenderal dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan
Buku Pelaut Perikanan.

Dalam hal pengecekan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Direktur Jenderal
menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai

dengan alasan.

Pasal 171

Buku Pelaut Perikanan dapat dibatalkan dalam hal:

a.

pemegang Buku Pelaut Perikanan memalsukan atau
mengganti keterangan yang ada di dalam Buku Pelaut
Perikanan;

Buku Pelaut Perikanan diperoleh secara tidak sah; atau
persyaratan yang dilampirkan dalam penerbitan Buku
Pelaut Perikanan terbukti tidak benar, dinyatakan batal,
dan/atau dinyatakan tidak sah oleh instansi yang

berwenang.
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Pasal 172

Buku Pelaut Perikanan tidak berlaku dalam hal:

masa berlaku habis; atau

pemegang Buku Pelaut Perikanan meninggal dunia.

Bagian Kesebelas

Perjanjian Kerja Laut

Pasal 173

Penempatan Awak Kapal Perikanan untuk bekerja di

Kapal Perikanan dilakukan oleh:

a. pemilik atau operator Kapal Perikanan,;

b. agen Awak Kapal Perikanan; atau

c. secara mandiri.

Penempatan Awak Kapal Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan PKL.

PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam

rangka memberikan perlindungan dari:

a. risiko kerja bagi Awak Kapal Perikanan; dan

b. risiko usaha bagi pemilik atau operator Kapal
Perikanan.

Risiko kerja dan risiko usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) antara lain:

a. jam kerja yang tidak menentu dan cenderung lebih
lama;

b. tidak ada standar jam kerja dan/atau jam istirahat;

c. musim Penangkapan lkan menuntut Awak Kapal
Perikanan bekerja terus-menerus;

d. daerah operasi Kapal Perikanan memiliki gelombang
dan cuaca yang berbahaya;

e. perbekalan makanan dan minuman di Kapal
Perikanan terbatas;

f.  kecelakaan kerja; dan/atau

g. ketidakpastian hasil Penangkapan Ikan.

PKL dibuat oleh Awak Kapal Perikanan dengan pemilik

atau operator Kapal Perikanan, paling sedikit memuat:

a. identitas Awak Kapal Perikanan, yang meliputi:
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nama lengkap;
umur;

alamat lengkap;

b

nama dan nomor sertifikat Awak Kapal
Perikanan; dan

5.  nomor Buku Pelaut Perikanan.

b. identitas pemilik atau operator Kapal Perikanan
yang meliputi:

1. nama lengkap; dan

2. alamat lengkap.

c. identitas Kapal Perikanan, yang meliputi:

1. nama Kapal Perikanan;

2. ukuran gross tonnage;

3. nomor Perizinan Berusaha; dan

4. wilayah operasional.

d. jenis dan jangka waktu PKL;

e. hak dan kewajiban para pihak;

f. sistem pengupahan;

g. jam kerja, cuti, dan izin kerja meliputi:

1. jam kerja tidak boleh lebih dari 14 (empat belas)
jam untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat)
jam atau 91 (sembilan puluh satu) jam untuk
jangka waktu 7 (tujuh) hari;

2. cuti selama 10 (sepuluh) hari setiap 6 (enam)
bulan atau 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu)
tahun; dan

3. mendapatkan izin tidak bekerja, untuk
melangsungkan pernikahan, sakit, pembaruan
dokumen, atau orang tua, istri, anak, kakak,
atau adik meninggal dunia.

h. bukti kepesertaan jaminan sosial/asuransi bagi

Awak Kapal Perikanan.

Ketentuan mengenai bentuk dan format PKL bagi Awak
Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 174

PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2)

bersifat mengikat dan dipastikan bahwa pemilik/operator

Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan telah

membaca dan memahami seluruh isi PKL.

Dokumen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap asli, terdiri atas:

a. 1 (satu) asli untuk pemilik Kapal Perikanan atau
operator Kapal Perikanan; dan

b. 1 (satu) asli untuk Awak Kapal Perikanan.

PKL berlaku sejak disahkan oleh Syahbandar di

Pelabuhan Perikanan atau Syahbandar.

Salinan dokumen PKL sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) harus disampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan

Perikanan atau Syahbandar.

Dokumen PKL tidak diharuskan untuk dibawa atau

disimpan di atas Kapal Perikanan.

PKL dinyatakan batal demi hukum dalam hal:

a. dokumen Kapal Perikanan, Awak Kapal Perikanan,
pemilik, atau operator Kapal Perikanan tidak sah
atau palsu;

b. Kapal Perikanan dalam status sengketa atau
dinyatakan bermasalah status hukumnya oleh
instansi berwenang;

c. Awak Kapal Perikanan ditempatkan pada Kapal yang
identitasnya tidak sesuai dengan PKL;

d. Kapal Perikanan dinyatakan tidak laik laut oleh
pihak yang berwenang; atau

e. daerah operasional Kapal Perikanan dinyatakan
dalam kondisi perang.

PKL dinyatakan berakhir dengan sendirinya apabila:

a. masa berlaku PKL habis;

b. Awak Kapal Perikanan dipekerjakan pada Kapal
yang melakukan illegal, unregulated, and unreported

(IUU) fishing dan/atau kejahatan internasional;
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c. pemilik atau operator Kapal Perikanan dinyatakan
pailit oleh pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap;

d. Kapal Perikanan tenggelam;

e. Kapal Perikanan dijual secara sah;

f.  Awak Kapal Perikanan mengalami penganiayaan;

g. Awak Kapal Perikanan secara medis dinyatakan
tidak dapat bekerja atau sakit;

h. Awak Kapal Perikanan meninggal dunia;

i.  Awak Kapal Perikanan mengundurkan diri;

j-  Awak Kapal Perikanan terlibat kasus kriminal;

k. Awak Kapal Perikanan terbukti secara hukum
dengan sengaja melakukan perbuatan yang
merugikan pemilik atau operator Kapal Perikanan;
atau

1.  Awak Kapal Perikanan karena kelalaiannya sendiri
menyebabkan ketinggalan Kapal Perikanan.

Dalam hal PKL berakhir sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dan ayat (6) dan Kapal Perikanan masih

beroperasi di laut, dapat dilakukan pemindahan Awak

Kapal Perikanan ke Kapal Perikanan lainnya dengan

mengisi berita acara pemindahan Awak Kapal Perikanan.

Ketentuan mengenai bentuk dan format berita acara

pemindahan Awak Kapal Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XVIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 175
Sistem pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
173 ayat (5) huruf f terdiri atas:
a. gaji bulanan; dan
b. bagi hasil
Gaji bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:
a. gaji pokok;

b. tunjangan berlayar;
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c. bonus produksi; dan/atau

d. uang lembur.

Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diperhitungkan dalam satuan bulanan paling sedikit
sebesar 1 (satu) kali standar upah minimum provinsi
atau upah minimun kabupaten/kota.

Tunjangan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diperhitungkan per hari paling sedikit sebesar
3% (tiga persen) dari gaji pokok.

Bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari
total nilai produksi yang dibagikan kepada semua Awak
Kapal Perikanan sesuai jabatan dan beban kerja.

Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d diperhitungkan per jam paling sedikit sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari tunjangan berlayar per hari.
Pembayaran upah Awak Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai sebesar
50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen)
sisanya dibayarkan melalui rekening bank atas nama
Awak Kapal Perikanan.

Pembayaran upah Awak Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) harus dibayar secara teratur dan

tepat waktu setiap bulan.

Pasal 176
Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat
(1) huruf b, berdasarkan kesepakatan antara pemilik
atau operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal
Perikanan harus dicantumkan secara rinci di dalam PKL.
Dalam hal bagi hasil terjadi kondisi yang mengakibatkan
tidak terdapat pendapatan bersih, pemilik atau operator
Kapal Perikanan harus memberikan gaji kepada seluruh
Awak Kapal Perikanan, masing-masing setengah dari
besaran upah minimum provinsi atau upah minimun

kabupaten/kota untuk setiap bulan.
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Apabila jangka waktu kerja yang tercantum dalam PKL
kurang dari 1 (satu) bulan atau tidak dapat dihitung
secara bulanan maka pembayaran gaji sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dihitung secara harian.

Besaran gaji harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan setengah dari nilai standar upah minimum
provinsi atau upah minimun kabupaten/kota dibagi 30
(tiga puluh) hari.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan bagi pemilik atau operator Kapal Perikanan
dan Awak Kapal Perikanan yang menanggung biaya
operasional secara bersama sebelum melakukan kegiatan

Penangkapan Ikan.

Pasal 177

Pemilik atau operator Kapal Perikanan bertanggung

jawab terhadap Awak Kapal Perikanan yang dipekerjakan

di atas Kapal Perikanan.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pemenuhan gaji atau upah;

b. pemenuhan jaminan sosial;

c. membuat PKL;

d. memberikan kesempatan mengikuti pelatihan yang
menjadi persyaratan bekerja di Kapal Perikanan;

e. memastikan Awak Kapal Perikanan yang bekerja di
atas Kapal Perikanan memiliki sertifikat dan
dokumen yang dipersyaratkan;

f.  memberikan familiarisasi berkenaan tugas masing-
masing, instalasi peralatan, prosedur keselamatan
dasar, dan karakteristik Kapal Perikanan yang
terkait dengan tugas rutin atau keadaan darurat
meliputi:

1. kondisi dan bahaya bekerja di Kapal Perikanan;
2. penggunaan jenis alat perlindungan diri; dan

3. cara dan sikap yang aman dalam bekerja.
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menyediakan peralatan kerja dan peralatan
keselamatan, meliputi:

helm;

sarung tangan;

baju dingin;

sepatu boot;

baju kerja;

jas hujan;

baju pelampung;

® N o gk Wb

peralatan pengaman kerja di bagian dek dan
bagian mesin untuk kondisi cuaca buruk; dan
9. obat pertolongan pertama pada kecelakaan.
menyediakan fasilitas akomodasi, bahan makanan,
dan minuman yang layak konsumsi dan cukup di

atas Kapal Perikanan.

Dalam hal terjadi pembatalan PKL oleh pemilik atau

operator Kapal Perikanan, pemilik atau operator Kapal

Perikanan wajib:

a.

membayar hak-hak Awak Kapal Perikanan sampai
berakhir masa kerja dan sampai Kapal bersandar di
Pelabuhan Perikanan atau pelabuhan umum yang
ditunjuk; dan

menanggung biaya pemulangan Awak Kapal
Perikanan ke tempat asal sesuai kesepakatan dalam

PKL.

Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus merespon

setiap pengaduan dari Awak Kapal Perikanan atas

perselisihan dan/atau sengketa.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pemilik atau operator

Kapal Perikanan bertanggung jawab untuk:

a.

melakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan ke
Kapal Perikanan lainnya;

melakukan pemulangan Awak Kapal Perikanan;
dan/atau

menjaga keselamatan Awak Kapal Perikanan.



2021, No. 968

-136-

Pasal 178

Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus menerima

Peserta Didik yang akan melakukan Praktik Laut atau praktik

lapangan di Kapal Perikanan untuk mendukung penyiapan

dan pengembangan sumber daya manusia bidang perikanan

tangkap.

(1)

(4)

Pasal 179
Dalam hal terdapat perselisihan dan/atau sengketa
antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik atau
operator Kapal Perikanan, penyelesaian perselisihan
dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat antara kedua pihak.
Dalam hal Direktorat Jenderal menerima pengaduan atas
perselisihan dan/atau sengketa antara Awak Kapal
Perikanan dengan pemilik atau operator Kapal Perikanan,
Direktorat Jenderal dapat memfasilitasi penyelesaian
sengketa antara pemilik atau operator Kapal Perikanan
dengan Awak Kapal Perikanan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
disampaikan oleh:
a. Awak Kapal Perikanan, perwakilan, atau kuasa
hukum;
b. serikat pekerja; atau
c. pemilik atau operator Kapal Perikanan, perwakilan,
atau kuasa hukum.
Lingkup perselisihan dan/atau sengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. pembayaran upah;
b. pemenuhan perawatan dan pengobatan akibat
kecelakaan kerja;
c. pemenuhan santunan bagi ahli waris Awak Kapal
Perikanan yang meninggal;
d. penahanan dokumen Awak Kapal Perikanan oleh

pemilik Kapal Perikanan;
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e. pembatalan untuk kerja secara sepihak dari Awak
Kapal Perikanan;

f.  pemenuhan penghidupan kepada Awak Kapal
Perikanan dan keluarganya dalam hal terjadi
pemutusan hubungan kerja dan/atau sudah tidak
mampu bekerja; dan/atau

g. pemenuhan kehidupan yang layak pada saat Awak
Kapal Perikanan kehilangan pekerjaan.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam perjanjian bersama dan dilaporkan
secara tertulis oleh para pihak atau oleh salah satu pihak
kepada instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan di
kabupaten/kota, provinsi, atau Pusat dan
menyampaikan tembusan kepada Direktorat Jenderal.
Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak terjadi kesepakatan, salah satu pihak
atau Direktur Jenderal menyampaikan pengaduan
kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 180

Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus memastikan
dan memberikan kewenangan kepada Nakhoda untuk
melaksanakan prosedur dinas jaga operasional Kapal
Perikanan.

Nakhoda pada setiap Kapal Perikanan harus menjamin
pengaturan dinas jaga untuk menjamin keselamatan dan
keamanan operasional Kapal Perikanan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Nakhoda pada setiap Kapal Perikanan harus memastikan
pengaturan dinas jaga sehingga dapat melaksanakan
tugas jaga sesuai dengan situasi dan kondisi:

a. Perwira dinas jaga pada bagian dek bertanggung
jawab untuk mengoperasionalkan Kapal Perikanan
dengan selamat selama periode jaganya, ketika
berada di anjungan atau berada pada lokasi seperti
kamar peta, ruang radio atau ruang kontrol
anjungan pada setiap saat;

b. Operator Radio bertanggung jawab mempertahankan
secara terus menerus jaga radio pada frekuensi
tertentu;

c. Perwira dinas jaga pada bagian mesin di bawah
pengawasan Kepala Kamar Mesin, harus berada di
kamar mesin atau pada saat diperlukan selama di
bawah tanggung jawab jam jaganya;

d. jam jaga yang sesuai dan efektif dipertahankan
untuk tujuan keselamatan setiap saat ketika Kapal
Perikanan berlabuh jangkar atau sandar;

e. penjagaan yang efektif dan sesuai harus terlaksana
dengan baik terkait dengan pengamanan Kapal
Perikanan;

f.  kehadiran pandu di atas Kapal Perikanan tidak
menggantikan Nakhoda; dan

g. Nakhoda wajib mengisi logbook dinas jaga baik di
ruang navigasi maupun di ruang mesin dalam
rangka keselamatan dan keamanan operasional
Kapal Perikanan.

Awak Kapal Perikanan yang melaksanakan dinas jaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mematuhi

prinsip-prinsip dinas jaga Kapal Perikanan pada saat:

a. Kapal Perikanan beroperasi; dan

b. Dberlabuh.
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Pasal 181

Awak Kapal Perikanan yang melaksanakan dinas jaga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) harus

dalam kondisi bugar.

Kondisi bugar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pencegahan:

a. kelelahan; dan

b. penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang.

Dalam rangka pencegahan kelelahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memperhatikan:

a. periode istirahat untuk personil dinas jaga termasuk
yang ditugaskan untuk keselamatan, keamanan,
dan pencegahan pencemaran sesuai ketentuan
Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan,
Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal
Penangkap lkan, 1995; dan

b. sistem jaga yang diatur sehingga efisiensi semua
personil jaga tidak mengalami kelelahan dan menata
sedemikian rupa sehingga tugas jaga pertama pada
permulaan pelayaran dan pengganti jaga berikutnya
telah cukup istirahat dan bugar untuk dinas jaga.

Untuk menentukan bahwa Awak Kapal Perikanan tidak

menyalahgunakan alkohol sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, kandungan alkohol pada darah tidak
lebih dari 0,05% (nol koma nol lima persen) atau
kandungan alkohol dalam pernapasan tidak lebih dari

0,25 mg/liter (nol koma dua lima miligram per liter) bagi

Nakhoda dan Awak Kapal Perikanan yang sedang

melaksanakan dinas jaga.

Bagian Keduabelas

Sijil

Pasal 182
Sijil merupakan kegiatan pencatatan Awak Kapal

Perikanan dalam Buku Sijil Awak Kapal Perikanan.
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Sebelum dilakukan sijil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Awak Kapal Perikanan harus memiliki PKL.
Nakhoda mengisi daftar Awak Kapal Perikanan dengan
memuat nama, jabatan berdasarkan kompetensi, dan
tanggal naik turunnya Awak Kapal Perikanan ke dalam
Buku Sijil Awak Kapal Perikanan.

Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pengesahan oleh Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan atau Syahbandar.

Dalam hal pada saat pelayaran dan operasi Penangkapan
Ikan terdapat penggantian Awak Kapal Perikanan, Buku
Sijil Awak Kapal Perikanan harus diubah di pelabuhan
pertama yang disinggahi dan dicatat oleh Nakhoda serta
disahkan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau
Syahbandar.

Buku Sijil Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dikecualikan bagi Kapal Perikanan berukuran
sampai dengan 100 (seratus) gross tonnage dan diganti
dengan daftar Awak Kapal Perikanan (crew list).
Ketentuan mengenai bentuk dan format Buku Sijil Awak
Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketigabelas

Jaminan Sosial bagi Awak Kapal Perikanan

Pasal 183
Jaminan sosial bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 173 ayat (5) huruf h, paling
sedikit:
a. jaminan kecelakaan kerja;
b. jaminan kematian; dan
C. jaminan hari tua.
Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menanggung biaya

perawatan dan pengobatan bagi Awak Kapal Perikanan
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yang sakit atau cidera selama bekerja di atas Kapal
Perikanan.

Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dimaksudkan untuk memberikan jaminan
kehidupan bagi ahli waris dan keluarga Awak Kapal
Perikanan yang meninggal dunia.

Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ dimaksudkan untuk memberikan jaminan
penghidupan kepada Awak Kapal Perikanan dan
keluarganya dalam hal terjadi pemutusan hubungan

kerja dan/atau sudah tidak mampu bekerja.

Pasal 184
Pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan
harus mengikutsertakan Awak Kapal Perikanan yang
dipekerjakan sebagai peserta jaminan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1).
Penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 185

Pemenuhan jaminan sosial oleh pemilik atau operator
Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184
dapat menggunakan jasa asuransi.

Dalam hal pemilik atau operator Kapal Perikanan
menggunakan jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), jenis manfaat asuransi yang diterima oleh Awak
Kapal Perikanan paling sedikit sama dengan jenis
manfaat yang diselenggarakan oleh penyelenggara
jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183

ayat (2) sampai dengan ayat (4).
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Bagian Keempatbelas

Santunan bagi Awak Kapal Perikanan

Pasal 186

Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus memberikan

santunan bagi Awak Kapal Perikanan dan/atau ahli warisnya

dalam hal Awak Kapal Perikanan yang dipekerjakan

mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan:

a.
b.

cacat tetap; atau

meninggal dunia.

Pasal 187

Besaran santunan bagi Awak Kapal Perikanan yang cacat

tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf a

dibedakan menjadi:

a. catat tetap yang mempengaruhi kemampuan kerja
hilang 100% (seratus persen); atau

b. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja
berkurang.

Besaran santunan bagi Awak Kapal Perikanan yang cacat

tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah).

Besaran santunan bagi Awak Kapal Perikanan yang cacat

tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

sebesar persentase dari jumlah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dengan ketentuan kehilangan:

a. satu lengan, sebesar 40% (empat puluh persen);

b. kedua lengan, sebesar 100% (seratus persen);

c. satu telapak tangan, sebesar 30% (tiga puluh
persen);

d. kedua telapak tangan, sebesar 80% (delapan puluh
persen);

e. satu kaki dari paha, sebesar 40% (empat puluh
persen);

f.  kedua kaki dari paha, sebesar 100% (seratus

persen);
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g. satu telapak kaki, sebesar 30% (tiga puluh persen);

h. kedua telapak kaki, sebesar 80% (delapan puluh
persen);

i.  satu mata, sebesar 30% (tiga puluh persen);

j-  kedua mata, sebesar 100% (seratus persen);

k. pendengaran satu telinga, sebesar 15% (lima belas
persen);

l. pendengaran kedua telinga, sebesar 40% (empat
puluh persen);

m. satu jari tangan, sebesar 10% (sepuluh persen); dan

n. satu jari kaki, sebesar 5% (lima persen).

Dalam hal Awak Kapal Perikanan kehilangan beberapa

anggota badan sekaligus sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), besarnya santunan ditentukan dengan

menjumlahkan besaran persentase, dengan ketentuan

tidak melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

Penetapan status kondisi cacat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat keterangan

dokter yang memeriksa, dokter yang merawat, dan/atau

dokter penasihat.

Pasal 188
Santunan yang wajib diberikan oleh Pemilik atau
operator Kapal Perikanan kepada Awak Kapal Perikanan
yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 186 huruf b sebesar:
a. paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah), untuk meninggal dunia karena sakit; atau
b. paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh
juta rupiah), untuk meninggal dunia akibat
kecelakaan kerja.
Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan kepada ahli waris Awak Kapal Perikanan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 189

Bagi Pemilik atau operator Kapal Perikanan yang

mengikutsertakan Awak Kapal Perikanan sebagai peserta

jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 183 ayat (1) huruf a dan Awak Kapal Perikanan

mengalami catat tetap yang mempengaruhi kemampuan

kerja hilang 100% (seratus persen) atau cacat tetap yang
mengakibatkan kemampuan bekerja berkurang, dalam
hal besaran santunan jaminan kecelakaan kerja:

a. sama dengan atau lebih besar dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2)
sampai dengan ayat (4), Pemilik atau operator Kapal
Perikanan tidak wajib memberikan santunan; atau

b. lebih rendah dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 187 ayat (2) sampai dengan ayat (4),
Pemilik atau operator Kapal Perikanan harus

menambah selisihnya.

Pasal 190

Bagi Pemilik atau operator Kapal Perikanan yang

mengikutsertakan Awak Kapal Perikanan sebagai peserta

jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

183 ayat (1) huruf b dalam hal besaran santunan dari

jaminan kematian:

a. sama dengan atau lebih besar dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1),
Pemilik atau operator Kapal Perikanan tidak wajib
memberikan santunan; atau

b. lebih rendah dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 188 ayat (1), Pemilik atau operator

Kapal Perikanan harus menambah selisihnya.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 191

Kapal Perikanan yang sedang atau telah dilakukan
pembangunan atau modifikasi yang telah berada di
dalam negeri sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri
ini, namun belum memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal
Perikanan, dapat diterbitkan Persetujuan Pengadaan
Kapal Perikanan.

Persyaratan dan tata cara penerbitan Persetujuan
Pengadaan Kapal Perikanan untuk Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai
kewenangannya untuk Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai dengan 31
Desember 2022.

Kapal Perikanan yang telah dilakukan pembangunan
atau modifikasi yang telah berada di dalam negeri,
namun belum memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal
Perikanan setelah 31 Desember 2022, dapat diterbitkan
Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan setelah
membayar denda administrasi sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 192
Dalam hal Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan
belum tersedia atau belum mencukupi, Sertifikat
Kelaikan Kapal Perikanan diterbitkan berdasarkan:
a. pemenuhan aspek kelaiklautan, berupa:
1. sertifikat kelaikan dan pengawakan Kapal
Penangkap Ikan, untuk Kapal Penangkap Ikan;
2. sertifikat keselamatan Kapal barang, untuk
Kapal Pengangkut Ikan; dan/atau

3. laporan survei kondisi Kapal Perikanan.
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b. pemenuhan aspek kelaiktangkapan dan
kelaiksimpanan berupa laporan pemeriksaan fisik
Kapal Perikanan.

Sertifikat kelaikan dan pengawakan Kapal Penangkap

Ikan dan sertifikat keselamatan Kapal barang, untuk

Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana pada ayat (1) huruf

a angka 1 dan angka 2 diterbitkan oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pelayaran.

Laporan survei kondisi Kapal Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 diterbitkan oleh

Badan Klasifikasi.

Laporan pemeriksaan fisik Kapal Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari

mekanisme pemeriksaan fisik Kapal Perikanan yang
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal sebelum proses
pendaftaran Kapal Perikanan.

Pemenuhan aspek kelaiklautan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 hanya berlaku

sampai dengan 31 Desember 2021.

Pasal 193

Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan dan Buku Kapal
Perikanan yang terbit sebelum Peraturan Menteri ini
berlaku dan tidak mengalami perubahan data dinyatakan
masih berlaku.

Dokumen sertifikat kelaikan dan pengawakan Kapal
Penangkap Ikan yang telah diterbitkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-perundangan sebelum
Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih berlaku

sampai dengan masa berlakunya habis.

Pasal 194
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III
yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini

berlaku dinyatakan tetap berlaku.
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Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan
Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III.
Sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III
yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini
berlaku dinyatakan tetap berlaku.

Sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setara dengan
Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat III.
Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) merupakat sertifikat yang diterbitkan sampai dengan

31 Desember 2022.

Pasal 195

Surat keterangan kecakapan untuk Awak Kapal
Perikanan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan
Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.
Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. bagian dek:

1. surat keterangan kecakapan 60 (enam puluh)

mil; dan

2. surat keterangan kecakapan 30 (tiga puluh) mil.
b. bagian mesin:

1. surat keterangan kecakapan 60 (enam puluh)

mil; dan

2. surat keterangan kecakapan 30 (tiga puluh) mil.
Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a setara dengan Sertifikat Kecakapan
Nelayan bidang nautika.
Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b setara dengan Sertifikat Kecakapan
Nelayan bidang teknika.
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Surat keterangan kecakapan sebagimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan surat keterangan kecakapan yang

diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 196
Sertifikat Basic Safety Training (BST) untuk Awak Kapal
Perikanan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan
Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.
Sertifikat Basic Safety Training (BST) untuk Awak Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara
dengan Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F)
Tingkat I.
Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31
Desember 2022.
Dalam hal akan dilakukan pembaruan untuk
penyesuaian dengan ketentuan Konvensi Internasional
tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga
bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995, Sertifikat Basic
Safety Training (BST) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diperbarui dengan Sertifikat Basic Safety
Training Fisheries (BST-F) Tingkat I.
Tata cara pembaruan sertifikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) sebagai berikut:
a. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal,
b. melampirkan:
1. sertifikat asli dan salinan sertifikat yang telah
dilegalisir oleh instansi penerbit; dan
2. pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm

sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian rapi berbaju

putih, dan berdasi hitam polos, dengan latar

belakang berwarna biru.
Dalam hal tidak dapat menyampaikan sertifikat asli
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1,

pemilik sertifikat melampirkan dokumen berupa:
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a. surat pernyataan memiliki sertifikat yang memuat
paling sedikit nama dan instansi penerbit;

b. fotokopi kartu tanda penduduk; dan

c. surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pembaruan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 197

Sertifikat Basic Safety Training (BST) Kapal Layar Motor
untuk Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap
berlaku.

Sertifikat Basic Safety Training (BST) Kapal Layar Motor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan
Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) Tingkat
II.

Sertifikat Basic Safety Training (BST) Kapal Layar Motor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember

2022.

Pasal 198

Buku pelaut/seaman book berwarna hijau yang
diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku
dinyatakan tetap berlaku.

Buku pelaut/seaman book berwarna hijau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Awak
Kapal Perikanan untuk bekerja pada Kapal Perikanan
berukuran sama dengan atau lebih dari 300 (tiga ratus)
gross tonnage.

Buku pelaut untuk pelaut pada Kapal Penangkap
Ikan/Kapal layar motor/Kapal yang dibangun secara
tradisional berwarna merah yang diterbitkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum

Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.



2021, No. 968

-150-

(4) Buku pelaut untuk pelaut pada Kapal Penangkap
Ikan/Kapal layar motor/Kapal yang dibangun secara
tradisional berwarna merah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat digunakan oleh Awak Kapal Perikanan
untuk bekerja pada Kapal Perikanan berukuran lebih
dari 30 (tiga puluh) gross tonnage sampai dengan kurang
dari 300 (tiga ratus) gross tonnage.

(5) Buku pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) merupakan buku pelaut yang diterbitkan sampai

dengan 31 Desember 2022.

Pasal 199

(1) Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan Tingkat I (SKPI-
I) untuk Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap
berlaku.

(2) Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan Tingkat I (SKPI-
I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan
sertifikat keterampilan penanganan ikan.

(3) Sertifikat Ahli Alat Penangkapan Ikan Tingkat I (AAPI-I)
untuk Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap
berlaku.

(4) Sertifikat Ahli Alat Penangkapan Ikan Tingkat I (AAPI-I)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setara dengan
sertifikat operasional Penangkapan Ikan.

(5) Sertifikat sebagimana dimaksud ayat (1) dan (3)
merupakan sertifikat yang diterbitkan sampai dengan 31

Desember 2021.

Pasal 200
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Awak Kapal
Perikanan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b, c, d, dan huruf g

diberikan batas waktu untuk memenuhi ketentuan
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persyaratan kerja di atas Kapal Perikanan paling lambat

tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 201
Persyaratan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat
(1) huruf f bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal
Perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) sampai dengan 30

(tiga puluh) gross tonnage berlaku mulai 3 Februari 2024.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 202
Penerbitan Grosse Akta Kapal dan pemberian surat tanda
kebangsaan Kapal Indonesia dilakukan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 203

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.O7/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu
Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, Serta Sertifikasi Pelaut
Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 102);

b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/
PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau di atas Kapal
Penangkap Ikan dan Kapal Penangkut Ikan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 307),
khusus terkait dengan Pemantauan;

c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48 /PERMEN-KP/2014 tentang Log Book Penangkapan
Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1618); dan
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d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/
PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi
Awak Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1825),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 204
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN ALAT PENANGKAPAN IKAN RAWAI TUNA DAN PANCING ULUR TUNA

| 10G BOOK PENANGEAPAN IXAM LWTUK ALAT PEMANGKAPAN MAN JTMS RAWAI TUMA DA PANCHG ULUR TOMA P
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TATA CARA PENGISIAN LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN UNTUK ALAT
PENANGKAPAN IKAN RAWAI TUNA DAN PANCING ULUR TUNA

Lembar Log Book Penangkapan lkan harus diisi dengan lengkap sesuai Alat

Penangkapan lkan menggunakan pensil atau ballpoint bertinta hitam dan

dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yang terdiri dari lembar warna putih

diserahkan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Petugas Log Book

Penangkapan lkan, otoritas di Pelabuhan Pangkalan, atau otoritas di sentra

nelayan di tempat ikan didaratkan, lembar warna merah disimpan di Kapal

Penangkap lkan atau pemilik Kapal Penangkap lkan, lembar warna biru

disimpan Nakhoda atau nelayan, lembar warna kuning untuk diserahkan

kepada Kapal Pengangkut lkan bila melakukan kegiatan alih muatan, yang
meliputi:

(1) HAL__ DARI__

Halaman dari lembar Log Book Penangkapan Ikan yang diisi dari jumlah
keseluruhan lembar Log Book Penangkapan lkan yang diisi dalam setiap
operasi Penangkapan lkan (trip).

(2) NAMA KAPAL
Nama Kapal yang digunakan untuk melakukan operasi Penangkapan Ikan.

(3) NAMA PEMILIK/OPERATOR KAPAL
Nama pemilik/operator kapal yang mengoperasionalkan Kapal Penangkap
Ikan.

(4) NOMOR PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN
Nomor perizinan berusaha yang digunakan dalam melakukan
Penangkapan lkan.

(5) TRANSMITER SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN
Nomor identitas transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang
digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan.

(6) TAHUN
Tahun saat melakukan operasi Penangkapan lkan (trip).
(7) TRIP KE: ...... DALAM TAHUN INI

Menyatakan jumlah trip dalam tahun ini.
(8) JENIS/KODE ALAT PENANGKAPAN IKAN

NAMA API KODE API
PANCING ULUR TUNA 09.1.2
RAWAI TUNA 09.32.1

(9) GT (GROSS TONNAGE)
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Gross tonnage Kapal yang digunakan untuk melakukan operasi
Penangkapan lkan (sesuai grosse akta kapal).
(10) PANJANG KAPAL/LOA
Panjang total kapal yang digunakan untuk melakukan operasi
Penangkapan lkan, diukur dalam meter.
(11) DK (DAYA KUDA)
Kekuatan /daya motor penggerak utama, diukur dalam daya kuda (DK) dari
mesin utama yang digunakan oleh kapal ketika melakukan operasi
Penangkapan lkan.
(12) RADIO PANGGIL
Tanda panggil radio kapal.
(13) PELABUHAN KEBERANGKATAN
Pelabuhan tempat kapal berangkat melakukan operasi Penangkapan Ikan.
(14) TANGGAL KEBERANGKATAN
Tanggal, bulan, dan tahun keberangkatan dari pelabuhan menuju lokasi
Penangkapan Ikan.
(15) TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN
Nomor dari tanda pengenal Kapal Perikanan yang tertera di Buku Kapal
Perikanan.
(16) AWAK KAPAL PERIKANAN WNI
Jumlah Awak Kapal Perikanan warga negara Indonesia.
{17) AWAK KAPAL PERIKANAN WNA
Jumlah Awak Kapal Perikanan warga negara asing.
(18) WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(WPPNRI)
Harus diisi sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan dengan
mencantumkan nomor kodenya, yaitu:
571 - Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman
572 - Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
573 - Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa sampai dengan
sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian
Barat
711 - Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan
712 - Perairan Laut Jawa
713 - Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
714 - Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
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715 - Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram,
dan Teluk Berau
716 - Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera
717 - Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
718 - Perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur
(19) DAERAH PENANGKAPAN IKAN (DPI)
Nama laut tempat operasi Penangkapan Ikan termasuk apabila menangkap
di Laut Lepas.
(20) PELABUHAN PENDARATAN
Pelabuhan Pangkalan atau sentra nelayan tempat ikan hasil tangkapan
didaratkan.
(21) TANGGAL KEDATANGAN
Tanggal, bulan, dan tahun kedatangan di pelabuhan pendaratan setelah
selesai melakukan operasi Penangkapan Ikan.
(22) TANGGAL AKTIVITAS
Tanggal dimulainya melakukan aktivitas.
(23) KODE AKTIVITAS
Kode aktivitas (ditulis nomor kodenya), sebagai berikut:
Setting hanya untuk Alat Penangkapan lkan rawai tuna.
Penangkapan hanya untuk Alat Penangkapan lkan pancing ulur tuna,
Singgah (tidak melalukan penangkapan).
Pemindahan ikan hasil tangkapan ke kapal lain di laut.
Di pelabuhan*
*Aktivitas yang dilakukan selama di Pelabuhan ditulis pada kolom
“CATATAN NAKHODA".
(24) POSISI AKTIVITAS
Posisi Kapal Penangkap lkan sesuai aktivitas vang dilakukan, dengan
mencantumkan posisi lintang dan bujur dari aktivitas yang dilakukan

L ol O O o

tersebut.

(25) WAKTU MULAI SETTING
Waktu (jam) setempat ketika Alat Penangkapan lkan rawai tuna mulai
diturunkan ke laut atau saat Alat Penangkapan Ikan pancing ulur tuna
mulai beroperasi.

(26) JUMLAH MATA PANCING
Jumlah mata pancing yang dipakai dalam melakukan operasi
penangkapan ikan.
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(27) JARAK ANTAR MATA PANCING
Hanya diisi oleh kapal rawai tuna, jarak antara mata pancing pertama ke
mata pancing berikutnya yang digunakan.

(28) KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN
Semua jenis ikan hasil tangkapan utama antara lain albakor, madidihang,
tuna mata besar, tuna sirip biru, ikan pedang (meka), setuhuk loreng,
layaran, setuhuk biru, dan/atau setuhuk hitam, harus dicatat sesuai
kolom jenis ikan dalam jumlah ekor dan berat (Kg). Jika kolom yang
tersedia kurang maka diisi pada lembar Log Book Penangkapan Ikan
berikutnya.

(29) SPESIES TERKAIT SECARA EKOLOGI
Spesies yang terkait secara ekologi adalah hewan lainya yang hidup
bersama-sama dengan target utama hasil tangkapan yang dicatat sesuai
dengan jenis dan jumlah hewan (dalam satuan ekor).

(30) IKAN LAINNYA
Jenis ikan yang tertangkap selain dari jenis ikan hasil tangkapan utama
yang telah tersebut di dalam kolom “KOMPOSISI IKAN HASIL
TANGKAPAN".

(31) JUMLAH TANGKAPAN HALAMAN INI
Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis pada setiap
halaman, dicatat dalam satuan ekor dan kilogram (kg).

(32) JUMLAH TOTAL TANGKAPAN
Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis dalam
seluruh masa operasi Penangkapan lkan, dicatat dalam satuan ekor dan
kilogram (kg).

(33) CATATAN NAKHODA
Merupakan tempat catatan penting yang akan disampaikan ke pihak yang
berwenang dan dapat digunakan sebagai tindak lanjut.

(34) NAMA DAN TANDA TANGAN NAKHODA
Nama dan tanda tangan Nakhoda Kapal yang bertanggungjawab terhadap
Log Book Penangkapan lkan.

(35) NAMA DAN TANDA TANGAN PETUGAS
Nama dan tanda tangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan /Petugas Log
Book Penangkapan Ikan/otoritas di Pelabuhan Pangkalan/otoritas di
sentra nelayan di tempat ikan didaratkan untuk meyakinkan bahwa
informasi pada Log Book Penangkapan Ikan adalah benar dan lengkap.
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(36) TANGGAL PENYERAHAN
Tanggal ketika dilakukan penyerahan lembar Log Book Penangkapan lkan
warna putih ke petugas berwenang di Pelabuhan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT CINCIN, HUHATE, HUHATE MEKANIS, DAN TONDA
[ —— = AN SAMN IS PR s 04 = - oo
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TATA CARA PENGISIAN LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT CINCIN, HUHATE, HUHATE MEKANIS, DAN
TONDA

Lembar Log Book Penangkapan lkan harus diisi dengan lengkap sesuai Alat

Penangkapan lkan menggunakan pensil atau ballpoint bertinta hitam dan

dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yang terdiri dari lembar warna putih

diserahkan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Petugas Log Book

Penangkapan lkan, otoritas di Pelabuhan Pangkalan atau otoritas di sentra

nelayan di tempat ikan didaratkan, lembar warna merah disimpan di Kapal

Penangkap lkan atau pemilik Kapal Penangkap Ikan, lembar warna biru

disimpan Nakhoda atau nelayan, lembar warma kuning untuk diserahkan

kepada Kapal Pengangkut lkan bila melakukan kegiatan alih muatan, yang
meliputi:

(1) HAL__ DARI__

Halaman dari lembar Log Book Penangkapan lkan yang diisi dari jumlah
keseluruhan lembar Log Book Penangkapan lkan yang diisi dalam setiap
operasi Penangkapan Ikan (trip}.

(2) NAMA KAPAL
Nama kapal yang digunakan untuk melakukan operasi Penangkapan Ikan.

(3) NAMA PEMILIK/OPERATOR KAPAL
Nama pemilik/operator kapal yang mengoperasionalkan Kapal Penangkap
Ikan.

(4) NOMOR PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN
Nomor perizinan berusaha yang digunakan dalam melakukan
Penangkapan lkan.

(5) TRANSMITTER SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN
Nomor identitas transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang
digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan.

(6) TAHUN
Tahun saat melakukan operasi penangkapan ikan (trip).

(7) ‘TRIP KE: ......DALAM TAHUN INI
Menyatakan jumlah trip dalam tahun ini.

(8) JENIS/KODE ALAT PENANGKAPAN IKAN

NAMA API KODE API
PUKAT CINCIN PELAGIS KECIL DENGAN SATU KAPAL 01.1.1.1
PUKAT CINCIN PELAGIS BESAR DENGAN SATU 01.1.1.2
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KAPAL
PUKAT CINCIN TERI DENGAN SATU KAPAL 01.1.1.3
PUKAT CINCIN PELAGIS KECIL DENGAN DUA KAPAL 01.1.2.1
HUHATE 09.1.4
HUHATE MEKANIS 09.2.2
TONDA 09.5

(9) GT (GROSS TONNAGE)
Gross tonnage kapal yang digunakan untuk melakukan operasi
Penangkapan lkan (sesuai grosse akta kapal).
(10) PANJANG KAPAL/LOA
Panjang total kapal yang digunakan untuk melakukan operasi
Penangkapan lkan, diukur dalam meter.
(11) DK (DAYA KUDA)
Kekuatan /daya motor penggerak utama, diukur dalam daya kuda (DK) dari
mesin utama yang digunakan oleh kapal ketika melakukan operasi
Penangkapan lkan.
(12) RADIO PANGGIL
Tanda panggil radio kapal.
(13) PELABUHAN KEBERANGKATAN
Pelabuhan tempat kapal berangkat melakukan operasi Penangkapan Ikan.
(14) TANGGAL KEBERANGKATAN
Tanggal, bulan, dan tahun keberangkatan dari pelabuhan menuju lokasi
Penangkapan Ikan.
(15) TANDA PENGENAL KAPAL
Nomor dari tanda pengenal Kapal Perikanan yang tertera di Buku Kapal
Perikanan.
(16) AWAK KAPAL PERIKANAN WNI
Jumlah Awak Kapal Perikanan warga negara Indonesia.
{17) AWAK KAPAL PERIKANAN WNA
Jumlah Awak Kapal Perikanan warga negara asing.
(18) WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(WPP-NRI)
Harus diisi sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan dengan
mencantumkan nomor kodenya, yaitu:
571 - Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman
572 - Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
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573 - Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa sampai dengan
sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian
Barat
711 - Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan
712 - Perairan Laut Jawa
713 - Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
714 - Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
715 - Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram,
dan Teluk Berau
716 - Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera
717 - Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
718 - Perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur
(19) DAERAH PENANGKAPAN IKAN (DPI)
Nama laut tempat operasi Penangkapan lkan termasuk apabila menangkap
di Laut Lepas.
{20) PELABUHAN PENDARATAN
Pelabuhan Pangkalan atau sentra nelayan tempat ikan hasil tangkapan
didaratkan.
(21) TANGGAL KEDATANGAN
Tanggal, bulan, dan tahun kedatangan di pelabuhan setelah selesai
melakukan operasi Penangkapan lkan.
(22) TANGGAL AKTIVITAS
Tanggal dimulainya melakukan aktivitas.
(23) KODE AKTIVITAS
Kode aktivitas (ditulis nomor kodenya}, sebagai berikut:
Setting hanya untuk Alat Penangkapan Ikan pukat cincin.
Penangkapan hanya untuk Alat Penangkapan Ikan huhate.
Singgah (tidak melakukan kegiatan Penangkapan lkan).
Penitipan ikan hasil tangkapan ke kapal lain di laut.
Di pelabuhan (nama pelabuhan).
Mencari daerah Penangkapan Ikan.
Tidak ada aktivitas penangkapan dan tidak singgah.
(24) POSISI AKTIVITAS
Posisi Kapal Penangkap Tkan sesuai kode aktivitas yang dilakukan, dengan
mencantumkan posisi lintang dan bujur untuk aktivitas yang dilakukan

N D B W B

tersebut.
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(25) KODE GEROMBOLAN IKAN
Kode gerombolan ikan pada saat ditangkap oleh pukat cincin (ditulis nomor
kodenya), sebagai berikut:

Tanpa gerombolan.

Makan pada umpan.

Puing, sampah, atau binatang yang mati.

Rumpon hanyut.

Rumpon tetap.

Paus yang hidup.

Hiu Paus yang hidup.

o N Os W Roe

Lainnya.

(26) WAKTU MULAI SETTING
Waktu (jam) setempat ketika Alat Penangkapan lkan pukat cincin mulai
diturunkan ke laut atau saat Alat Penangkapan lkan huhate, huhate
mekanis, atau tonda mulai beroperasi.

(27) WAKTU SELESAI
Waktu (jam) dan menit saat selesai operasi Penangkapan lkan pada hari
itu.

(28) KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN
Semua jenis ikan hasil tangkapan utama antara lain cakalang, madidihang,
tuna mata besar, tongkol krai, lisong, sunglir, dan lemadang harus dicatat
sesuai kolom jenis ikan dalam jumlah ekor dan berat (kg). Jika kolom yang
tersedia kurang maka diisi pada lembar Log Book Penangkapan lkan
berikutnya.

(29) SPESIES TERKAIT SECARA EKOLOGI
Spesies yang terkait secara ekologi adalah hewan lainnya yang hidup
bersama-sama dengan target utama hasil tangkapan yang dicatat sesuai
dengan jenis dan jumlah hewan (dalam satuan ekor).

(30) IKAN LAINNYA
Semua jenis ikan target yang tertangkap selain dari jenis ikan hasil
tangkapan utama yang telah tersebut di dalam kolom *KOMPOSISI IKAN
HASIL TANGKAPAN".

(31) JUMLAH TANGKAPAN HALAMAN INI
Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis pada setiap
halaman, dicatat dalam satuan kilogram (kg).
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(32) JUMLAH TOTAL TANGKAPAN
Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis dalam
seluruh masa operasi penangkapan ikan, dicatat dalam satuan kilogram
(kg).

(33) CATATAN NAKHODA
Merupakan tempat catatan penting yang akan disampaikan ke pihak yang
berwenang dan dapat digunakan sebagai tindak lanjut.

(34) NAMA DAN TANDATANGAN NAKHODA
Nama dan tanda tangan Nakhoda yang mengisi Log Book Penangkapan
TIkan.

(35) NAMA DAN TANDA TANGAN PETUGAS
Nama dan tanda tangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan/Petugas Log
Book Penangkapan lkan/otoritas di Pelabuhan Pangkalan/otoritas di
sentra nelayan di tempat ikan didaratkan untuk meyakinkan bahwa
informasi pada Log Book Penangkapan lkan adalah benar dan lengkap.

(36) TANGGAL PENYERAHAN
Tanggal ketika dilakukan penyerahan lembar Log Book Penangkapan Ikan
warna putih kepada petugas yang berwenang di pelabuhan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT

5k T T S W i Vi o A i, ot
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TATA CARA PENGISIAN FORMULIR LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN LAINNYA

Lembar Log Book Penangkapan lkan harus diisi dengan lengkap sesuai Alat

Penangkapan lkan menggunakan pensil atau ballpoint bertinta hitam dan

dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yang terdiri dari lembar warna putih

diserahkan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Petugas Log Book

Penangkapan lkan, otoritas di Pelabuhan Pangkalan, atau otoritas di sentra

nelayan di tempat ikan didaratkan, lembar warna merah disimpan di Kapal

Penangkap lkan atau pemilik Kapal Penangkap lkan, lembar warna biru

disimpan Nakhoda atau nelayan, lembar warna kuning untuk diserahkan

kepada Kapal Pengangkut lkan bila melakukan kegiatan alih muatan, yang
meliputi:

(1) HAL__ DARI__

Halaman dari lembar Log Book Penangkapan Ikan yang diisi dari jumlah
keseluruhan lembar Log Book Penangkapan lkan yang diisi dalam setiap
operasi Penangkapan lkan (trip).

(2) NAMA KAPAL
Nama Kapal yang digunakan untuk melakukan operasi Penangkapan Ikan.

(3) NAMA PEMILIK/OPERATOR KAPAL
Nama pemilik/operator kapal yang mengoperasionalkan Kapal Penangkap
Ikan.

(4) NOMOR PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN
Nomor perizinan berusaha yang digunakan dalam melakukan
Penangkapan lkan.

(5) TRANSMITTER SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN
Nomor identitas transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang
digunakan dalam melakukan Penangkapan Ikan.

(6) TAHUN
Tahun saat melakukan operasi Penangkapan lkan (trip).

(7) TRIP KE: ......DALAM TAHUN INI
Menyatakan jumlah trip dalam tahun ini.

(8) JENIS/KODE ALAT PENANGKAPAN IKAN
Ditulis jenis/nomor kode Alat Penangkapan Ikan yang digunakan, sebagai
contoh jaring insang tetap (07.1).
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(9) GT (GROSS TONNAGE)
Gross tonnage Kapal yang digunakan untuk melakukan operasi
Penangkapan lkan (sesuai grosse akta kapal).
(10) PANJANG KAPAL/LOA
Panjang total kapal yang digunakan untuk melakukan operasi
Penangkapan Ikan, diukur dalam meter.
(11) DK (DAYA KUDA)
Kekuatan /daya motor penggerak utama, diukur dalam daya kuda (DK) dari
mesin utama yang digunakan oleh kapal ketika melakukan operasi
Penangkapan lkan.
(12) RADIO PANGGIL
Tanda panggil radio kapal.
(13) PELABUHAN KEBERANGKATAN
Pelabuhan tempat kapal berangkat melakukan operasi Penangkapan Ikan.
(14) TANGGAL KEBERANGKATAN
Tanggal, bulan, dan tahun keberangkatan dari pelabuhan menuju lokasi
Penangkapan lkan.
(15) TANDA PENGENAL KAPAL
Nomor dari tanda pengenal Kapal Perikanan yang tertera di Buku Kapal
Perikanan,
(16) AWAK KAPAL PERIKANAN WNI
Jumlah Awak Kapal Perikanan warga negara Indonesia.
(17) AWAK KAPAL PERIKANAN WNA
Jumlah Awak Kapal Perikanan warga negara asing.
(18) WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(WPP-NRI)
Harus diisi sesuai dengan daerah Penangkapan Ikan dengan
mencantumkan nomor kodenya, yaitu:
571 - Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman
572 - Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
573 - Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa sampai dengan
sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian
Barat
711 - Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan
712 - Perairan Laut Jawa
713 - Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
714 - Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda
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715 - Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram,
dan Teluk Berau

716 - Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera
717 - Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik
718 - Perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur.

(19) DAERAH PENANGKAPAN IKAN (DPI)
Nama laut tempat operasi Penangkapan Ikan, termasuk apabila
menangkap di Laut Lepas.

(20) PELABUHAN PENDARATAN
Pelabuhan Pangkalan atau sentra nelayan tempat ikan hasil tangkapan
didaratkan.

(21) TANGGAL KEDATANGAN
Tanggal, bulan, dan tahun kedatangan di pelabuhan pendaratan setelah
selesai melakukan operasi Penangkapan Ikan.

(22) TANGGAL AKTIVITAS
Tanggal dimulainya melakukan aktivitas.

(23) POSISI AKTIVITAS
Posisi Kapal Penangkap Ikan sesuai kode aktivitas yang dilakukan, dengan
mencantumkan posisi lintang dan bujur untuk aktivitas yang dilakukan
tersebut.

(24) LAMA OPERASI ALAT PENANGKAPAN IKAN
Durasi perendaman dan/atau penderekan Alat Penangkapan Ikan di dalam
air antara waktu setting dan hauling.

(25) KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN UTAMA
Semua jenis ikan hasil tangkapan utama harus dicatat sesuai kolom jenis
ikan dalam berat (kg). Jika kolom yang tersedia kurang maka diisi pada
lembar Log Book Penangkapan lkan berikutnya.

(26) HASIL TANGKAPAN SAMPINGAN
Semua jenis ikan hasil tangkapan sampingan harus dicatat, baik yang
disimpan maupun yang dibuang. Jika kolom yang tersedia kurang maka
diisi pada baris berikutnya.

(27) SPESIES TERKAIT SECARA EKOLOGI (ERS)
Spesies yang terkait secara ekologi adalah hewan lainnya yang hidup
bersama-sama dengan target utama hasil tangkapan yang dicatat sesuai
dengan jenis dan jumlah hewan (dalam satuan ekor).
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(28) IKAN LAINNYA
Semua jenis ikan target yang tertangkap selain hasil tangkapan utama
yang telah disebut di dalam kolom "KOMPOSISI IKAN HASIL TANGKAPAN
UTAMA."

(29) JUMLAH TANGKAPAN HALAMAN INI
Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis pada setiap
halaman, dicatat dalam satuan kilogram (kg) atau ekor (untuk ERS).

(30) JUMLAH TOTAL TANGKAPAN
Merupakan jumlah keseluruhan hasil tangkapan setiap jenis dalam
seluruh masa operasi penangkapan ikan, dicatat dalam satuan kilogram
(kg) atau ekor (untuk ERS).

(31) CATATAN NAKHODA
Merupakan tempat catatan penting yang akan disampaikan ke pihak yang
berwenang dan dapat digunakan sebagai tindak lanjut.

(32) NAMA DAN TANDA TANGAN NAKHODA
Nama dan tanda tangan Nakhoda yang mengisi Log Book Penangkapan
TIkan.

(33) NAMA DAN TANDA TANGAN PETUGAS
Nama dan tanda tangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan /Petugas Log
Book Penangkapan lkan/otoritas di Pelabuhan Pangkalan/otoritas di
sentra nelayan di tempat ikan didaratkan untuk meyakinkan bahwa
informasi pada Log Book Penangkapan Ikan adalah benar dan lengkap.

(34) TANGGAL PENYERAHAN
Tanggal ketika dilakukan penyerahan lembar Log Book Penangkapan Ikan
warna putih kepada petugas yang berwenang di pelabuhan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN YANG DISEDERHANAKAN

Lokasi keberangkatan |: Rumpon (Ya/Tidak)

Nama kapal - Lampu (Ya/Tidak)

Nama pemilik : Jumlah jaring (pis)

Alat Penangkapan lkan | : Jumlah bubu (unit)

Ukuran (GT) H Jumlah mata pancing

Daya mesin (PK) : Jumlah pemancing (orang)

Tanggal berangkat H Jenis umpan

Tanggal kembali : Lama rendam (jam)

Daerah Penangkapan

Ikan
Tanggal . " - ) Hasil tangkapan (kg/ekor)
operasi nomor setting aktu operasi Jenis 1 Jenis 2 Jenis 3 Jenis 4 Lainnya Total
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TATA CARA PENGISIAN FORMULIR LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN YANG

DISEDERHANAKAN

Lokasi

diisi nama lokasi/tempat pangkalan /basis kapal
keberangkatan
Alat Penangkapan |diisi nama jenis Alat Penangkapan Ikan yang
Ikan dioperasikan/digunakan
Nama kapal diisi nama lengkap Kapal Penangkapan Ikan
Nama pemilik diisi nama lengkap pemilik Kapal Penangkapan Ikan

diisi besaran volume /bobot kapal dalam unit gross tonnage
Ukuran (GT)

(GT)

Diisi dengan daya/kekuatan mesin kapal terpasang dalam
Daya mesin (PK)

unit PK

diisi tanggal keberangkatan untuk melakukan operasi
Tanggal berangkat " e B

penangkapan

diisi tanggal kedatangan di pelabuhan setelah selesai
Tanggal kembali
melakukan operasi penangkapan

diisi nama jenis ikan yang dijadikan sebagai umpan (untuk
Jenis umpan
kelompok Alat Penangkapan Ikan pancing dan perangkap)

Diisi lama waktu Alat Penangkapan Ikan di dalam air,
Lama rendam dihitung mulai selesai setting sampal dengan mulai
(jam) ditarik/diangkat kembali ke atas kapal (untuk Alat

Penangkapan Ikan jaring insang, rawai tuna dan rawai dasar)

Diisi tanggal pada waktu melakukan pengoperasian Alat
Tanggal operasi
Penangkapan Ikan

Diisi nomor urut Alat Penangkapan Ikan dioperasikan setiap

Nomor setting h
arinya

Diisi dengan keterangan saat alat dioperasikan: P untuk

waktu pengoperasian pagi), S untuk siang, Sr untuk sore, M

Waktu operasi
untuk malam, F untuk waktu fajar (sebelum pukul 06.30
waktu setempat).

Daerah diisi nomor grid /kotak pada peta, sesuai dengan posisi/letak

Penangkapan lkan | operasi penangkapan dilakukan

Jumlah jaring (pis) | diisi jumlah pis jaring yang dioperasikan (untuk Alat
Penangkapan Ikan jaring insang)

Jumlah bubu diisi jumlah Alat Penangkapan lkan bubu yang dioperasikan
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funit) dalam satuan unit (untuk Alat Penangkapan Ikan bubu)

diisi dengan tulis (Y) jika menggunakan rumpon dan tulis (T)
Rumpon (Y/T) jika tidak (untuk Alat Penangkapan lkan pancing ulur tuna,

tonda, huhate, dan pukat cincin)

diisi dengan tulis (Y) jika menggunakan lampu dan tulis (T)
Lampu (Y/T)

jika tidak (untuk Alat Penangkapan Ikan pukat cincin)

Jumlah mata

diisi jumlah (rata rata) mata pancing yang dioperasikan setiap
kali setting (untuk Alat Penangkapan Ikan pancing ulur tuna,

anci
P e tonda, dan rawai).
Jumlah diisi jumlah pemancing setiap kali setting (untuk Alat
pemancing Penangkapan Ikan huhate}.

Hasil tangkapan

Berat (kilogram) dan/atau jumlah (ekor).

Jenis 1

Diisi nama jenis ikan hasil tangkapan yang dominan
tertangkap urutan kesatu berikut bobotnya (kg) atau jumlah
individu (ekor).

Jenis 2

Diisi nama jenis ikan hasil tangkapan yang dominan
tertangkap urutan kedua berikut bobotnya (kg) atau jumlah
individu (ekor).

Jenis 3

Diisi nama jenis ikan hasil tangkapan yang dominan
tertangkap urutan ketiga berikut bobotnya (kg) atau jumlah
individu (ekor).

Jenis 4

Diisi nama jenis ikan hasil tangkapan yang dominan
tertangkap urutan keempat berikut bobotnya (kg) atau jumlah
individu (ekor).

Lainnya

Diisi nama jenis ikan hasil tangkapan yang dominan
tertangkap urutan kelima berikut bobotnya (kg) atau jumlah
individu (ekor).

Total

Diisi jumlah seluruh ikan hasil tangkapan bobot/individu
dalam unit kg atau ekor

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN
DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
PERMOHONAN AKTIVASI E-LOG BOOK

Nama Kapal

Nama Pemohon

Nomor Permohonan

Nama Nakhoda

Jenis Palka

Email Pemohon *

Nomor HP Nakhoda *
Provider *

Nomor IMEI *

Nomor Perizinan Berusaha

Subsektor Penangkapan Ikan* :

Tipe/Jenis Kapal
Nomor Register Kapal

. Ukuran Kapal (GT)

Perusahaan

Alat Penangkapan Ikan *
Nomor Transmiter

Jenis Izin (Izin Pusat/Daerah)

Keterangan:
Tanda (*) berarti wajib diisi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT

TANDA TERIMA AKTIVASI AKUN E-LOG BOOK
Nomor Registrasi ...

Yang bertanda tangan di bawah ml
Nama Petugas

NIP

Jabatan

Telah menerima surat/berkas permohonan dari
Nama Pemohon ]

Nomor Ponsel

Email

IMEI

Untuk aktivasi akun e-Log Book kapa] penangkap ikan sebagai berikut:
Nama Kapal

Nomor Perizinan Berusaha

Subsektor Penangkapan lkan

Alat Penangkap lkan

Gross Tonnage (GT)

Jenis Kapal

Jenis Palka

Nama Perusahaan :

Dengan kode akses username ... dan password ... Sejak diterimanva
formulir aktivasi akun e-log book ini, kapal tersebut di atas harus mulai

mencatatkan data aktivitas penangkapan ikan melalui e-log book.

Tanggal Bulan Tahun Pukul

Pemohon Syahbandar PP/
Petugas Log Book Penangkapan lkan ...

Nama Nama
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

TATA CARA PENGGUNAAN E-LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN

Aplikasi e-Log Book dapat digunakan pada gawai dengan jenis android dan
diunduh pada Playstore. Aplikasi e-Log Book harus diisi ketika berada di lokasi
fishing ground secara lengkap dan mengunggah data tersebut ketika gawai
mendapatkan jaringan internet sebelum melakukan bongkar hasil
penangkapan ikan. Data tersebut selanjutnya diverifikasi oleh Verifikator.
Berikut merupakan tata cara penggunaan aplikasi e-Log Book meliputi:

(1) MENYIAPKAN GAWAI YANG AKAN DIPERGUNAKAN
Pelaku Usaha/Nakhoda menyiapkan satu gawai dengan jenis android
yvang akan digunakan dalam pelaporan data log book penangkapan ikan.
{2) MENGUNDUH DAN MENGINSTALL E-LOGBOOK
Pelaku Usaha/Nakhoda mengunduh dan menginstall aplikasi e-logbook
penangkapan ikan KKP pada Playstore android atau dengan cara
memindai barcode berikut:

SRyt

(3) REGISTRASI DAN AKTIVASI
Pelaku Usaha/Nakhoda mengajukan permohonan aktivitasi kepada
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Petugas Log Book Penangkapan
Ikan untuk meregistrasikan akun e-Log Book dengan menginformasikan
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beberapa data diantaranya Nama Kapal, Pelabuhan Pangkalan, Nama
Pemohon, Nomor Permohonan, Nama Nakhoda, Jenis Palka, Foto Kapal,
E-Mail Pemohon, Nomor HP, Nomor IMEI, Nomor NIB, Jenis Kapal, GT,
Nama Perusahaan, Alat Penangkapan Ikan, Nomor Transmitter, dan Jenis
Izin (Pusat atau Daerah).

Setelah berhasil, Pelaku Usaha/Nakhoda mendapatkan Formulir Tanda
Terima Aktivasi Akun e-Log Book. Proses aktivitas akun hanya dilakukan
1 (satu) kali selama gawai yang digunakan tidak berubah pada 1 (satu)
kapal.
(4) NAKHODA MEMULAI AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN

Nakhoda kapal penangkap ikan sebelum berangkat menuju Daerah
Penangkapan lkan (fishing ground) diharuskan memastikan GPS pada
gawai berfungsi dengan baik dan menekan tombol “BERANGKAT” pada
aplikasi e-Log Book sebagaimana gambar berikut:

HONG TJAI

ABADI MAKMUR

@mmmuhhoumu
berarhat

(5) PROSES SETTING
Ketika kapal sudah sampai di lokasi fishing ground, kapal akan
melakukan setting, klik “MULAI SETTING” sebagaimana gambar berikut:
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HONG TJAI
ABADI MAKMUR

Q Kik tombol tela aken menta
wting alal wighsg

(6) PROSES HAULING

Ketika kapal akan memulai proses hauling pertama, klik “SELESAI
SETTING" sebagaimana gambar berikut:

slogtioak

MONG TJAI
ABADI MAKMUR

(:D 25102018 252752
Q -c3seomisi067anaees
£® 25102010 22754

e -0.34500953 10673125024

(7) MASUKAN DATA HASIL TANGKAPAN

Nakhoda selanjutnya mengisi data hasil tangkapan ikan berupa jumlah
(kg} dan jenis ikan yang didapat. Khusus hasil tangkapan jenis tuna,

maka jumlah hasil tangkapan ikan dicatat menggunakan satuan “kg” dan
“ekor” sebagaimana gambar berikut:
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(8) PROSES SETTING SELANJUTNYA

Langkah selanjutnya adalah mengklik “MULAI SETTING” untuk proses
setting kedua dan selanjutnya dan mengulang tahapan proses hauling

“SELESAI SETTING” serta masukan data hasil tangkapan sebagaimana
gambar berikut:

S ©

- I — = !
HONG TJA ‘
ABADI MAKMUR

HONG TJdAI
ABADI MAKMUR

Q10 tiomboot bl akan merralu G 25102010 232752
satting o targhap

". '4'3'1‘!3-7(71! 2329 0 merst Q £ 34900715 100 73129485

281052018 2527 0 manst O IS100IN T LA

9 - 0055 106 T4

(9) SIMPAN DATA
Setelah selutuh proses

setting-hauling telah selesai dilakukan,
selanjutnya klik “SIMPAN DATA" sebagaimana gambar berikut:
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@ rmmnns e v

| © Covmrnet v tniaerr

-y

(10) MENGUNGGAH DATA
Setelah seluruh aktivitas penangkapan telah selesai dan kapal kembali
menuju Pelabuhan Pangkalan, proses mengunggah data dapat dilakukan
apabila gawai mendapatkan jaringan internet dan menekan klik “UPLOAD
DATA”" yang lokasinya berada di pojok kanan atas sebagaimana gambar
berikut:

o O 34500018 100 T3

o S 3NN 100 TIIWMT?

Pastikan proses mengunggah data berhasil hingga selesai, maka data
akan tersimpan di dalam basis data KKP untuk selanjutnya dapat
dilakukan verifikasi dan validasi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN GANGGUAN/KERUSAKAN PADA GAWAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama Suse

NIK R

Nakhoda Kapal/Nelayan : KM. ...

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan
operasional penangkapan ikan sebagai berikut:
Nomor SPB :
Tanggal kedatangan
Pelabuhan kedatangan :
pada trip kami per tanggal ... bulan ... tahun ... sampai dengan tanggal ...
bulan ... tahun ... tidak menggunakan e-log book dikarenakan adanya gangguan
atau kerusakan pada gawai yang disebabkan oleh ... namun tetap
menyampaikan log book penangkapan ikan secara manual (terlampir).
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kami
bersedia menerima segala konsekuensi apabila dikemudian hari ditemukan
data dan informasi yang tidak benar.
Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Nakhoda/Nelayan ...,

()

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN
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LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
PENJELASAN DAN KLARIFIKASI TERKAIT KETIDAKSESUAIAN DATA LOG
BOOK PENANGKAPAN IKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama nakhoda/nelayan
Nama Kapal
Alat Penangkapan lkan
Tanda Pengenal Kapal
Ukuran Kapal (GT)
Tanggal Keberangkatan
Tanggal Kedatangan
Menyatakan bahwa adanya ketidaksesualan atas data:
Drons
Diees
disebabkan:
Menggunakaan 2 API
Melakukan transhipment
Menangkap di luar lokasi yang diizinkan
Lainnya ...

oooo

Demikian penjelasan dan klarifikasi ini Saya buat dengan sebenar-benarnya
untuk dipergunakan dalam proses persetujuan pembongkaran ikan hasil
tangkapan. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa penjelasan dan klarifikasi ini
tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Nakhoda/ nelayan

Lzl
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
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LAMPIRAN X1

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN IKAN

Diberikan persetujuan untuk melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan
kepada:

1. Nama nakhoda/nelayan

2. Nama Kapal

3. Alat Penangkapan Ikan

4. Tanda Pengenal Kapal

5. Ukuran Kapal (GT)

6. Jam/No. urut bongkar

RARRAS. ¢ R

Otoritas di Pelabuhan Pangkalan atau Nakhoda/Nelayan
Otoritas di Sentra Nelayan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
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LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
HASIL KLARIFIKASI LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN

A_ ldentitas Kapal

Nama Nakhoda/nelayan
Nama Kapal :
Alat Penangkapan lkan
Tanda Pengenal Kapal
Ukuran Kapal (GT)
Tanggal Keberangkatan
Tanggal Kedatangan

NOU AW N~

B. Hasil Klarifikasi Log Book Penangkapan Ikan

Hasil

No Pemeriksaan Kescsuaian Kesesuaian Klarifikasi

1 | Kecordinat Penangkapan [kan

Jumlah dan jenis ikan yang didaratkan dengan yang
dilaporkan

3 Ukuran Kapal Penangkap Ikan dengan jumlah hasil
tangkapan

4 | Dacrah Penangkapan Ikan

5 | Pelabuhan Pangkalan

6 | Alat Penangkapan Ikan dan jenis ikan yang ditangkap

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Otoritas di Pelabuhan Nakhoda /nelayan

Pangkalan /Otoritas Di Sentra (nama pemberi
Nelayan klarifikasi)

() (...)
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT

PEMERIKSAAN LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN YANG DISEDERHANAKAN

A. Identitas Kapal

A U o I

i
B. Hasil Pemeriksaan Log Book Penangkapan lkan

Nama nakhoda/nelayan
Nama Kapal

Alat Penangkapan Tkan
Tanda Pengenal Kapal
Ukuran Kapal (GT)
Tanggal Keberangkatan
Tanggal Kedatangan

No

Pemeriksaan Kesesuaian

1

kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang
digunakan dengan jenis ikan hasil tangkapan

kesesuaian hari melaut dan jumlah setting

kesesuaian lokasi penangkapan ikan

Berdasarkan hasil pemeriksaan direkomendasikan: *)

0 menyampaikan kepada Petugas Data Entry untuk dimasukan ke dalam
SILOPI

O Klarifikasi kepada nakhoda/nelayan

www.peraturan.go.id
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Keterangan:

1. Apabila hasil pemeriksaan log book penangkapan ikan sesuai maka
disampaikan kepada Petugas Data Entry untuk dimasukan ke dalam
SILOPL

2. Apabila hasil verifikasi data log book penangkapan ikan tidak sesuai, maka
dilakukan klarifikasi kepada nakhoda/nelayan untuk diperbaiki.

FETRCae | ) JR

Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan/Petugas Log Book
Penangkapan lkan nakhoda/nelayan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN

PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN
BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA ALIH MUATAN
1. Di WPPNRI

Kapal Penangkap Ikan Kapal Pengangkut lkan

Nama Kapal Nama Kapal

Radio Panggil Radio Panggil

Tanda Pengenal Kapal

Tanda Pengenal Kapal

Nomor perizinan
berusaha subsektor
penangkapan ikan

Nomor perizinan
berusaha subsektor
pengangkutan ikan

masa berlaku perizinan
berusaha subsektor
penangkapan ikan

masa berlaku perizinan
berusaha subsektor

pengangkutan ikan

Nomor Pendaftaran RFM{Q...

Nomor Pendaftaran

RFMO
(kalau ada) (kalau ada)
sovfazi Fae
Waktu Berangkat (Tanggal /Bulan
/Tahun)
Jenis Alat Penangkapan
lkan Dari Pelabuhan —
Waktu Kembali (Tanggal/Bula
n/Tahun)

PELAKSANAAN ALIH MUAT

Waktu Pelaksanaan

viofeif /.. [Jam/Tanggal/ Bulan/Tahun)

Lokasi (koordinat)

Lintang/Bujur Nomor WPPNRI: ...

Waktu Tiba di
Pelabuhan

viofeif i/ . [Jam/Tanggal/ Bulan/Tahun)

www.peraturan.go.id




-197-

Jenis dan berat ikan (kg) yang dipindahkan dari Kapal Penangkap Ikan ke
Kapal Pengangkut Ikan dan yang didaratkan: ... kg dengan rincian sebagai
berikut:

Jenis Ikan Penang flem/Berat. (K2) Total
(Nama Indonesia) Tanpa : : Lain-Lain (kg)
Utuh Kepala Disiangi| Fillet (Sebutkan)
Total (kg)
Nakhoda Kapal Nakhoda
Penangkap Ikan Kapal Pengangkut Ikan
(ttd.) (ttd.)
Nama Lengkap Nama lengkap

Pengesahan Kepala Pelabuhan Pangkalan
Nama Pelabuhan, tanggal/bulan/tahun

Nama Pejabat

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

2021, No.

968
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2. DI LAUT LEPAS

a. IOTC TRANSHIPMENT DECLARATION

-198-

Carrier Vessel

Fishing Vessel

MName of the Vessel and Radio Call Sign:
Flag:

Flag State License Number:

National Register Number, if avallable:
1O1C Register Number, If avallable:

Day Month

beparwee ||| || |

Name of the Vessel and Radio Call Sign:
Hag:

Flog State License Number:
National Register Number, If avaltablo:

10TC Register Number, if avallable:
Agent” s Name: Master ' s name of Master” s name of
oiv: Carries:
Signature: Signature: Signature:

LOCATION OF TRANSHIPMENTS ... E..

indicate the weight in kilograms or the uni used (e.g. box, basket) and the landed weight in kilograms of this unst: . kiiograms

. Port Type of Product
Spaces 83 Whole | Gutted | Headof |_Filet Resiimk
CCSBT TRANSHIPMENT DECLARATION
Carrier Vessel Fishing Vessel

Name of the Vessel und Radio Call Sign:
Mag:

Flag State / Fishing Entity license number:
National Register Number, if availabie:
CCSBT Regisier Number, (f avallable:

Day Month  Hour

Y ]
Return —]_J [—[_l [_I_]
Transhipment I:E I :D

LOCATION OF TRANSHIPMENT

vew CTTT]

From (Port name)

10 (Port name):

Indicate the weight in kilograms o the wnit usod (c.g box, basket) and the landed weight in kilograms of this unit: | kilogrums

Niune of the Viessel and Radio Call Sign:
Tlag

Flag State / Fishing Fnrity license number:
Navonal Register Number, (f avidlable:

CCSBT Register Number, 1€ available:

Agent's name: Master's name of LSTLV: Master’s name of Carricr;

Signature: Signuture: Sigmature -

Species | Pom Sea

Type of product

RD'

GGO' (kgy

GGT' (kg) | DRO'(kg) | DRT' (kg Fillted! | Other! (kg)

(FL). or Other (OT).

product type (as fisted sbove).

If transhipment effected at sea, CCSBT Observer Name and Signature:
! The Iype of product should be indicated as Round (RD), Gilled sud gutied - tail on (GGO), Gilled und gutteé - 1ail off, (GGT), Dressed

1 filling ont an ICCAT, IOTC or WEPFC Transhipment Declaration (TD), record the SBT weight (kg) against the product type that mast closely matches the sppropriate CCSBT SBT

tail on (DRO), Dressed - tail off (DRT), Fillet

www.peraturan.go.id
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c. WCPFC TRANSHIPMENT NOTIFICATION AND DECLARATION REPORT

Receiving vessel : Fishing vessel (Gear)
Name of vessel and radio call sign Name of vessel and radio call sign
Coantry Flag 3 Country Flag
WCPFC Mentification Number (WIN) - o WCPFC Identification Number (WIN) = L
LOCATION OF TRANSHIPMENT High Scas / within o EEZ ( ) AREA! | WCPFC 2 IATTC 3.10TC 4, ICCAT €Please circle one
no MM Yyyy Do MMM YYYY
hee ] I Date '
Latitude | Longrude | | Lutnute | Lonatady | I L |
TOTAL WEIGHT IN KILOGRAMS TOTAL WEIGHT IN KILOGRAMS
WEPFC Observer Namse & Frovider Masters’ % Nume Currier WEPFC Observer Namse & Provider Masters' s Name Carvder  WOPFC Observer Name & Provider
Sigmaturt Stgusture Shmatsrn Synaturs natars
TRANSHIPMENT PRODUCT
Propescd Kilogram to be transshipped Actual Kilogram transshipped mﬁvﬂa bl the
1 Typos of Prodat 1 Typos of Mrodust Quaniity of Prodeet
is M E E R E 2| 3 i I PEEB AR EE HE 2 Y
Species B | 232 33|z3z2| 333l 21z 3| 2 speoes | B3| $|3A3E 323 2| 3]l 3] 2 g |z12]5]2
BB EEEERHER B BEHE NI EE
G S < ¢ S S -3 o £l = ]S 8
werne werre Togre
Wipeye T ol
P o Yeloutin
Yellorw i Yellrw fin.
o e
o o Sewdlia
St} Swendfieh [ _
werre were e
i st —
o o Alhe-come
Alhacom Athsnne
T o
wore wone Shark
Shark Shaik
T [
worne wors Oabers.
Others Others
T e
d. JATTC TRANSHIPMENT DECLARATION
Carrier Vessel Fishing Vessel
Name of the Vessel and Radio Call Sign: Name of the Vessel and Radio Call Sign:
Flag: Flag:
Flag state license number: Flag state license number:
N l Reg) Number, if avalabl Natiorml Register Number, if avmlable;
TATTC Register Number. if available: IATTC Register Number, if available;
Day Month Hour Yurl 2 |(I | | Agent's name: Master's name of LSTV: Master’s name of Carn
Daparture L L1 | from
Retum o i Signuture: Signature
Indicate the weight in kilograms or the unit used (e g. box, basket ) and the bonded weight in kilograms of this unit: | kalograms
LOCATION OF TRANSHIPMENT:
Species Port Sea Type of
Whole | Gutted | Headed | Filleted
If transhiprment effected at sea, IATTC Observer Signature:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
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LAMPIRAN XV

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT

BORANG PEMANTAUAN PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

IODMENTIOUAN KELAUTAN DAN FEIUKANAN
DIREKTOMAT JENDIEDAL PEN] KANAN TAMOKAP

DORANCG PEMANT ALAN PENANOKAFAN TKAN DAN FENCOANOKUTAN IKAN

Lenstssr 1. Inhewset oged Persangiog lams

| 1
DATA UMUM
Noan Kaapasd:* T asnta Pergenal Kepad
ToTizimat) Darasana DUbes ke PeTEngaan (han, -
i ik b Nu SIS |¢‘ns £
No. Mogtens RIMOS " | 0TC ; CCcmr
Tatiun Prnibanginss * PN > | S
Nesmua Maktisads [Naemn Piatang Mo 5
Nosmin Peaslik/Uperstur Kagpek
P b st mrs Ko dow sy ut"Y Ta Xebes abaryy " Pusgang Kagee ]
P datrutian Kedasargan Tangasi Kettatargan Lt Kagmat )
m"_'u’\ml neegous T v 7 Joertis vaes = ot Rapal YT
.'?"' LTS I ——— L T Sy g — [P
ALAT AN
- A 3 arg Uirggenr, AL ™ S Tank,
oo mn ot daan Anskat ares Insang Jaeng tels
G R — e [ —
Ukizrmn seata pstesg Parpeng jaring = fPhurguryg tal rie stus m
)!.-:n;l\u_xw; ' J e Lo s Jarmg Ll i e A —
| Acmtah pmecg s hasaee Ukuran neats |aresg pats ety [ Jartew
| Sarrybaty Seenbont:* putgmmby . Vo prtrg m
Ranjry tab pelesgrung” T T fch JPargarg inces o~
ramtat pesangrung per beaker | Wit L ..
Parjang sl odung = humdah pe Sesprung Vs Platan nch
O S [ SR —— om PR Geeng  ech
PR ———— T Oumrtronng  Puyang m
e e N e g m fnm  Lebas m
ALAT DARTU
ALAT MITIGAS! PENANGIAPAN IKAN KAPASITAS PALKA flom™ | PENANGEAPAN
BIAN
onl Lovw VA Y | T Tarte Stader Ort frasea 1 (P & [Tye=————
& ety
Lvwr amgtang ¥ 1 1 1 pams = P20 3 :':‘:::::“""
2y ot Btager Dt T > i © samyu
Dcter '~ ¥ 7 T [¥E frane Padas & Larg: et |
DERKNIPST
Ketmrungas 7) Cumet ynrg sl purh T =/ wia T tatak ) Sslak sdn

Nes=a Pwrrmimuau
Nomsw ldentias Pwnsnusg

Taruin Tusgan
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Lembar 2 Rekapitulasi Hasil I Halaman dan halaman I
Tangkapan - Kelompok API 1 dan 2
Tanggal / Bulan / Tahun Mula; Setting '
Nomaor Setting-Hauling ™
Mulai* Selesai™ | Mulai® | Selesai™ | Mulai™ | Selesai®
Walctu (pukul)’ |
Setting Lintang (dd-mm-ss)’ |
Bujur (dd-mm-ss)” |
Kode Cunca" i
Mulai¥ | Selesai | Mulai® | Selesai™ | Mulni® | Selesai®
Walktu -pukllli- :
Hauling Lintang (dd-mm-ss)"
Bujur (dd-mm-ss) |
Kode Cuaca'
Wilayah Pengelolaan Perikanan '™
Bernt Bernt | . Berat
: g A Jumlah 2 .| Jumiah Jumlah
Kode /Nama Dagang Tatal o Total | 3 s Total ”
§ . e kar) <« | |ekor) S5 fekorf
flcg) (kg) | kgl
Yellowfin Tuna ;
Bigeye Tuna
ook Tuna !
Albacore ;:
|
Hasd |
Tangkapan t
|
Utama ™ !
|
|
|
Total Hasil Tangkapan Utama 3 |
Cucut dan |
Pan™ ‘
|
Total Cucut & Pan'” |
Ikan Lainnya ™ |
5
Total Ikan Lainaya'’ ‘
Hewan Laut '
Lain -
[ERS/ETP' |
Total ERS/ETP' 5
Nama Pemantay
Nomor Identitas Pemantau A RIBXS, Tanda Tangan
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Lembar 3. Rekapitulasi Hasil Tangkapan - Kelompok APL 3 Halaman .... dari .... halaman

OFPERAS]I PENANGEAPAN THAN

Tangegal /Bulan fTahun

Momor Setting-Haulng

Waktu mulai Seting 'F:ll.l|-cl'.|:.

Posisi Geografis

Setting
Walktu mulai

Wakitu selesai fowing (puloul)

Wakiu selesai hauling '|;;.|,||.;|-_||'
Posisi Geografis |Lintang [dd-mm-ss
Hauling Buju

Wilayah Pengelolaan Perikanan [WPF)

id-mm-ss)

Diaerah Penangkapan lkan |I>E":|:

t towing (knot)

Kecepatan kapal s

Kedalaman perairan {meter]

HASIL TANGEAPAN
Bemt (kgBerat (kg)|Bemt (kg Berat (kg)| Bemt (kgflBerat (lkg)

Kode fNama Dag

Udang / Tean

JUMLAH™

Hasil Tangkapan

Sampingan yang

Dimanfaatkan”

JUMLAH

Gerot-gerot
k
Tigmwaja

Pr
L

Belo=o
Maotn bes

Biji nanglka

Ha

Sampingan yang

sil Tangkapan

ir

Dibuang

JUMLAH '™

Spesies dalam Satu Ekologi ([ERS)” Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor

B

=y

LUlar Lt

Nama Pemantaa

Nomor ldentitas Pemamtan @ e Tanda Tangan
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Lembar 4. Data Hasil Tangkapan per Individu - Kelompok API 1 dan 2

Nomar Seiting-F

Nomor lka

Nomor Basket - Pancing

Lintan, (dd-mm-ss)

Bujur” (dd-mm-

| Jenis Tkan™

Total™

fig)”

Gonada ™

Tostal™

Fon

Retain | Release

Kelamin (J/B)

J = Jantan; B = Betina

Retain: disimpan, Release: dilep

s dalam kondisi hidup, Discard : dibua m kondisi mati /tidak wtuh

Catatan:'”!

Nama Pemantau

Nomor ldentitas Pemantau

anda Tangan

ok AP1 3

Data Biologi Udang - Kelo

Towing

Kedalaman Peraiman

ilan Contoh Awal Tangkapan

Nomor Udang"

Jenis /Nama Dagang

s Kelamin

Kematang

HO J HL

j 2 - Perten,

Karapas (mm)

Lebar Karapas (mm)

3 - Akhir Tang

s /Jenis /Nama Dagang

nis Kelamin

Kematan,

setiap pengam

lan awal, pertengahan, dan akhir

Tangan
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Lembar 6. Spesies Terkait sccara Ekologi (ERS) yang Tertangkap - Kelompok APl | dan 2

N ama Pemantan Nomer Identitas Nama Kapal & Nomor Perizinan Trip | Settng® Halaman®
Pemanta:?® Berusaha Subsektor Penangicapan : ‘dati
Tkan" Y Halaman
[Tanggal® Waktu (puicd) Lintang (dd-mm-s3)" Bjur {dd-mum-ss)”

IDENTIFIEAS] SPESIES
KHUSUS FENYU
Jumnlah Sisik™ Ukuran Panjang (cm
Pungung datecl Sesws | PEOUL gt Seaay | Kepala pwmest soe | CCL femf™ | TIL femn)™ PTL fexmy’
— SPESIES LAIN
X -
n ™ Jantan [Betina'¥ Foto™* Panjang {cm) Khusus untuk Hiu, Paus dan Lumba-lhumba®
Spesies
LW L "' Numar®
Jenis Pancing Kode Posisi Pancing (Lingkas) ™ Deskripsi Spesies™
(Cocle | J] '™ | a Terkait di dalam Alat Pencernaan
b Terait di dalam mulut
¢ Terkait di huar bagian tubuh
d Terjerat /terlilit senar pancing
KONDISI
Pada Sant :knde Kondisi® Desloipai Koadsi™
Tertangeap ™ ?
Pods Saat | 0de Kandisi® Deaimps) Kondsi™
Dilepan:™ |
{
EETERANGAN KODE KONDISI
B : DU SEMAT s TENLUKA DAN TRRKINA FARCING DEWGIAN DALAM TURUR
" © MIDAF TAP SEPEXT] TIDAK MIDLY PINORAN) 3 MATY
M3 MIDUP DAN SEMAT TAR TEICIENAT ALAT PENANCIATAN SCAN ™1 MATT DAN TIFUKINA PANCIWS DEACIAN LIAK TUTRM
B3 & TENLUKA DAN TISURIAT ALAT FESANCIKAFAN IKAN M3 MATT DA TEITKINA FANCING DINACIAN DALAM TURSLEY
B4 TENLUKA DAN TIRKINUA PANCING DEWCIAN LUAK TTILT M3 MATT DAN TISUIRAT ALAT FERANCICATAN TKAN
Penanganan di atas kapal®
TAG | taxpa™
Nomor Tanda® [Tipe* Organinasi” (30 .
*KODE SPESIES
P 1 SEMUA PAUS Brg t SEMUA BURUNG PY @ PENYU TEMPAYAN PL : PENYU LEKANG
LL 1 SEMUA LUMBA-LUMBA LAUT PB : PENYU HELIMHEING PS8 : PENYUSISIK
C : SEMUA CUCUT/HIU PH : PENYU HIJAU PP : PENYUPIPIH
Pr 1 SEMUA PARI

www.peraturan.go.id
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Lembar 7. Spesies Terkait secara Ekologi (ERS) yang Tertangkap - Kelompok APl 3

Nama Pemantan Nomor Identitas Nama Kapal & Nomor Penzinan Trip | Setting” Halaman®
Pemmantau® Berusaha Subseldor Penangiopan
lean™ A dari
Tanggl" Wakiu (puioul)’ Lintung (dd-mm-ss)" Beyjur (dd-mm-ss)”
IDENTIFIKASI SPESIES
KHUSUS PENYU
Jumnlah Sisik Ukuran Panjang fem) '
Pungung tatesl seewe™ Perut oy Ras' Kepala s 5o CCL fem)* TTL (cmj™ PTL |cm)
SR A
Aode ] is e ) . R z
Speaie Jantan /Betina Foto Panjang jomj Khusus untuk Hiw, Paus, dan Lemba-Jumba
s . .
\4 LA | Nomar"
|
Ukuran Mata TED [ BED Deskripsi Soesies’
Jaring (inch)'* IY/T)
HKONDIS!

Pada saat
Tertangkap'"

i Kode Kandisi®

Desloipsi Kondisi™

Rode Kondisy

Desloipsi Kondisi™

Pada saat
Dilepas™
KETERANGAN KODE KONDISI
n © MDA SEMMAY ns TENLUKA DAN TIKENA PANCING DEDAVOIAN TALAM TUIMLY
M1 MU TAP SEPEXTT TIDAK MGDLY PINGEAN) AN MATI
B3 : DL DAN SEMAT TAR TRILIENAT ALAT FERANCRATAN SCAN M1 VAT DAN TEIKINA PANCING DIIACIAN LUANR TUZR
"a TEMLUKA DAN TIPUTNAT ALAT FENANCOKAPAN IKAN M3 MATT DAN TIDOKINA PANCING DINACIAN DALAM TUESUN
B4 TEMLUKA DAN TENKENA PANCING DRIACHAN LUAX TL3ILH M2 MAT] DAN TISLIRNAT ALAT PEMANGKAPAN IKAN
Penanganan di atas kapal:*'!
TAG / TANDA™
Nomor Tanda® Tipe" Organiaasi Keterangan™
*RODE SPESIES
P 1 SEMUAPAUS Brg t SEMUA BURUNG PY : PENYUTEMPAYAN PL : PENYU LEKANG
LL ¢ SEMUA LUMBA-LUMBA LAUT PB : PENYU BELIMBING P8 : PENYUSISIK
C : SEMUA CUCUT/HIU PH : PENYU HILJAU PP : PENYUPIFIH
Pr 1 SEMUA PAR!

www.peraturan.go.id
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Lembar 8. Alih Muatan lkan di Laut Halaman ... dari ... Halaman
Nama Kapal:"' Nama Kapal:®

Nama Nakheda:™ |Nama Nakhoda:"

Bendera Kapal:™ S ___|Bendera:® o )

Nomor Perizinan Berusaha Subscktor Penangkapan |[Nomor Perizinan Berusaha Subscktor

Ikan:* Pengangkutan Tkan:"

Tanda Pengenal Kapal:™ . [(TendaPengenalKapal™
RFMOs:"* WCPFC / 10TC / CCSBT RFMOs:"" WCPFC / 10TC / CCSBT

No. Register RFMOs:® . ) No. Register RFMOs:" R

Foto Lambung Kapal:""' Y/ T ;No. Foto: Foto L'xmblmh'l{npnl:'“‘ Y/ T ]No. Foto:'

A _Waktu dan Lokasi Alih Muatan lkan™
Tanggal:"' fran-ssse = Lintang, (ol mm s LU/ LS
Pukul:* Bujur jdd-mm-ss):” BT

Spesies / Tipe Berat Tipe ch|| Tipe Berat Tipe Berat Tipe Berat
Kode Dagang' | produik™ g Produk” (kg IProduk™ kg™  |Produk™! kg |[Produk™ (kg™
TOTAL"
Ketemngan: *Tipe Produl:
") Coret yang tidak periu a. Utuh (whole)
Y :ya / ada b. Tubuh tanpa isi perut (gutted)
T - tidak / tidak ada c. Tubuh tanpa kepala (headed )
— T d. Potongan tubuh (filleted)

Nama Pemantau

Nomor ldentitas Pemantau L <IN b bbb Tanda Tangan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
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LAMPIRAN XV1

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

SPESIFIKASI KAMERA PEMANTAU

No Rincian Spesifikasi Minimal
1 | Jenis Kamera Water proof, infrared, GPS built in
2 Resolusi Kamera Full HD 1080 - 12 MP
3 | Memori 1 TB (disesuaikan lama trip penangkapan ikan)
] Batterai, Panel Surya, atau Listrik Kapal
i) Masusiauisu (disesuaikan spesifikasi dan ukuran kapal)
5 | Pemasangan Kamera Statis
6 Pengopeoasian Mengambil gambar 24 jam
Kamera
Foto/Video hasil penangkapan, Koordinat
7 | Muatan Data (bujur dan lintang), waktu (jam, hari,
tanggal, bulan, tahun).
Mampu mengukur kecepatan (speed), arah
8 Aplikasi Pengolahan (course) gambar kapal penangkap ikan, waktu

Data

penangkapan, jumlah dan jenis ikan yang
ditangkap, berat ikan, lokasi setting-hauling.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
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LAMPIRAN XVII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT

PERMOHONAN PENEMPATAN PEMANTAU DI ATAS KAPAL

(Kop Instansi Pemohon)

Nomor : (Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)
Hal ¢ Permohonan Penempatan Pemantau di atas Kapal
Lampiran : Satu berkas

Yth.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
cq. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan alih muatan  hasil tangkapan
(transhipment) /sertifikasi dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan
perikanan/lainnya ..., bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan
penempatan Petugas Pemantau di atas Kapal, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kapal

Tanda Pengenal Kapal
Nomor Perizinanan
Berusaha Subsektor

Penangkapan
Ikan /Pengangkutan

www.peraturan.go.id
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Ikan
Tipe /Jenis Kapal : Kapal Pengangkut/Kapal Penangkap Ikan®
Alat Penangkapan lkan : Jenis Alat Penangkapan lkan sesuai Izin
Nama Pemilik /Operator :
Kapal
Rencana Keberangkatan @ .., ..
Estimasi Lama Trip ¢ ... Hari

Demikian kami sampaikan surat permohonan ini, untuk koordinasi lebih
lanjut diharapkan dapat menghubungi Sdr/i ... melalui (Nomor Telepon).

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Pemilik/Operator Kapal

(Ditandatangani dan stempel)

(Nama Lengkap)

Keterangan:

‘) Coret yang tidak perlu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

www.peraturan.go.id



2021, No. 968 210-

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PEMINDAHAN AWAK KAPAL PERIKANAN /PEMANTAU DI
ATAS KAPAL/PESERTA DIDIK

BERITA ACARA PEMINDAHAN AWAK KAPAL PERIKANAN /PEMANTAU DI ATAS
KAPAL/PESERTA DIDIK *

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , kami yang

bertanda tangan di bawah ini:

l. Nama
Jabatan : Nakhoda
Nama Kapal : KM. y
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama
Jabatan : Nakhoda
Nama Kapal : KM. .

untuk sclanjutnya discbut sebagai PIHAK KEDUA,
telah melakukan pemindahan Awak Kapal Perikanan/Pemantau di  atas
Kapal/Peserta Didik® scbagai berikut :

RENCANA
PELABUHAN KONDISI ALASAN
NO | NAMA | JABATAN™ PELABUHAN
KEBERANGKATAN 5 (SEHAT/SAKIT) | PEMINDAHAN

dst.

Demikian Berita Acara Pemindahan Awak Kapal Perikanan /Pemantau di atas
Kapal/Peserta Didik* ini dibuat dengan scbenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk

www.peraturan.go.id
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discrahkan oleh PARA PIHAK kepada otoritas di pelabuhan tujuan atau sentra
nelayan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, atau Syahbandar.

PARA PIHAK
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Keterangan:

coret yang tidak perlu
** diisi Awak Kapal Perikanan, Pemantau di atas Kapal, atau Peserta Didik

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN XIX

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN

KOP INSTANSI

PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN

Dasar : 1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo.

Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

5. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor ...

6. Surat Permohonan Sdr. /Sdri. ...

od

MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN
(PEMBANGUNAN DALAM NEGERI):

Kepada:
1. Nama Perusahaan/Perorangan
2. Alamat

Dengan ketentuan teknis :
Nama Kapal

Tipe/Jenis Kapal

Alat Penangkapan lkan*l
Bahan Utama Kapal
Ukuran Kapal (GT)
Lokasi Galangan

DBy

www.peraturan.go.id
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Ketentuan lain:

1. PPKP tidak berlaku apabila dokumen yang digunakan sebagai dasar

penerbitan PPKP ini dinyatakan batal atau tidak sah oleh instansi yang
berwenang;

2. PPKP ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di

Pada tanggal

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan lkan

... (nama lengkap)
NIP. ...

Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

*antuk Kapal Penangkap Ikan

www.peraturan.go.id
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KOP INSTANSI

PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN
Nomor ...

Dasar : 1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyclenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor ...
Surat Permohonan Sdr./Sdri. ...
7. Rekomendasi Kementerian Perindustrian Nomor ...

o

MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN
(PEMBANGUNAN LUAR NEGERI):

Kepada:
1. Nama Perusahaan/Perorangan
2. Alamat

Dengan ketentuan teknis
Nama Kapal

Tipe/Jenis Kapal

Alat Penangkapan lkan*
Bahan Utama Kapal
Ukuran Kapal (GT)

Nama dan Lokasi Galangan

ol o R o o

Ketentuan lain:

1. PPKP tidak berlaku apabila dokumen yvang digunakan scbagai dasar penerbitan
PPKP ini dinyatakan batal atau tidak sah olch instansi yang berwenang;

2. PPKP ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di

Pada tanggal

a.n. Dircktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan lkan

... [nama lengkap)
NIP. ...
Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Dircktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

*muntuk Kapal Penangkap fkan
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KOP INSTANSI

PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN
Nomor ...

Dasar : 1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang Undang

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyclenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyclenggaraan Bidang
Kelautan dan Perikanan;

5. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor ...

6. Surat Permohonan Sdr. /Sdri. ...

MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN
(MODIFIKASI DI DALAM NEGERI):

Kepada:
1. Nama Perusahaan/Perorangan
2. Alamat
Dengan ketentuan teknis :
Nama Kapal
Tipe /Jenis Kapal
Alat Penangkapan lkan®)

Bahan Utama Kapal

Ukuran Kapal (GT)

Nama dan Lokasi Galangan

. Jenis Modifikasi

Ketentuan lain:

1. PPKP tidak beriaku apabila dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan PPKP ini
dinyatakan batal atau tidak sah olch instansi yang berwenang;

2. PPKP ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

NG Y B w

Diterbitkan di

Pada tanggal

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan lkan

... (nama lengkap)
NIP. ...

Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

*huntuk Kapal Penangkap Ikan
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KOP INSTANSI

PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN
Nomor ...

Dasar : 1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang Undang

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Undang-Undang Nomor 11! Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyclenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Kelautan dan Perikanan;

5. Surat Izin Usaha Perikanan Nomor ...

6. Surat Permochonan Sdr./Sdri. ...

MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN
(MODIFIKASI DI LUAR NEGERI):

Kepada:
1. Nama Perusahaan/Perorangan
2.  Alamat

Dengan ketentuan teknis ©

1. Nama Kapal

2. Tipe/Jenis Kapal

3. Alat Penangkapan lkan*!

4. Bahan Utama Kapal

5. Ukuran Kapal (GT)

6. Nama dan Lokasi Galangan

7. Jenis Modifikasi

Ketentuan lain:

3. PPKP tidak berlaku apabila dokumen yang digunakan scbagai dasar penerbitan PPKP ini
dinyatakan batal atau tidak sah oleh instansi yang berwenang;

4. PPKP ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di

Pada tanggal

an. Dircktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan lkan

... {nama lengkap)
NIP. ...

Tembusan Yth.:
1. Dircktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

*luntuk Kapal Penangkap lkan
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KOP INSTANSI

PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN
NOMOR:

Dasar : 1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang
Undang Nomor 435 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Kelautan dan Perikanan;
Surat lzin Usaha Perikanan Nomor ...
Surat Permohonan Sdr./Sdri. ...
. Rekomendasi Kementerian Perindustrian Nomor ...

No o

MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (IMPOR):

Kepada:
1. Nama Perusahaan/Perorangan
2. Alamat

Dengan ketentuan teknis :

Nama Kapal

Negara Asal

Tahun Pembangunan

Tipe/Jenis Kapal

Alat Penangkapan [kan®

Bahan Utama Kapal

Ukuran Kapal (GT)

. Nama dan Lokasi Galangan

Ketentuan lain:

1. PPKP tidak berlaku apabila dokumen yang digunakan scbagai dasar penerbitan
PPKP ini dinyatakan batal atau tidak sah olch instansi yang berwenang;

2. PPKP ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

F NP R LN

Diterbitkan di

Pada tanggal

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan lkan

... [nama lengkap)
NIP. ...

Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

*luntuk Kapal Penangkap lkan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN XX

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PEMBERITAHUAN SIAP DILAKUKAN INSPEKSI

Nomor 3 Kepada Yth.

Perihal : Pemberitahuan Direktur Jenderal Perikanan
Kesiapan Inspeksi Kapal Tangkap

Lampiran  : Satu berkas Cq. Direktur Kapal Perikanan dan

Alat Penangkapan Ikan

Tempat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini
Nama A
Jabatan
Nomor & Tanggal SIUP
Alamat
Nomor Telepon/HP
Email

Dengan ini menyampaikan informasi bahwa kapal kami

Nama Kapal S aey

Nomor PPKP :

Ukuran Kapal (GT)

Tipe /JenisKapal

Bahan Kapal

Alat Penangkapan lkan"

telah siap untuk dilakukan inspeksi TAHAP PERTAMA /TAHAP KEDUA dalam
rangka PEMBANGUNAN /MODIFIKASI di

Lokasi {5
Waktu -

Bersama ini kami menyatakan:

www.peraturan.go.id



319. 2021, No. 968

1. Bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan keabsahan dokumen
yang kami sampaikan dalam seluruh rangkaian proses inspeksi, yaitu sejak
pemberitahuan ini, pelaksanaan inspeksi dan dalam laporan inspeksi.

2. Dalam hal dikemudian hari ditemukan bahwa data, informasi, dan dokumen
vang disampaikan tidak benar dan/atau tidak absah, maka seluruh
akibat/implikasi dari hal tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
Pemohon

{Meterai)

..............................

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN XXI1

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN,
PEMANTAUAN DI ATAS KAPAL PENANGKAP
IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN,
INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN PENANDAAN
KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT

BERITA ACARA INSPEKSI KAPAL PERIKANAN

A. Berita Acara Inspeksi Kapal Perikanan (Pembangunan)

Berita Acara Inspeksi Kapal Perikanan

NOIOE o uniianviisaes

.........

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa telah dilakukan

inspeksi terhadap kapal berikut:

No Register Kapal

Nama Kapal Peril

Pelabuhan
Pendaftaran

Tonase Kotor

sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... tentang ...

Meliputi pemeriksaan:
gambar rancang bangun;
material;

peletakan lunas;
konstruksi Kapal;
permesinan; dan

perlengkapan Kapal.

i gl ol

..., tanggal ..,

[Nama Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan)|
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B. Berita Acara Inspeksi Kapal Perikanan (Modifikasi)

Berita Acara Inspeksi Kapal Perikanan

No ...

2021, No. 968

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa telah dilakukan
inspeksi terhadap kapal berikut:

Nama Kapal No Register Kapal

Perikanan

Pelabuhan
Pendaftaran

Tonase
Kotor

sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... tentang ...
Meliputi pemeriksaan:

)

gambar rancang bangun;

2. konstruksi Kapal;
3.
4

permesinan; dan
perlengkapan Kapal.

..., tanggal, ...

[Nama Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan]|

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN XXII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
DAFTAR UKUR DAN SURAT UKUR KAPAL PERIKANAN DALAM NEGERI

A. Daftar Ukur Kapal Perikanan Dalam Negeri
PENGUKURAN KAPAL
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ...

Kedudukan Peagubkur Kapal | . Perguhuran Fertama
Tempat dan tanggal Penguiuran |

wukuran vlang dis
No. Surat Ukur Terdahulu =

DAFTAR UKUR KAPAL PERIKANAN DALAM NEGER!

Nama €apal
No. . Eka
Pelabuhan Nama Digerakkan oleh
Pendaftaran donis Panggilan Mesn atay Layar Suhen
Tempat dan tanggal Nomor
it v Nama dan alamat Pembangunan “

Jumlah Jurnlah

baling-baling | corabong assp Jumilah goladak | Jumiah tiang

Keterangan alat penggerak

Nama dan alamat pemilk

UKURAN - UKURAN POKOK

Panjang Meter]
Lebar Meter]
Dalam Meter |
Panjang kapal seturuhnye (LO A} Metur
TONASE KAPAL ADALAN
Tonase xoros (an —
TONASE BERSIH (NT) —— 1
Dokeluarkandi @ Tanggal
Ahl Ukur Kapal

PENGESAHAN PUSAT
Nomar

Tanggal : ~k

www.peraturan.go.id
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RISALAH
A. VOLUME RUANGAN DI BAWAH GELADAK ATAS
Panjang (m) | Lebar{m) | Dalam (m) Faktor *) Volume (m3)
0.50/0.70 /0.85
B. VOLUME RUANGAN PADA BANGUNAN-BANGUNAN DI ATAS GELADAK
Panjang (m) | Lebar(m) | Dalam (m) Tinggi (m) Volume (m?3)
JUMLAH
TONASE KOTOR (GT)
V=A+B V=.m? Rumus:GT=0.25xV

Dimana :
A =Volume ruangan di bawah geladak atas GT =

B = Volume ruangan pada bangunan-bangunan =
di atas geladak atas berukuran masing-masing GT =
tidak kurang dari 1m3

TONASE BERSIH (NT)
Rumus NT = 0.30 x GT

NT tidak boleh kurang dari 0.30 GT NT=0.30x
Tanda selar : GT. ... Dipasang pada ...
Keterangan
LWL : m
96% LWL m
LPP : m

*) Coret yang tidak perlu

www.peraturan.go.id
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B. Surat Ukur Kapal Perikanan dalam Negeri

PERATURAN MENTER!
NUMOK
TANGGY.
!!p REPUBLIK INDONESIA
S SURAT UKUR KAPAL PERIKANAN DALAM NEGERI
No. ...
Nama Kapal
Eks. ...
Pejabuhan p Tanda Digerakkan oleh
Pendaftaran Aesis Kool Panggilan Mesin atau Layar Pakan
Tempat dan Tanggal Nama dan Alamat Pembangun Nomor
Peletakan Lunas Galangan
Jumiah Jumiah Jumiah
Keterangan Alat Penggerak Fialing baling | ‘Carobong Asab Geladak Jumlah Tiang
UKURAN - UKURAN POKOK
Panjang ... Meter
Lebar ... Meter
Dalam ... Moter
TONASE KAPAL ADALAH
TONASE KOTOR (GT) : ...

TONASE BERSIH (NT) : ...
Dengan Inl diterangkan bahwa Tonase kapal Inl t=lah ditentukan sesual dengan keten tusn-ke tentus ndalam Pera turan Mentes| .

Nt et Loy Pevigesalan .,
Diterbitkan di ... Tanggal ... 20..

An MENTER| KELALITAN DAN PERIKANAN
TANDA SELAR
Dipasang pada 1.

www.peraturan.go.id
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RISALAH
A. VOLUME RUANGAN DI BAWAH GELADAK ATAS

Nama Bangunan Panjang (m) | Volume {m?*)

JUMLAH :
B. VOLUME RUANGAN PADA BANGUNAN-BANGUNAN DI ATAS GELADAK

Nama Bangunan Panjang {m) | Volume (m?)

JUMLAH :

Panjang kapal seluruhnya : ... meter

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran

Tangga! dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya : ..

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN XXIII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PEMBERITAHUAN SIAP DILAKUKAN PENGUJIAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Kepada Yth.
Perihal ¢ Pemberitahuan Direktur Jenderal Perikanan

Kesiapan Pengujian Tangkap

Kapal Cq. Direktur Kapal Perikanan dan
Lampiran : Satu berkas Alat Penangkapan lkan

Di
Tempat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini
Nama -
Jabatan
No. & Tanggal SIUP
Alamat
Nomor Telepon/HP
Email

Dengan ini menyampaikan informasi bahwa kapal kami
Nama Kapal 2

Ukuran Kapal (GT) :

Tipe /Jenis Kapal

Bahan Kapal

Alat Penangkapan lkan

telah siap untuk dilakukan PENGUJIAN dalam rangka
PEMBANGUNAN /MODIFIKASI di

Lokasi :

Waktu

www.peraturan.go.id
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Bersama ini kami menyatakan:
1. Bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi dan keabsahan

dokumen yang kami sampaikan dalam seluruh rangkaian proses pengujian,
yaitu sejak pemberitahuan ini, pelaksanaan pengujian dan dalam laporan

pengujian.

2. Dalam hal dikemudian hari ditemukan bahwa data, informasi dan dokumen
vang disampaikan tidak benar dan/atau tidak absah, maka seluruh
akibat/implikasi dari hal tersebut menjadi tanggung jawab kami
sepenuhnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon

{Meterai)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
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LAMPIRAN XXIV

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT

BERITA ACARA PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN

Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa telah dilakukan
pengujian terhadap kapal berikut:

Nama Kapal

No. Register Kapal Pelabuhan Tonase
Perikanan Pendaftaran Kotor

sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... tentang ...
Dengan hasil pengujian meliputi:

1. Uji Kemiringan;

2. Uji Coba Berlayar;

3. Uji Coba Penangkapan; dan
4. Uji Ruang Penyimpanan.
Dokumen Hasil Pengujian sebagaimana terlampir.

..., tanggal, ...

[Nama Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan]|

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN XXV

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN

) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN HEPURLIK INDONESIA
o AENINTRY EF MARINE ANERIN AND FINERIEN O T REPCWLNOF INDXONK N &

IMREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGRAF
INRRCTORATE GANERAL O CAPTURE FINIERDIN
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LAMPIRAN XXVI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BUKU KAPAL PERIKANAN

A. BUKU KAPAL PERIKANAN (PUSAT)
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B. BUKU KAPAL PERIKANAN [PROVINSI (>5 GT - 30 GT)|
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C. BUKU KAPAL PERIKANAN [PROVINSI ( = 5 GT)]

E-BKP
NK
[ oo

LoGo
PROVINS]

STATUS LDRY
LRariasiing

PEMERINTAN PROVENS v

GOVERNMENT OF ..

UNIUR RAEAL SELAYAN KECEL
ELECTRONIC FISHERY VESSEL RECORD (E-FVR)
FOR SMALL FISHERMEN'S VESSEL

Vo Regear Kapal Prrikaass
Fobery Vel Becord Number

e PROVINCE

OO

BXX.0000XX

Nanwe Voape Prrkane

Nows of Picdery Fassal

Mz Wapel Pericrems “etetzimye

Frvwar Nowe of Fubwy Vel

1 Tovapet Tdas Prvsessgusme.
Place Tour of Concmracaon

4 Vi Oalmgme Pexbunps
Neww of Thynwdd Radim

3 Bden Donnm

Masn maer il

-

T beras Kopd Pecticassn
Dipe af Fuabery Veuse!

T Tovpst Pondalorms Kapel Porbanen
Plevs of Furwry Pacsel Rocord

L Do Pexgreal Fopel Peshas
Fodary Yous Mart

| TATA MESIN KAPAL - 27 AL OF MAIN ENGINE

dear Mee (Ve Tompel  Ovtbod | Mvie Do Lubet)

S T
s

I T Ty iy
.Tlrsmm

No, Sent Mea U tem

DAEIAN PENANGIAPAN EKAS -

FISIING GROUNDN
_mm!—-;(huy

Pas Kk v

roviicate fur Somall Vst

Pelahadiin Pradattar o bopd
Incdomants Prov of Argnws.

Suamer Namber

Daenst Utouses Kl
1 Mar Demevonans

Tov
IV Tansnge

L.

T anww Ko

Latvar Swecth (0

Gows Towmuge (T3

Datasi Lgst (20

Tomnre Benad

" Veyong Kosion
|___leg® Ot 108

Nor Tonnage NT)

|

Jomis Abat Prasughopun s (AFT) 1
T of Fohing Goar (4G 1

Fomw berwema Lapal perdoman tnpek sauging keschandan
Coder Inge of FY" - Ovmrnll Sfe T

S Abst Ponsmghogan D (AFT) TT
Typw of Fisking Guar (4G 1T

b

News of 7V Ouver
3 Alsaer pesald

Ouver Adbowts

b Dowwe Twhdk Bermsin
Buisss Promars Nowbe

f-‘_grg_gummwm'm

iy - Plae)

by
|

Ve
=i
e

Y Krmaungen - Saveren

1§ D
Memh e ot
M e = derrmmally 1geed Mowel tynetes ol savy ow st
—peaed

Aebrend

4 Nomor KLSUXA
Fudon Buvmmr ifonio 2 m‘"*.-h-" ddsmen w g doi hond prenacdisnse wmen
Wb vt rweorvind W eyt e e bawe o commmenl i S s
3 TaspeTyl Lées gy
PoveDosof ik ) Dk shobnannh o drerh b ok Perieds Wovm
& TeET bentmamhan Pristans Mesren Kolmens de Probens Maew
g mh—n:ﬂamd Py
e Prsald Lelwbanms e 90 MUUP Aegeason Nowder  repwig
Newe of frmer swrar

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

www.peraturan.go.id




933 2021, No. 968

LAMPIRAN XXVII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETERANGAN PENGHAPUSAN KAPAL PERIKANAN

A. Surat Keterangan Penghapusan Kapal Perikanan (Pusat)

KOP SURAT KKP-DJPT

SURAT KETERANGAN PENGHAPUSAN KAPAL PERIKANAN

Nomor : ...

|. Berdasarkan:
a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... tentang ...;
b. Data dukung penghapusan kapal perikanan yang tersedia.

2. Mempertimbangkan hal tersebut di atas, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
mencrangkan bahwa:

Nama kapal perikanan

Nomor Register

Pemilik

Tonase Kotor

Tipe/Jenis Kapal Perikanan

Alat Penangkapan [kan

Tanda Pengenal Kapal Perikanan

meopnEp

dengan ini dinyatakan telah dihapus dari Daftar Kapal Perikanan Indonesia pada
tanggal ... dengan alasan ...

3. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
an. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan ikan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;

2. Dircktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
3. Dircktur Perizinan dan Kenclayanan,

www.peraturan.go.id
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B. Surat Keterangan Penghapusan Kapal Perikanan (Provinsi)

KOP DINAS PROVINSI

SURAT KETERANGAN PENGHAPUSAN KAPAL PERIKANAN

Nomor ...

1. Berdasarkan:
a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... tentang ...;
b. Data dukung penghapusan kapal perikanan yang tersedia.

2. Mempertimbangkan hal tersebut di atas, Gubernur menerangkan bahwa:
Nama kapal perikanan '

Nomor Register

Pemilik

Tonase Kotor

Tipe/Jenis Kapal Perikanan

Alat Pecnangkapan Ikan

Tanda Pengenal Kapal Perikanan

moopp TR

dengan ini dinyatakan telah dihapus dari Daftar Kapal Perikanan Indonesia pada
tanggal ........... dengan AlASAN ciieeccscsssssascessense.

3. Demikian agar dapat dipergunakan scbagaimana mestinya.

an. Gubernur ...
Kepala Dinas ...

Tembusan:

1. Gubernur ...;

2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi ...; dan
3. Kepala Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terkait.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
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LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

KODE TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN

A. DAFTAR KODE PENANDAAN KAPAL PERIKANAN
1. KODE KEWENANGAN

KODE KEWENANGAN KODE KEWENANGAN
Provinsi Nusa Tenggara
2
A Pusat B52 Barat
B11 |Provinsi Aceh gsy |Erovinst. Nusa “enggara
Timur

B12 | Provinsi Sumatera Utara B61 Provinsi Kalimantan Barat

B13 | Provinsi Sumatera Barat B62 | Provinsi Kalimantan Tengah

B14 | Provinsi Riau B63 | Provinsi Kalimantan Selatan

B15 | Provinsi Jambi B64 | Provinsi Kalimantan Timur

gig |Eovinsl Sumatera | pgs | provinsi Kalimantan Utara
Selatan

B17 | Provinsi Bengkulu B71 Provinsi Sulawesi Utara

B18 | Provinsi Lampung B72 | Provinsi Sulawesi Tengah

B19 | Provinsi Bangka Belitung B73 | Provinsi Sulawesi Selatan

B21 | Provinsi Kepulauan Riau B74 | Provinsi Sulawesi Tenggara

B31 | Provinsi DKI Jakarta B75 | Provinsi Gorontalo

B32 | Provinsi Jawa Barat B79 Provinsi Sulawesi Barat
B33 | Provinsi Jawa Tengah B81 Provinsi Maluku

B34 | Provinsi DI Yogyakarta B82 | Provinsi Maluku Utara
B35 | Provinsi Jawa Timur B9l Provinsi Papua Barat
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KODE KEWENANGAN KODE KEWENANGAN
B36 | Provinsi Banten B94 Provinsi Papua
B51 | Provinsi Bali

2. KODE DAERAH PENANGKAPAN IKAN DAN JALUR PENANGKAPAN
IKAN
a) DAERAH PENANGKAPAN IKAN DI LAUT

KODE DAERAH PENANGEKAPAN IKAN

571 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571

572 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 572

573 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573

711 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711

712 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712

713 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713

714 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714

715 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715

716 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 716

717 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 717

718 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718

LL - SH | Laut Lepas Samudera Hindia

LL - SP | Laut Lepas Samudera Pasifik

Tidak
diberikan | Kapal Pengangkut Ikan
kode
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b) DAERAH PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT

KODE DAERAH PENANGKAPAN IKAN

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

41l Perairan Darat 411

5 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
#12 | perairan Darat 412

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Perairan Darat 413

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

421 | perairan Darat 421

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
#22 | perairan Darat 422

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
#31 | perairan Darat 431

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

#32 | perairan Darat 432
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
fi Perairan Darat 433
. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
3% | Perairan Darat 434
435 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Perairan Darat 435
436 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Perairan Darat 436
437 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Perairan Darat 437
438 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Perairan Darat 438
439 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Perairan Darat 439
Tidak
diberikan | Kapal Pengangkut Ikan
kode

c) JALUR PENANGKAPAN IKAN

KODE JALUR PENANGKAPAN IKAN
JIA Jalur IA (0 - 2 mil laut)
J1B Jalur IB (> 2 - 4 mil laut)
J2 Jalur II (> 4 - 12 mil laut)
J3 Jalur III (> 12 - 200 mil laut)
Tidak Penangkapan ikan di laut lepas, penangkapan ikan di
diberikan perairan daratan, Kapal Pengangkut Ikan, Kapal Latih
Kode Perikanan, Kapal Penelitian/Eksplorasi, dan Kapal
Penangkap Ikan milik Nelayan Kecil
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3. KODE JENIS KAPAL

KODE JENIS KAPAL

Kapal Penangkap lkan - (diikuti kode Alat Penangkapan
Ikan, kecuali untuk Nelayan Kecil)

KA Kapal Pengangkut Ikan di laut (selain ikan hidup)

KP-...

KAU Kapal Pengangkut Ikan di perairan daratan

KB Kapal Pengangkut Tkan di laut (untuk ikan hidup)

KOI Kapal Pengolah lkan

Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan- (diikuti kode
Alat Penangkapan lkan)

Kapal Latih Perikanan - (diikuti kode Alat Penangkapan
Ikan)

KSP Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan

KPR-...

KPL-...

KSB Kapal Pendukung Operasi Pembudidayaan Tkan

4. KODE ALAT PENANGKAPAN IKAN

KODE KELOMPOK ALAT PENANGKAPAN IKAN *

Jaring Lingkar (Pukat Cincin Pelagis Kecil, Pukat Cincin
Pelagis Besar)

JT Jaring Tarik (Payang, Jaring Tarik Berkantong)

Jarik Hela (Jaring Hela Udang Berkantong, Jaring Hela
Ikan Berkantong)

DR Penggaruk (Penggaruk Berkapal)
Jaring angkat (Bouke Ami, Bagan Berperahu atau Bagan

PS

JH

LN Apung)

FG Alat Penangkapan lkan yang dijatuhkan atau ditebarkan
(Jala Jatuh Berkapal, Jala Tebar)

GN Jaring Insang (Jaring Insang Hanyut, Jaring Insang

Tetap, Jaring Insang Berlapis)
TR Perangkap (Bubu, Bubu Bersayap, Set Net)

Pancing (Pancing Ulur, Pancing Ulur Tuna, Rawai Tuna,

LH Pancing Cumi, Huhate, Rawai Dasar)

LA Alat Penangkapan Ikan lainnya

*) tidak terbatas pada jenis Alat Penangkapan lkan yang disebutkan,
namun mencakup jenis Alat Penangkapan lkan lain yang diizinkan.
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Contoh 1. Tanda Pengenal Kapal Perikanan pada Kapal Penangkap Ikan

Kewenangan Pusat

a. Contoh penulisan tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal
Penangkap lkan KM. NELAYAN - I berukuran lebih dari 30 GT sebagai

berikut:

GT.156/A.00001/573-J3/KP-PS

Keterangan :

GT.156 = Kapal Perikanan berukuran 156 GT

A = Kewenangan Pendaftaran Pusat

00001 = Nomor Urut Register Kapal Perikanan

573 = Daerah Penangkapan lkan di WPPNRI - 573

J3 = Beroperasi di jalur III (lebih dari 12 mil laut)

KP-PS = Jenis Kapal Penangkapan lkan dengan kelompok Alat

Penangkapan Ikan Jaring Lingkar
Artinya : Kapal KM. NELAYAN - I merupakan Kapal Penangkap Ikan
berukuran 156 GT dengan kategori Alat Penangkapan Ikan
Jaring Lingkar yang beroperasi di WPPNRI 573, wajib beroperasi
lebih dari 12 sampai dengan 200 mil laut dan terdaftar di Pusat

dengan Nomor Register Kapal Perikanan “A.00001".

b. Contoh penulisan tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal

Penangkapan lkan KM. NELAYAN - II berukuran lebih dari 30 GT,

sebagai berikut:

GT.178/A.00002/LL-SH/KP-LH

Keterangan :

GT.178 = Kapal Perikanan berukuran 178 GT

A = Kewenangan Pendaftaran Pusat

00002 = Nomor Urut Register Kapal Perikanan

LL-SH = Daerah Penangkapan lkan di Laut Lepas Samudera Hindia
KP-LH = Jenis Kapal Penangkapan Ikan dengan kelompok Alat

Penangkapan lkan Pancing
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Artinya : Kapal KM. NELAYAN - II merupakan Kapal Penangkap Ikan
berukuran 178 GT dengan kelompok Alat Penangkapan lkan
Pancing yang beroperasi di Laut Lepas Samudera Hindia dan
terdaftar di Pusat dengan Nomor Register Kapal Perikanan

“A.00002",

Contoh 2. Tanda Pengenal Kapal Perikanan pada Kapal Pengangkut Ikan
Kewenangan Pusat

a. Contoh penulisan tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal

Pengangkut Ikan KM. NELAYAN - III berukuran lebih dari 30 GT, sebagai

berikut:
GT.200/A.00003/KA
Keterangan :
GT.200 = Kapal Perikanan berukuran 200 GT
A = Kewenangan Pendaftaran Pusat
00003 = Nomor Urut Register Kapal Perikanan
KA = Jenis Kapal Pengangkut Ikan di laut (selain ikan hidup)

Artinya : Kapal KM. NELAYAN - III merupakan Kapal Pengangkut lkan di
laut (selain ikan hidup) terdaftar di Pusat dengan Nomor Register

Kapal Perikanan “A.00003".

b. Contoh penulisan tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal
Pengangkut lTkan KM. NELAYAN - IV dengan ukuran kapal lebih dari 30
GT, sebagai berikut:

GT.200/A.00004/KB

Keterangan :

GT.200 = Kapal Perikanan berukuran 200 GT
A = Kewenangan Pendaftaran Pusat
00004 = Nomor Urut Register Kapal Perikanan

KB = Jenis Kapal Pengangkut Ikan di laut (untuk Ikan hidup)
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Artinya :Kapal KM. NELAYAN - IV merupakan Kapal Pengangkut Ikan
hasil perikanan budidaya terdaftar di Pusat dengan Nomor

Register Kapal Perikanan “A.00004"

Contoh 3. Tanda Pengenal Kapal Perikanan pada Kapal Latih Perikanan
atau Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan

a. Contoh penulisan tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal Latih

Perikanan KM. ILMU I dengan ukuran kapal lebih dari 30 GT, sebagai

berikut:
GT.35/A.00005/KPL-PS
c u
Keterangan :
GT.35 = Kapal Perikanan berukuran 35 GT
A = Kewenangan Pendaftaran Pusat
00005 = Nomor Urut Register Kapal Perikanan
KPL-PS = Jenis Kapal Latih Perikanan dengan kelompok Alat
Penangkapan lkan Jaring Lingkar
Artinya : Kapal KM. ILMU - I merupakan Kapal Latih Perikanan dan

terdaftar di Pusat dengan Nomor Register Kapal Perikanan

“A.00005".

b. Contoh penulisan tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal
Penelitian /Eksplorasi Perikanan KM. ILMU - II berukuran lebih dari 30
GT, sebagai berikut:

GT.200/A.00006/KPR-PS

Keterangan:

GT.200 = Kapal Perikanan berukuran 200 GT

A = Kewenangan Pendaftaran Pusat

A.00006 = Nomor Urut Register Kapal Perikanan

KPR-PS = Jenis Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan dengan

kelompok Alat Penangkapan Ikan Jaring Lingkar
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Artinya : Kapal KM. ILMU - II merupakan Kapal Penelitian/Eksplorasi
Perikanan terdaftar di Pusat dengan Nomor Register Kapal
Perikanan “A.00006".

Contoh 4. Tanda Pengenal Kapal Perikanan pada Kapal Penangkap Ikan
Kewenangan Daerah

a. Contoh penulisan tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal

Penangkap lkan KM. LOKAL - [ berukuran kurang dari atau sama

dengan 30 GT, sebagai berikut:

GT.25/B31.00007/712/J2/KP-GN

Keterangan:

GT.25 = Kapal Perikanan berukuran 25 GT

B31 = Kewenangan Pendaftaran di Provinsi DKI Jakarta

00007 = Nomor Urut Register Kapal Perikanan

712 = Daerah Penangkapan lkan di WPPNRI - 712

J3 = Beroperasi di jalur II (lebih dari 4 sampai dengan12 mil
laut)

KP-GN = Jenis Kapal Penangkap Ikan dengan kelompok Alat

Penangkapan lkan Jaring Insang

Artinya : Kapal KM. LOKAL - I merupakan Kapal Penangkap Ikan
berukuran 25 GT dengan kelompok Alat Penangkapan Ikan
Jaring Insang yang beroperasi di WPPNRI 712, wajib beroperasi
pada perairan di atas 4 sampai dengan 12 mil laut dan terdaftar
di Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Register Kapal Perikanan

“B31.00007".

b. Contoh penulisan tanda pengenal Kapal Perikanan pada Kapal

Penangkap Ikan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil KM. LOKAL - II, sebagai
berikut:

GT.3/B32.00008/KP

Keterangan:
GT.3 = Kapal Perikanan berukuran 3 GT
B32

]

Kewenangan Pendaftaran di Provinsi Jawa Barat

ran.go.id
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00008
KP

Nomor Urut Register Kapal Perikanan
Jenis Kapal Penangkap Ikan

Artinya: Kapal KM. LOKAL - II merupakan Kapal Penangkap Ikan
berukuran 3 GT yang dioperasikan Nelayan Kecil dan terdaftar di
Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Register Kapal Perikanan
“B32.00008".

www.peraturan.go.id
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Contoh 5. Lokasi Pemasangan Tanda Pengenal Kapal Perikanan pada
Kapal Perikanan yang memiliki bangunan atas

Gambar ...... Pemasangan di bagian atas sisi kiri dan kanan
lambung haluan kapal di bawah nama kapal

Gambar ...... Pemasangan di bagian sisi kiri dan kanan bangunan
akil (gudang/ freezer) pada haluan kapal perikanan
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GTASSADIO0YSTIJANP-PS

Gambar ... Pemasangan di bagian atas sisi kiri dan kanan
bangunan atas (super structure) kapal perikanan

S ————C 4
Sl

Gambar ... Pemasangan tanda pengenal kapal perikanan pada
kapal perikanan tanpa bangunan atas

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO



2021, No. 968 D46

LAMPIRAN XXIX

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT

SERTIFIKAT KEAHLIAN AWAK KAPAL PERIKANAN DAN SERTIFIKAT
KETERAMPILAN AWAK KAPAL PERIKANAN

A. Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan

REPLMLIK INDONTSIA

i A
i
\ e Rapahie of Mdomenss
Mransry of Marime st Faerios
- : CEXTINCATE MO
Dvwntnmie Crmwon of Cigbare Fiahenes
MENURTY KETENTUAN FELATIHAM, SERTIFINAS! DAN TUGAS JAGA AWAK KAFAL FENANGHMAF DRAN,
1998 (BCTWY, 1998
valon the v « O 2 e OF Thwining, Co Al W vt Mot Piading Vimonl Porsmnel 1995 SSCTUR. 1095
Ang KAPAL L}
Oenttfinnm (X Owrperieny
Pock ¥cer Clees |

Pow Anbamy Vowiwd

DENCAN 1N NERTRARGEAN AW
T w4 ooty that

Rl
TEMPAT DAN TANGOAL LAKIN
Masw anal Dhate of By

Tolat raernyebenatian Pomcationn das obatibus S Mo W Sordesation Kool SCTWY, 1909, s dan

Tivas ovynhreet vlaratios arel NI AN pass (e sessnmens sialer Ghe prssisany of SCTRD. 1105, swgrdeae aur

Peraturan Peatsie urtuk mermiiio Scritihon Swnge=zal Frowire fagul rmamn Al Nacstha Lapal Prribsien Togha |

[ W At o perTifonine of Towk Offwwy Chins 7w Piaiiigg Vapsaet

faharve.

An DIREXTUR JENDERAL PURIKANAN TANGEAY
INREKTUR KAFAL FERIKANAN DAN ALAT

PENANGKAPAN AN

Taesde Tartgan Perrelik

Sigvonwr af sy Rty Yoo

Serial Nu

www.peraturan.go.id



247 2021, No. 968

ILEPURLIX INDONESIA

Npnhln sof Dodomenit
REMENTENIAN RISAUTAN DAY FEREKANAN ¥
Mwviatry of Macine and Pisheres CORTIICATE NO

JEXDERAL
D tovam Gevweal! of Captaww Fuaturns
PELATINAN, SENTIFIKASE DAS TUGAS JAGA AWAK KAPAL FENANGEAF DXAN,

MERURTT
A998 (RCTWY, lﬂ.
Unaber 14w o n OF Trameg, o o Ponburg Vessed Pernovewd, 2908, SCTRY, 200y
Armil un
Crvtyflonie OF €
R T
For NeAvg Vresst

LVCCAN [N SN FRANG AN DA A
Thae i fo reritfy Mar

Mo
TEMPAT DAN TANGGAL LANIN [
M wnt Dxae of Bk
P dan dan hites wpian beodasackan Somwernd SCTEF, 994 stutwex: dan
l«-m-ﬁm-ﬁw-q.upnmwwmmqmv JONE ampebitant o
Peraturan Nesomal untuk mesfihl Sertifiant Gempretetm Perwin Bapud Peribazsn ASL Mautixs Kegsd Perduanes Toghat 1
Natawa! Megabernm 2 et the crrifiate of Ovek Offest Chiss [ fae Frahsng Vesand

Jakarta,

A DIREKTUR EXDERAL PERIEANAN TANGRAF
DU TUI KAPAL PLIEKANAS DAX ALAT

Tomile Thagnd Pumitdy PENANGRARAN (KAN

Sgreatvrw o by Aebier roro

el N

REPUBLIK INDONESIA
REMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIRANAN bt 1
- . Monatry of Murrw und Fivberes CERTIFCATE ¥
DIREKTORAT JENDENAL FENIRANAN TANGKAPF
Dewetsret Geremal W Capruse Mafumes

KELAUTAN DAN PERIANAN NOMOR:
Lnabes e prossssians of Marirry of Mariae arel Flanesis Moo bes

BERTIFIKAT ANLE KAUTINA KAPAL PENIKANAN TINOKAT 113
Cortyary

o
Do e Clams A
Pev Fuhing Veeset

DEMOAN IN! MENENANONAN DAY WA
Thes o0 S centdy e

AMA
e
TEMFAT DAN TANOGAL LAMIN 3
Plave and Dace of Firth
Trbeh wrerombensiuan Peradubboan dan Pebatilien dan hdus wpien Perationn Vetes: Kelutun dont Peribmmnn Soomi
Than vwwpieteal ebarmtae ared suvimg vl e the neseereees sk the prinemens of Menry of Martar ard Sedery Megakitan Mardher
Penkasssn Tingiat 15

T i ey et Porwire Kapat AN Maimia Kagul
uwmmdmmmnﬁmw—‘

Takana,
A DIREXTUN JENDERAL FERIKANAN TANGEAP
DIREETUR KAPAL FERIKANAN DAN ALAT
Tunka Y-n Panak PENANGEKAPAN AN
v FOTO
Sl N

www.peraturan.go.id



2021, No. 968 Das-

EFUMLIK INDONESLA

KEMENTERIAN KXLAUTAN DAY PERIKANAN ¢
Moreatey af Morow und Plateres
CERTINCATE MO
PERIMARAY

Dorevasray Goveral of Cuysasm Fabenios
MENURTT KETENTUAN KONVENS! INTERMASIONAL TENTANG STANDAR PELATUIAN, SERTIFIKAS] DAN TUGAS JAGA AWAN KATAL PENANGIAF DEAN.

1990 MCTUY, 1988
Lnsber e 1 o L O Prevang, Comapiansen Assl WutsAbovguong Fir Fiaturg Vesss! v, 105 SCTUY. 1ees
SERTIFIRAT ANL] TERNIKA KAPAL FERIXANAN TINGIAT ¢
Certfionm Of Comparevny
Offesy Ohuas )
P Piaiurgy Vonand
DENGAR 258 NENERKANURAN IIWA
Than i o cently) et
|
NAMA
Neywe
TEMPAT DAN TANGOAL LAIIR '
Phacw il Dl of Bk

s bl s Serdasarhan Sonrenal SCTWT, 1095 s
u.mm.um‘ -nl’uulvmnbﬂbmufxﬂv O, segvbieon

Peznturan Nestared urtub merdlie Sevtithon Loangetreal Perwas mmm-m-—amn-ul
WIWI-N*W-(M(MMIA-M

it

Aakanta,
Ao DIEKTUR JENDENAL PERIKANAN TANGEAN
DHEXTUR KAFAL PERIKANAN DAN ALAT
PENANUKAPAN IKAN

Tancta Tangas Perehik

Asnaney ol e beidy #oto

REPLBLIG INDONESA
KEMENTENIAN KELAUTAN DAN PEXIKANAN b

Aty of Mt angd Futwrvs
. CERTIICATE ML

[Nmvnriw Gussensl oy Oagviee Fiddoes o

MENURUY KETENTUAN KONVERS! INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN. GERTIFINAS! DAN TUGAS JAGA AWAK XAPAL FENASGRAP IKAN,
1998 [BCTWY, 1998

(A o O OF Timung. Ov Aret wperay P Piaking Ussssl Povased. 195 (BCTWY, 1599
EAPAL o
Cemghoree O
Exngenwer Offver Chass 1T
Frr Anhing Vot
OEMIAN IN] MENERANGRAN IAHWA
Thew s b oartyly that
'
NMAMA
Nerar
TEMPAT DAN TARGGAL LANIR '
Poavw s Dake o' Tk

Tobah merneiesaian Praatatian dan Pesctiun den hue oo herdanstom Kanvim SCTAT, (90 wasan

Hwn vomgpdennd sxtuiaion ard Savueg. awl s e nasestven! wader the provtets of SCTRE. 1994 nopudetom.
Prrataran Nestorna! ek wwend i Sertiflo Kampetene Peowia Raped Perkanas AN Towidki Kagal Paribkanen Teghat 11
Matuwvod Moguahabuns o Awkt e certpbunte of Bmprins Offnr Chos U for Frabeng Vesoed

L §]

Takaa,
A DULERTUN JENDERAL PERIKANAN TANUEAF
INREETUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT
PENANGRAPAN IKAN

Tunss Topm Panvih

Sugwainry of $he bwldor roro

Sl Ne

www.peraturan.go.id



-549. 2021, No. 968

DERGAN IN) MESERANGRAN MAHWA
Thes dn 30 oty thart

TEMPAT DAN TANGGAL LAMIR
Plavw and Date of Biry

Tebn il

IEPUIMLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN FENIKANAN e
Maantry of Morirw and Paberas TTRTWICATY M)
DEXERTONAT PERINANAN
Dvecvrss Gereval of Coprae Matenes
MENTRUT

PENATUNAN MENTER! XELAUTAN DAN FERINANANY NOMOR:
ke (v promssbans o Minsitry of Marver nest Faluws Normber

AERTIFIKAT ANLY TEXRINA KAPAL PENIKANAN TINGRAT 11
Compfaary (f Choyvtmey
Foyorees (Ml (lans LV
e Pty Veueed

s

wmmwmmunm—nmum_qhmqm-ummm
eeseib Neri il

e bitrn wpus Peratinn Menin | Kebautsn dan Peribanen Mo

Tanda Tomgan Mok
Sigraswy of the bedivr

AN Tokndes Kapal Ivridase Tingha (8
-wmmd..-rmn—n Faburyg Yaml

An DIREKTUR SENDERAL FERIKANAN TANGEAP
DIHEXTUR KAPAL FERIKANAN DAN ALAT
PUENANGEAPAN IKAN

om

CHUROAN IVE MEREMAMIKAN BANNA
Thes 5 tn commlly Mas

NAMA
TEMPAT DAN TANGOAL LANIR
Piner wed Duiv of Birth

Totady o yebmmbons I ot P
Aua cwegrivtnd

REPUBLIK INDONESIA
NEMENTERIAN IELAUTAX DAN FERIKANAN & v ».
Mrwntry of Masvw uad Paderrs

CERTINCATE SO

Phsatimase Goremit of Crgere Mabwrws

MENURUT PERATURAN MENTEAS KELAUTAN DAN PERIRANAN NOMOR
Conter A peetomms f Miniatry of Marvee unad Sabeewrs

SERTIUKAT ANLI PENANGIAPAN (AN
Piabwng Master Certfiente (Y Competency

bt Bhin wpren sesemn Perutasan Mertent Keberitan than s hanian Rovew
e ey the

..Mul et Fabery Mopastaten Nusber
n

An DIREXTUR JENDERAL PULKANAN TANGRKA®
DIHEKTUR KAPAL PEREKANAN DAN ALAT
PENANUKAPAN IKAN

www.peraturan.go.id



2021, No. 968

-250-

EETUBNLIK INDONESTA
Nepmabd 1 Dabaneria

CERTIFCATE M)

KEMENTENIAN RILAUTAN DAN PERDKANAN
Minatry of Masive and Fisbenes

Ivwstinam Guvwral of Cipese Fishenss

DERLAN (NI WENERANGAAN DA A
Than 44 e owmiy ot
NAMA

Name
TEMPAT DAN TANOGAL LANIN
Pace and Date of Brth

tartak mervabl Sey tethar
o Mt the soripSente of Nsheng

Tk Turzgun Perralih.
S of Comificate |lelder

1 m
Loy b of In il ™ OF T, Ot And Warkchhempang Por Fubing Vesas! Porsonael 1008 (SCTRY, vy
SERTIFIKAT RATING AWAK HAPAL PERIKANAN
Fusher Ruting Cerfiesite Of Competancy

Tedah mrovierienatitan Peradabinn than Pelatthon don Mlen Waan sextm Penwnean Matsier) Kebausan das Verdurrsm Server
Has corymenad AlCEIAW atel NGRS JAT 1 AARrttRent? A the Jvreasane f Misarmy of Mane snd Fiskery Brgssanvn Nusvser
l‘ml&vﬁqwm”m Kapel Prribmsan

Ndharta
An DEREKTUM JENDEIAL MERIKANAN TANGRAF
DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT
PENANGRAFAN AN

B. Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan

WEPURLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERTKANAN Roonbbed bidesnts
Aty of Marve nad Foaberes
CERTDICATE S0

[amrnvvm Coversat 1yf Gagtinw Muturss

MERUNTT KETENTUAN VEANDAR FRLATIAAR, BRRTIFUGARS BAN TUSAS JARA AR NAPAL FRRARSAAY WAX,
[Ferep— o o O Trarargg, Crotybneton At WistrAb Pow Finbing Vst Nevmseane, £904, SCTWE, 1999
m"m""mm’l
BASIC SAFETY TRAINING FISHERIES )
DRNGAN 19 MENERANGRAN AN A
The e 80 ety theet
wAMA
Nrrw
TEMPAT DAN TASGGAL LANTR
Fharm aad Do of Svth
Teted Fhires terdanarcan Rorvesal BCTWT, 1004 stumwn

Toncts Tongan Pemith
Scpmatere of e Aekler

Regiarrass di TUIPT KKP J Aeguatrissan
L :
Tanggal

Thuwic Sateny Tl
nnnw-(m-mmmmmwndm U, ryndrnen

dabarta,
An. Dircktur Sesstern) Perdaanan Yarghos
Qb Dvrecter Ueseral of Copture Fiaheres
Drwbrion Kagud Perfumnam dan s Proanghapan Ban
Durecter of Niskanyy wad Nalsng Gazars

Tendatnignn
Sapraite

ro

www.peraturan.go.id



251 2021, No. 968

REPUNLIK INDONESLA

Rapat af bndvweria
KEMENTEMIAN KELAUTAN DAN FERIKANAN o
ey of Manae acd Pateres CENTICATE M0
Paennuits Chevw st of Cagmiire PuAeiws
PERATURAY MENTER] KELAUTAS DAN FERIKANAN SOMOR
Under e primuntes of Misasivy of Meanar and Sladenes Menbes
SERTIFIKAT KESELAMATAN DASAR TINGKAT U

AASXC SAFETY TRAINANG FISHEATES CLASS If
Dengas nl Glaystakan hatws
Thos o8 s cevilly s
L
e
Tompat dun tanggal s '
Shecw annd hew of bty
A cowmgun tond trwsbngs Tovboniad of Ibeer Sanbmy Tmsinnsrgy Prabemes (bres ¥

Jakarta

An Dieviria Jendbernl l\vvllnrun Teaghap

Drevnw of Bty Vvl snil Fubenyg Gres

Tandutangan
yuto Bgrumin

A A AT IR INDOSESIA
L XKEMENTERIAN IELAUTAN DAN FENIKANAN bl
Maiary of Morme and Palavwe CENTIFICATE N0

Drrrr sanse (vl of Cigdane Faberve s

MEAUBUT PERATUNAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOS.
Under the prvartassns of Massivy of Morere oved Plabwrres Sember

BERTIVIXAT KETERAMPILAN PENANGANAN
CERTICATE OF PROFICIENCY OF FIRH HANTENG
Dengnn e 1
Thie bt ooty st
Neima |
Naree
Tempat dan labir 1

Foow i datr of tarh

g’ ferAraos! af ety of Ash busding

Aeverna
Ax Diredess Jenstenal Merthanan Tangiop
Ob Dvwitow Owrwsnd of Csgonary Puhrrion
Dirvhcsr Kagal Perthornan dan Mt Ivnargiagpes G
D vir of Fatvrg Vronsks snd Fishing Gwers

Tunds Tangan Pemibh
Sipveivaee of We Al
T g
Hegatrnm i DIFT KKY © Reguatratan roro Mpntay
LI

Targes!

www.peraturan.go.id



2021, No. 968

-252-

REPUBLIK INDONESIA

IEMENTRIIAN XELAUTAN DAN FERIKANAN Rkl o nlbonts
Mrsary of Murew wsil Pabomirs CIRTINCATE NO
BARERTORAT

Ovsectorode Grrssd of Ongtuse Faherees

L MENTES KELACTAN DAN PERIKANAN NOMWOS.
Cvater the provssens of Mintsrry of Manne ursl Fotwrs Veomtber

OFERASIONAL FENXARGKAPAN [KAN
CERTIFICATY GF PNOSTCENCY OF SLING CVEIA IOV
Dengan i dinyoiahon bahws
Thotw on tn ety thant
Mama '
A
Tompat dan bungpel babie '

Tardlatangan
o Rt

KEPUNLIK INDONESA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAY FEREKANAN i goteicn berouand
Shuaatry o/ Morinw ond Fiaheres CRTTICATY 400

PERIRANAN
v surimn Gurvavnd of Crystorw Naberies

MENURUT PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
Unvber e pramveninas o Samntny of Missase td Fiabsnws Susber

BERTIFIKAT KETENRANPILAN PERAWATAN MESIN KAPAL PERIKANAN
CHRTIVICATE OF SROFCIENCY OF MAUNTERANCE OF (WRIOMG VESIELS £l

Dengen inl dinystaban balws |
Thia i 1w swengly Mase
L) ]
Moase
Tempat doa tangpel hie '
Foiww wvnd e of v
telah menysieanikaz pendidikan das pelatizan/bimhingan {eknis KeterampUas perswstan mesn kapal perikasan
Aaas cumyaleted & of proficsncy af of frahing cwssats engure
aloasta,
A Dirshotur Jendesal PerSossan Tangkag
ob ﬂlmwd(‘qp’mmm
[rirektaar Kagml Perik clars Alwt Py hag
Tanda Tacgan st Shan
Sigwanary uf e betder Dovetive af Fisking Yesaels and Finhing Goars

o
Sogimtannt & DUITXRF /. Magtatvation :,7”5.,

Tandataegun
Tl Sumunwe

www.peraturan.go.id




053 2021, No. 968

A : IEFURLIK INDONENIA
E s KEMENTERIAN KELAUTAN DAN FEMINANAN o
v Meratry of Morove woret Piaberers CERTICATYE N0
Dowrermrern Gererad of Clgtiow Materes
KELAUTAN DAN FEXIKARAN NOMOMS:
Lnder tar prusooons of Maatry of Marse and Flaceves Rnber
SERTIFIKAT KETERAMPILAS BEFRIGERAS] PENYIMPANAN DXAN
CENTIVNCATR OV PROFICTENCT OF RS9I STONAGK NEFINERATION
Dengan tns dinyatabos bibuws
The 3 tn roriily Mt
Nama '
Nurve
Tempat dan tanggal lahic [
Phacw st igarw of ok
haus covmpietand g, o pruficserry of of fish stveupe rfriperation
Jakana,
A Duektur Jendoral Perikanan Targhap
Tind Tangati Pesibh. O Dirextir Generul of Copture Fuharies
Yigraatars af e Avdtor Dirshrur Kupel Peril dan Alul Pessarsglong
Ixan
Regustines i DUPT KKP 7/ Rgaatsitvm Darector of Fisking Vessets and Mahing Gears
Kernor rora
Tragad Tondatangan
Ngrrum
IFPUILIK INDONESIA
EMENTERIAN KELAUTAN SN PEHEKANAN ' bd
Minaniry of Martvw arwl Fishernes CIETIFE ATE NO
JENDERAL FERINANAN T,
e sumste Geaerad of Coptare Plabenes
MENURUT PERATUNAN MENTER! IKELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR:
Lnvr Ihy povasnnnts of Misewy of Musstw it Frabuvies Sombes
BERTIFIKAT KECAKAFAN NELAYAN
CHFTISTUATE OF FROPTCINACT OF Py
- Gayalanen bahwa
Thax i 00 covirly thast
Sams '
e
Tempat dnn tanggel lahie ]

Tanda Tagan Pomiih.
Nigmanary of e Aleler

Mogretran i OUFT-KKI' / Fegatraties
Hoerear

Tongonl

Jabarta,

An. Direhtur Jenderal Porfkanan Taoghop
O.0. Disectiv Geseral f Copeure Fisheries
Direktur Kapal Pertkanan dan Alat Penanghapan
e

Désector of Fishdeg Vessals and Raling Gears
Tundatangan
Swgraiture

rorn

www.peraturan.go.id



2021, No. 968

-254-

KEPUNLIK INDONESIA

MEMENTERIAN KELAUTANY DAR PERIKANAN v
. - Meiery of Maisw end Fusroes CERTICATE MO
vy tnsstr il of Clgptiare Flihomis
MENURUT FERATURAN MENTERD XELAUTAN DAN PERIKANAY NOMOR:
Umader the ponscsning of Mindamy of Misvw sl Fudvres Yunder
SERTIFINAT KECAKAPAN NELAYAN SAUTINA
CRETWICATE OF MROMOENCY (F DICK O0TICTe
Dengen (it disytaban habws
Than 1 00 swngly (e
Nams '
ey
dan
oo gy
Has completed traiming) locheuond of pruficency of deck officer
Juknria,

Tionda Tasrgm: Pl
Sigmatay o e Al

Regarrany & 1P KKP / Sogunvminn
oo :
Toramn

Direktur Kapal i dan Al Py o
Thexn
Dirvrtor af Fishing Viessels and Fishing Genrs
Tunduinigan
Signesture

oo

REPUDLIC INDONSSIA

KEMENTERIAY KELAUTAN BAN PERIKANAN iy N nhinigte
Minswmry of Muoves arvd Pratvtien CERTIPCATE MO

Edvedmisbe Cuveeat of Clgetare Psfemars
MELAUTAN DAN PERINANAN NOMOR.

MENURUT PERATURAY MENTERI
Inaber (b purnsnnmim of Mormiry of Murive: sad Pudories Mol

MELAVAN
CRUTICATE OF MIOFICNCY OF RNIVE OFFICRe

Jukaria,
An, Direk ¥ e
Qb Dievctor Cenemt of Captnee Piaherien
Dieelrur Kaga! Perd Gan Alat Penangh

tean
Dirwetur of Fisiting Veasels nrd Flshing Guers
o
Tandatangan
Sgrature

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

www.peraturan.go.id




-255-

LAMPIRAN XXX

2021, No. 968

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI ATAS
KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT
IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN PENANDAAN KAPAL
PERIKANAN, DAN TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL

PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SERTIFIKAT PENGUKUHAN

(Segel resmi)
(NEGARA)

PENGESAHAN YANG MEMBUKTIKAN PENGAKUAN ATAS
SERTIFIKAT MENURUT KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG
STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI, DAN TUGAS JAGA
BAGI AWAK KAPAL PENANGKAPAN IKAN, 1995

Pemerintah ... menyatakan bahwa sertifikat Nomor ... telah diterbitkan
kepada ... yang telah terbukti memenuhi syarat dengan ketentuan
peraturan ... Konvensi di atas dan telah terbukti cakap untuk melaksanakan
fungsi-fungsi yang tersebut di bawah ini dengan tunduk pada pembatasan
yang di tetapkan hingga sampai dengan ... atau sampai dengan tanggal
kadaluarsanya perpanjangan masa berlaku pengukuhan ini sebagaimana
tercantum pada halaman sebelah.

Pemilik sah sertifikat dapat berdinas pada jabatan atau jabatan-jabatan
berikut yang disebutkan dalam persyaratan pengawakan oleh Administrasi.

KAPASITAS BATAS PEMBERLAKUAN

www.peraturan.go.id



2021, No. 968 256

Nomor. Sertifikat ... Diterbitkan pada ...
(segel resmi)
Tanda tangan pejabat yang berwenang

Nama pejabat yang berwenang
Tanggal lahir pemilik sertifikat ...

Tanda tangan pemilik sertifikat ...
Pas photo pemilik sertifikat

Masa berlaku setifikat ini diperpanjang sampai dengan ...

(segel Resmi)
Tanda tangan pejabat yang berwenang

Tanggal Revalidasi

Nama pejabat yang berwenang
Masa berlaku sertifikat ini diperpanjang sampai dengan ...

(Segel Resmi)
Tanda tangan pejabat yang berwenang
Tanggal Revalidasi W

Nama pejabat yang berwenang
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN XXXI

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI ATAS
KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT
IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN PENANDAAN KAPAL
PERIKANAN, DAN TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL
PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
PERJANJIAN PRAKTIK LAUT

PERJANJIAN PRAKTIK LAUT UNTUK PESERTA DIDIK PADA KAPAL PERIKANAN
(CADET TRAINING AGREEMENT/CTA FOR FISHING VESSEL)

Pada hari ini, ... [diisi nama hari/, tanggal ... [diisi tanggal dalam huruf], bulan ... [diisi
nama bulan dalam huruf], tahun ... [diisi angka tahun dalam huruf], telah datang
kepada saya, .., [diisi nama pejabat], Syahbandar [atau diisi dengan Pejabat lain yang
berwenang untuk melakukan penyijilan dan pengesahan perjanjian kerja laut] di
Pelabuhan ... [diisi nama pelabuhan tempat berangkat kapal perikanan/

I Nama: ... [diisidengan nama jelas]

a. bertindak dengan kewenangan penuh selaku ... |diisi dengan
nama pemilik/operator kapal perikanan| berkedudukan di .
[diisi dengan nama tempat kedudukan perusahaan/pemilik kapal
perikanan| sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian
Perusahaan Nomor: ... yang diterbitkan oleh Notaris ... [diisi
dengan nama Notaris| berkedudukan di ... [disi dengan nama
tempat/alamat kantor Notaris]

b. Sebagai |pemilik/ operator, pilih salah satu] kapal perikanan ... [diisi
dengan nama kapal perikanan] berukuran ... GT sesuai Perizinan
Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan/Pengangkutan Ikan
Nomor ... [diisi dengan nomor Perizinan Berusaha Subsektor
Penangkapan Ikan/Pengangkutan Ikan] yang diterbitkan oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan

c. Pelabuhan pangkalan di ... [diisi dengan nama pelabuhan
pangkalan sesuai yang tercantum dalam Perizinan Berusaha
Subsektor Penangkapan Ikan/ Pengangkutan Ikan|

d. Wilayah operasional penangkapan ikan di ... [diisi dengan nama
nama Wilayah Pengelolaan Pertkanan (WPP) sesual yang tercantum
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dalam Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan]
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

I Nama: ... [diisi dengan nama jelas|

a. adalah Peserta Didik Praktik Laut ... [diisi dengan nama sekolah/
yang berkedudukan di ... [diisi dengan alamat lengkap sekolah|
kelas ... [diisi kelas/jenjang siswa] jurusan ... [diisi dengan jurusan
siswaj

b. bertindak sebagai Peserta Didik Praktik Laut (magang) di kapal
perikanan ... [diisi dengan nama kapal perikanan/. untuk
kompetensi ... [diisi dengan jenis kompetensi siswa, misal: nautika,
teknika, penanganan ikan, dll sesuai jurusan siswa/

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bermufakat untuk
mengadakan Perjanjian Praktik Laut dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan praktik laut di ... [diisi dengan nama
kapal perikanan/ dan selanjutnya disebut kapal, kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menerima praktik laut dimaksud untuk jangka waktu ... [diisi dengan angka
dan huruf] hari, sejak ... [diisi dengan angka tanggal, bulan, dan tahun| sampai
dengan ... [diisi dengan angka tanggal, bulan, dan tahun]. Apabila masa perjanjian ini
berakhir dan kapal belum kembali di pelabuhan pangkalan, maka perjanjian ini
diperpanjang sampai saat tibanya kembali kapal di pelabuhan dimaksud.

Pasal 2

Selama pelaksanaan praktik laut, PIHAK PERTAMA akan:

(1) memberikan kesempatan belajar di kapal kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan
kompetensi dan/atau jurusannya;

(2} membatasi kegiatan praktik laut paling banyak atau tidak melebihi 8 (delapan)
jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu;

(3) membatasi kegiatan praktik laut pada waktu istirahat, kecuali dalam hal waktu
penangkapan ikan, pelaksanaan tugas-tugas darurat demi keselamatan berlayar
dan muatan termasuk latihan-latthan di kapal atau untuk memberikan
pertolongan dalam bahaya sesuai peraturan keselamatan pelayaran;

(4) menyediakan akomodasi dan konsumsi kepada PIHAK KEDUA di kapal; dan

(5) menunjuk salah satu perwira di kapal untuk menjadi instruktur dan/atau
pengajar kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3
PIHAK KEDUA wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:
(1) Buku Pelaut atau Buku Pelaut Perikanan;
(2) nomor Polis Asuransi atau Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
(3) surat persetujuan dari orang tua/wali yang diketahui oleh sekolah;
(4) Sertifikat Kesehatan atau Surat Keterangan Sehat dari dokter; dan
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(5) surat permohonan praktik laut dari pimpinan sekolah (secara individu atau
kolektif) dengan disertai buku catatan taruna (cadet record book).

Pasal 4
(1) PIHAK KEDUA akan tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang
ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundangan yang berlaku dan isi perjanjian ini.
(2) PIHAK KEDUA akan tunduk dan patuh kepada perintah-perintah yang diberikan
Nakhoda dan/atau perwira lain selama kegiatan praktik laut di kapal.

Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA dapat memberikan insentif/premi/bonus hasil tangkapan
kepada PIHAK KEDUA selama kegiatan praktik laut berlangsung dengan
besaran/jumlah yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK PERTAMA menyediakan peralatan keselamatan standar selama kegiatan
praktik laut di atas kapal.

(3) PIHAK PERTAMA tidak mempekerjakan PIHAK KEDUA di luar tugas dan
tangpung jawabnya sebagai taruna praktik laut.

Pasal 6

(1) Apabila dalam jangka waktu perjanjian masih berlaku, PIHAK KEDUA tidak
dapat melanjutkan magang (praktik laut) di kapal karena sakit atau kecelakaan
kerja atau karena penyebab lainnya yang menjadi tanggung jawab PIHAK
PERTAMA, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pemulangan PIHAK
KEDUA ke pelabuhan pangkalan dan/atau pelabuhan terdekat.

(2) Apabila dalam jangka waktu perjanjian masih berlaku, PIHAK KEDUA
memutuskan secara sepihak perjanjian ini, maka pemulangan PIHAK KEDUA
dari kapal ke pelabuhan pangkalan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

(1) Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan PIHAK KEDUA harus
menjalani perawatan atau cacat tetap atau bahkan meninggal dunia, PIHAK
KEDUA dan/atau ahli warisnya tidak akan menuntut PIHAK PERTAMA dan
membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

(2} Segala bentuk biaya perawatan/pengobatan dan/atau bentuk ganti rugi akibat
kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri perjanjian ini sekalipun tanpa pemberitahuan

terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA karena alasan-alasan sebagai berikut:

(1) PIHAK KEDUA berkelakuan tidak baik, melanggar aturan kesusilaan, tidak
mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau melakukan
perbuatan lain yang merugikan PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA melakukan tindakan kriminal yang bertentangan dengan hukum
pidana atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id



2021, No. 968 260-

Pasal 9
(1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini diatur
dalam bentuk addendum danj/atau amandemen yang disepakati oleh PARA
PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Perjanjian ini dibuat pada hari, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas
dalam rangkap empat asli, diperuntukkan bagi Pejabat Penyijil Awak Kapal, PIHAK
PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan Nahkoda Kapal.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun
sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 4 (empat) asli,
dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang

sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. Perjanjian ini dibuat dengan semangat
Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
(..) (...)

[diisi dengan nama jelas] [diisi dengan nama jelas]
Surat Perjanjian Praktik Laut untuk Kapal Perikanan ini diketahui oleh Pejabat
Penyijil Awak Kapal: ... [diisi dengan nama jelas| telah dibacakan seluruhnya di
hadapan para pihak dan setelah dimaklumi dan disetujui, mereka menandatangani.
MENGETAHULIL:

(...)
[diisi dengan nama jelas| Syahbandar
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN XXXII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI ATAS
KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT
IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN PENANDAAN KAPAL
PERIKANAN, DAN TATA KELOLA PENGAWAKAN KAPAL
PERIKANAN

PERSYARATAN BAGI AWAK KAPAL PERIKANAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN
KEAHLIAN AWAK KAPAL PERIKANAN

A. Persyaratan untuk mengikuti ujian bagi Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I
atau Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat I, sebagai berikut:
1. Persyaratan Umum:

a. berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;

b. memiliki surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran
dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.

2. Persyaratan Khusus:

a. Peserta didik Program Studi Penangkapan lkan atau Permesinan
Perikanan pada Politeknik Keluatan dan Perikanan atau Sederajat,
dengan ketentuan:

1) Program studi telah mendapat pengesahan dari Komite Pengesahan;
dan

2) Memiliki pengalaman berlayar di kapal perikanan
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

atau

b. Memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II Atau Ahli
Teknika Kapal Perikanan Tingkat Il dan Pendidikan formal minimal SLTP
atau sederajat dan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan
Keahlian Awak Kapal Perikanan serta mempunyai pengalaman berlayar
sebagai perwira kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh
empat) bulan; atau

c. Pemilik Ijazah Sarjana Program Studi Penangkapan lkan atau
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Atau Permesinan, dan telah
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mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Awak Kapal
Perikanan serta mempunyai pengalaman berlayar di kapal perikanan
sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan;

B. Persyaratan untuk mengikuti ujian bagi Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II
atau Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat II sebagai berikut:
1. Persyaratan Umum:
a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
b. Memiliki surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran
dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
2. Persyaratan Khusus
a. Peserta didik Program Studi Penangkapan lkan atau Permesinan
Perikanan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Sederajat,
dengan ketentuan:
1) Program studi telah mendapat pengesahan dari Komite Pengesahan;
dan
2) Memiliki pengalaman berlayar di kapal perikanan
sekurang-kurangnya 6 {enam) bulan;
atau
b. Memiliki Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III atau Ahli
Teknika Kapal Perikanan Tingkat III dengan Pendidikan Sekolah Dasar
atau sederajat dan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan
Keahlian Awak Kapal Perikanan serta mempunyai pengalaman berlayar
sebagai perwira pada kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh
empat) bulan; atau
c. Pemilik Ijazah SMU atau SMK Jurusan Mesin atau Listrik atau yang
sederajat yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Awak
Kapal Perikanan, serta mempunyai pengalaman berlayar di kapal
perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan;

C. Persyaratan untuk mengikuti ujian bagi ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III
dan Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat III, sebagai berikut:
1. Persyaratan Umum
a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
b. Memiliki ljazah Sekolah Dasar atau yang sederajat atau minimal bisa

membaca dan menulis;
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c. Memiliki surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran

dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
2. Persyaratan Khusus

a. Memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) Nautika atau Sertifikat
Kecakapan (SKN) Teknika dan telah memiliki pengalaman berlayar di
kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak
memegang sertifikat SKN Nautika atau SKN Teknika; dan

b. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Awak Kapal
Perikanan.
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LAMPIRAN XXXIII

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

TUGAS DAN WEWENANG
DEWAN PENGUJI KEAHLIAN AWAK KAPAL PERIKANAN (DPKAKP)

1. DPKAKP mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan kegiatan ujian keahlian Awak Kapal Perikanan;

b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan Ujian;

c. menyusun, menghimpun, meneliti naskah soal Ujian untuk
disimpan dalam bentuk bank naskah soal ujian;

d. menjaga kerahasiaan naskah soal ujian yang akan diujikan;

e. menyelenggarakan pendaftaran peserta ujian sesuai prosedur;

. melaksanakan evaluasi dan penetapan hasil ujian; dan

g. menyiapkan, melengkapi data dan menyampaikan ke Direktur
Jenderal c.q. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
dalam rangka penerbitan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan.

2. Rincian tugas dan wewenang DPKAKP
a. Pembina
memberikan pembinaan dan pengarahan kepada DPKAKP.

b. Ketua
1) mengkoordinir penyelenggaraan ujian keahlian Awak Kapal
Perikanan;
2) memimpin sidang yang berkaitan dengan penyelenggara ujian
keahlian Awak Kapal Perikanan;

3) menetapkan rancangan anggaran biaya DPKAKP dan
mengusulkan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Kapal
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Perikanan dan Alat Penangkapan lkan serta
mempertanggungjawabkannya;

4) menetapkan naskah soal ujian keahlian Awak Kapal Perikanan
yang diambil dari bank naskah soal ujian;

5) memutuskan pemusnahan berkas hasil ujian keahlian Awak
Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6) mengadakan peneletian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
ujian keahlian Awak Kapal Perikanan;

7) menunjuk tenaga supervisi pelaksanaan ujian keahlian Awak
Kapal Perikanan;

8) menyiapkan, melengkapi dan menyampaikan data kepada
Direktur Jenderal c.q. Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan dalam rangka penerbitan Sertifikat Keahlian
Awak Kapal Perikanan, dan

9) menyampaikan laporan penyelenggaraan ujian keahlian Awak
Kapal Perikanan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Kapal
Perikanan dan Alat Penangkapan lkan setiap selesainya
penyelenggaraan ujian keahlian atau sewaktu-waktu
diperlukan.

Koordinator Bidang

1) menyelenggarakan ujian keahlian Awak Kapal Perikanan;

2) memimpin sidang atau rapat yang berkaitan dengan
penyelenggaran ujian keahlian Awak Kapal Perikanan;

3) mengajukan rancangan anggaran biaya penyelenggaran ujian
keahlian Awak Kapal Perikanan melalui Ketua DPKAKP kepada
Direktur Jenderal c.q. Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan;

4) mempertanggungjawabkan keuangan penyelenggaraan;

5) menetapkan naskah soal ujian keahlian Awak Kapal Perikanan
yang diambil dari bank naskah soal ujian yang diujikan;

6) memutuskan pemusnahan berkas hasil ujian keahlian Awak
Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7) menunjuk tenaga supervisi pelaksanaan ujian keahlian Awak
Kapal Perikanan;

8) mengusulkan tenaga penguji;

9) mengadakan evaluasi penyelenggaraan ujian keahlian Awak
Kapal Perikanan; dan
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10) membantu ketua menyiapkan, melengkapi data dan
meyampaikan data kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur
Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan lkan dalam rangka
penerbitan Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan;

d. Sekretaris Bidang

1) mengkoordinir penyelenggaraan ujian keahlian Awak kapal
perikanan

2) melaksanakan tugas-tugas administrasi penyelenggaraan ujian
keahlian Awak Kapal Perikanan;

3) melaksanakan penyimpanan dan bertangpgung jawab atas soal
Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan dalam Bank Naskah Soal
Ujian;

4) mengumumkan hasil ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan;

5) menyusun rencana anggaran biaya sektertariat bidang;

6) mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran kepada
ketua;

7) menyiapkan data kelengkapan dokumen dalam rangka
penerbitan Sertifkat Keahlian Awak Kapal Perikanan; dan

8) bertanggung jawab atas semua inventaris sekretariat bidang;

e. Kelompok Tenaga Ahli
1) menyusun soal-soal beserta jawabannya untuk tiap mata ujian
keahlian Awak Kapal Perikanan dan disimpan dalam Bank
Naskah Soal Ujian;
2) menyusun dan menyiapkan naskah bank soal untuk ujian;
3) menyusun soal ujian untuk memperoleh sertifikat
pengukuhan;
4) memberikan saran tentang penyelenggaraan/ujian keahlian
Awak Kapal Perikanan kepada ketua; dan
5) melaksanakan tugas supervisi pelaksanaan ujian sesuai
penugasan.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN XXXIV

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

SUSUNAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN BERDASARKAN UKURAN DAN DAERAH

OPERASI KAPAL PERIKANAN

A. SUSUNAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN BAGIAN DEK DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN PADA KAPAL
PERIKANAN BERUKURAN SAMA DENGAN ATAU LEBIH DARI 300 GROSSE TONNAGE

www.peraturan.go.id

SERTIFIKAT KOMPETENSI
AN JABATAN
OPERASI
KEAHLIAN REGULASI KETERAMPILAN REGULASI
Seluruh Nakhoda Sertifikat ANKAPIN | Konvensi
JMM"‘_—M__UM”: Ahll penangkapan {kan Sertifikat Ahli Non-Konvensi Sertifikat BSTF-I1** Konvensi
Saavisl (Fishing Master)* Penangkapan Ikan
dengan Mualim | Sertifikat ANKAPIN 1 Konvensi - -
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ketentuan
perizinan
berusaha
penangkapan]
ikan

JABATAN

Mualim Il
Quality Control

Operator Radio

Serang

Kelasi

Juru Masak

Sertifikat ANKAPIN Il

Sertifikat Rating Awak
Kapal Perikanan

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Konvensi

Non-Konvensi

KETERAMPILAN

Sertifikat BSTF-1**

Sertifikat Operator Radio

Sertifikat BSTF-1**

Sertifikat Keterampilan
Penanganan Ikan

Sertifikat BSTF-1**
Sertifikat Operasional
Penangkapan Ikan
Sertifikat BSTF-1**

Sertifikat BSTF-1**

REGULASI

Konvensi

Konvensi

Konvensi
Non-Konvensi
Konvensi
Non-Konvensi

Konvensi
Konvensi

* Dapat dirangkap oleh Nakhoda

* Sertifikat BSTF-1= Sertifikat Keselamatan Dasar yang persyaratan kompetensinya diatur berdasarkan Konvensi
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B. SUSUNAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN BAGIAN DEK DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN PADA KAPAL
PERIKANAN BERUKURAN LEBIH DARI 100 GROSSE TONNAGE SAMPAI DENGAN KURANG DARI 300 GROSSE TONNAGE

DAERAH SERTIFIKAT KOMPETENSI
JABATAN
OPERASI KEAHLIAN REGULASI KETERAMPILAN REGULASI
Nakhoda Sertifikat ANKAPIN 11 Konvensi -
Ahli penangkapan
ikan (Fishing _uamo_danmn Ahli Non-Konvensi Sertifikat BSTF-11** Non-Konvensi
Seluruh Master)* nangkapan Ikan
WPPNRI dan :
laut lepas sesuai Mualim 1 Sertifikat ANKAPIN I Konvensi - -
dengan Mualim II Sertifikat ANKAPIN 0l | Non-Konvensi - g
ketentuan R R
perizinan ; Sertifikat Rating Aw: A : : e H
esisakia Quality Control Kapal Perikanan Non-Konvensi Sertifikat BSTF-1I Non-Konvensi
_unzﬂ_ﬂwxbvm: < . Sertifikat Operasional Penangkapan Nown-Konvensi
gk Kelasi Ikan
- - Sertifikat BSTF-1I* Non-Konvensi
Juru Masak - - Sertifikat BSTF-1I* Non-Konvensi

* Dapat dirangkap oleh Nakhoda
** Sertifikat BSTF-1I= Sertifikat Keselamatan Dasar yg persyaratan kompetensinya diatur berdasarkan regulasi nasional
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C. SUSUNAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN BAGIAN

PERIKANAN BERUKURAN LEBIH DARI 30 GROSSE TONNAGE SAMPAI DENGAN 100 GROSSE TONNAGE

DAERAH OPERASI

Seluruh WPPNRI sesuai
dengan ketentuan
perizinan berusaha

penangkapan ikan

JABATAN

Nakhoda

Mualim I

Kelasi

Sertifikat
ANKAPIN 111

REGULASI

Non-Konvensi -

SERTIFIKAT KOMPETENSI
KETERAMPILAN

Sertifikat Kecakapan Nelayan
Nautika

Sertifikat BSTF-1I*

DEK DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN PADA KAPAL

REGULASI

Non-Konvensi

Non-Konvensi

**Sertifikat BSTF-II= Sertifikat Keselamatan Dasar yg persyaratan kompetensinya diatur berdasarkan regulasi nasional

D. SUSUNAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN

PERIKANAN BERUKURAN LEBIH DARI 5 GROSSE TONNAGE SAMPAI DENGAN 30 GROSSE TONNAGE

DAERAH OPERASI

Seluruh WPPNRI sesuai

JABATAN
Nakhoda

SERTIFIKAT KOMPETENSI

BAGIAN DEK DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN PADA KAPAL

KEAHLIAN

REGULASI

KETERAMPILAN
Sertifikat Kecakapan Nelayan Nautika

REGULASI
Non-Konvensi

dengan ketentuan perizinan
rusaha penangkapan ikan

Kelasi

Sertifikat Kecakapan Nelayan

Non-Konvensi
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E. SUSUNAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN BAGIAN MESIN DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN PADA KAPAL
PERIKANAN DENGAN KEKUATAN MESIN PENGGERAK UTAMA LEBIH DARI 300 KILOWATT (kW) ATAU LEBIH DARI 402 HORSE
POWER (HP), TERDIRI ATAS:

1. KAPAL PERIKANAN DENGAN KEKUATAN MESIN PENGGERAK UTAMA LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 750 KILOWATT (kW)
ATAU LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 1.005 HORSE POWER (HF)

DAERAH JABATAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
OPERASI KEAHLIAN REGULASI KETERAMPILAN REGULASI
Kepala Kamar Mesin Sertifikat ATKAPIN I | Konvensi - -
Masinis Il Sertifikat ATKAPIN I | Konvensi - -
Masinis IlI Sertifikat ATKAPIN Il | Konvensi - -
Semua Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan| =~ . .
perairan | Operator Mesin Pendingin : . lkan
Sertifikat BSTF-1* Konvensi
- - Sertifikat BSTF-I* Konvensi
Juru Min i
vak i - Sertifikat Perawatan Mesin Kapal |\ =
Perikanan

www.peraturan.go.id

*Sertifikat BSTF-1= Sertifikat Keselamatan Dasar yg persyaratan kompetensinya diatur berdasarkan Konvensi
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2. KAPAL PERIKANAN DENGAN KEKUATAN MESIN PENGGERAK UTAMA LEBIH DARI 300 KILOWATT (kW) ATAU LEBIH DARI 402

HORSE POWER (HP} SAMPAI DENGAN KURANG DARI 750 KILOWATT (kW) ATAU 1.005 HORSE POWER (HP)

DAERAH
OPERASI

Semua
perairan

JABATAN

Kepala Kamar Mesin

Masinis 11
Masinis 111

Operator Mesin Pendingin

Juru Minyak

KEAHLIAN
Sertifikat ATKAPIN 11

Sertifikat ATKAPIN II
Sertifikat ATKAPIN 11

SERTIFIKAT KOMPETENSI
REGULASI KETERAMPILAN
Konvensi -
Konvensi -

Non-Konvensi

Sertifikat Refrigerasi
Penyimpanan lkan

Sertifikat BSTF-11*
Sertifikat BSTF-11*

Sertifikat Perawatan Mesin
Kapal Perikanan

REGULASI

Non-Konvensi

Non-Konvensi

Non-Konvensi

Non-Konvensi

*Sertifikat BSTF-11= Sertifikat Keselamatan Dasar yg persyaratan kompetensinya diatur berdasarkan regulasi nasional
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F. SUSUNAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN BAGIAN MESIN DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN PADA KAPAL
PERIKANAN DENGAN KEKUATAN MESIN PENGGERAK UTAMA LEBIH DARI 100 KILOWATT (kW] SAMPAI DENGAN 300 KILOWATT

(kW) ATAU LEBIH DARI 134 HORSE POWER (HP) SAMPAI DENGAN 402 HORSE POWER (HP)

Semua
perairan

JABATAN

Kepala Kamar Mésin

Masinis 11

Operator Mesin
Pendingin

Juru Minyak

KEAHLIAN
Sertifikat ATKAPIN Il

SERTIFIKAT KOMPETENSI

REGULASI
Non-Konvensi

Sertifikat Kecakapan Nelayan Teknika

Sertifikat Refrigerasi Penyimpanan
Tkan

Sertifikat BSTF-11*
Sertifikat BSTF-11*

Sertifikat Perawatan Mesin Kapal
Perikanan

Non-Konvensi
Non-Konvensi

Non-Konvensi
Non-Konvensi

Non-Konvensi

*Sertifikat BSTF-1I= Sertifikat Keselamatan Dasar yg persyaratan kompetensinya diatur berdasarkan regulasi nasional
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G. JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN DAN SERTIFIKAT YANG DIPERSYARATKAN PADA KAPAL PERIKANAN DENGAN KEKUATAN
MESIN PENGGERAK UTAMA LEBIH DARI 50 KILOWATT (kW) SAMPAI DENGAN 100 KILOWATT (kW)ATAU LEBIH DARI 67 HORSE
POWER (HP) SAMPAI DENGAN 134 HORSE POWER (HP)

DAERAH RN SERTIFIKAT KOMPETENSI
OPERASI | KEAHLIAN | REGULASI | KETERAMPILAN | REGULASI
MMMH_M: Juru Minyak 7 - ; - _ Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan | Non-Konvensi
1
N MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Q REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO
&
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LAMPIRAN XXXV

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BUKU PELAUT PERIKANAN

A. BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)

REPUBLIKINDONESIA
REPUBLIC OF INDONESY

LTSS,

BUKU PELAUT PERIKANAN INDOMESIA
L

NDDRESUN FISHERY SAQ 08

SAMPUL DEPAN
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BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)

PERHATIAN /ATTENTION PERHATIAN /ATTENTION

L Dol s merge dobunien derdles Pelas 3 N s i

muluparhar

K I\ P‘l\ll,(l()lll)(ll KKP-RI.()AHH)UI

SAMPUL BELAKANG

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)

CATATAN | NOTE REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BUKU PELAUT UNTUK AWAK KAPAL PERICANAN
SEAMAN BOOK FOR FISRERY VESSELS CREW

HALAMAN DALAM (1)
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BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)

¥ ¥

oo — CATATAN /NOTE

BUKU PELAUT UNTUKX AWAK KAPAL PERSANAN
SEAMAN BOOKFOR FISKER T VESSEL S CREW

HALAMAN DALAM (2)

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)

v ¥

CATATAN | NOTE v
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HALAMAN DALAM (3)
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BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)

o et vt ; : CATATAN /NOTE |
= E |
e L |
| S o |
. I Tam /B e : : : o
= HE |
ﬁ S Mt p o l : :
= Bl |
i
HALAMAN DALAM (4)
BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)

[ OVOR—— ey E
et g s W o v oy T :
e Tt e i
e T e :

| == 8
ekl o s g 1
ey i ;
o g o et ¢ = T D ;
/b e |

HALAMAN DALAM (5)
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BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)

¥ ¥

 Sertifikat Keahlian /Certificate of expertice /
| Twrww o Twrwmice s o b it
| n‘:u..-
| [ Toow arvt Vvt [ P s e of | Pas amidao of T g Sy o mm— |
| D P R |
| |
| Tongst |
| |
; e |
|

¢ | - o
|
| A ]
| |
: B :
|
| B e e e L
|
: S (-

HALAMAN DALAM (6)

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)

Forpeiuigma Siln / Sk intwasile Sortifiat Ketar aemitan,/ Sols Coriiicate
| S w—— " - R 1;'“‘— ‘:.:- |
Amvine |
E T - s £ o I W%‘%‘ |
| e ‘
| |
: e 1

| |
W | St |9
|
| N v
|
|
| —
|
| S Sy oo 8 bo—
|
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HALAMAN DALAM (7)
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BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA BIRU)

HALAMAN DALAM (8)

B. BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA MERAH)

REPUBLIKINDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

Frrp\\\\

BUKU PELAUT PERIKANAN INDONESIA

NOONESIAN RSKERY SALORS BOOK

SAMPUL DEPAN
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PERHATIAN /ATTENTION

vhy @l merupakan dokamen ide
Untak Awak Kapsl Perikanss
SANEres ety dosomes’

o,

Painiegang buks tdak dpertetshken mambuat
calitan dag #lau perabalud torbaday i tula
polaid im, jika dpariokar perubslan, maka
perubahan fodtus dilakakaz olah. Direk

jeral Perbanag Vangkap atms Pejad

KKP-Rl.000001

2021, No.

PERHATIAN / ATTENTION

Jika bekn ini Nilang, pemiik darus
retlgporkan ke

i (ixs book /s fest

tempal. Syalibander, €an »ay
Diredtyrat | ol Pardansn Tanghkey /
Fabe L /g Drpctorate
Boneral 2V Coptor

Kepolisian das %o perwakilan ® terdokat

yaf magen

resentatves, o

KKP-Rl.coo001

SAMPUL BELAKANG

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA MERAH)

CATATAN | NOTE

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

968

BUKE PELAUT UNTUK AWAK KAPAL PERIKANAN
SEAMAN BOOKFOR FISKERY VESSELS LREW

HALAMAN DALAM (1)
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BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA MERAH)

¥ ¥

R s CATATAN /NOTF

BUKU PELAUT UNTUK AWAK KAPAL PERSANAN
SEAMAN BOOK FOR FISHERY VESSELS CREW

HALAMAN DALAM (2)

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA MERAH)

W w

CATATAN | NOTE i

HALAMAN DALAM (3)
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BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA MERAH)

2021, No. 968

Data pemili /owner dota r o - _
‘ ~ ' CATATAN /NOTE '
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BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA MERAH)
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HALAMAN DALAM (5)

BUKU PELAUT PERIKANAN (BERWARNA MERAH)

s Perpanjangan buku / Book extension
Sertifikat Keahlian /Certificate of expertise : /
Tewpe do Tewntdm | it s deagw [ ey
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¥

Pecpanjangan buka / ook exteasion
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Sartifikat Keterampilan / Skills Certificate

Ty pravengs Ay o pm——"

g
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W St g [ ftoree S

G Ny
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|| mni Jormme 12
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MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN XXXVI

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
DAFTAR AWAK KAPAL PERIKANAN (CREW LIST) UNTUK KAPAL PERIKANAN

NAMA KAPAL PERIKANAN
NOMOR REGISTER
BENDERA

CALL SIGN

GROSS TONAGE (GT)
TIPE KAPAL

NAMA PEMILIK/ OPERATOR &
NO. HP
NAMA NAKHODA & NO. HP

No Nicsia Jems ;::‘;‘::] No Buku Masa Tm}f‘[i:m Jabatan
Kelamin Lahir Pelaut Berlaku Perilanan
(Sign Org
1
2
3
4 Dat .

Sayas menyatokan bahwa mformasi di atas adalah benar, sejauh pengetahuan dan keyakinan saya.

Dhlketahus Oleh Dibuat Oleh

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

&« SAKTI WAHYU TRENGGONO
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LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI

ATAS KAPAL PENANGKAP

2021, No. 968

IKAN DAN KAPAL

PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA
KELOLA PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT

PERJANJIAN KERJA LAUT BAGI AWAK KAPAL PERIKANAN

01 Nama 13 Tempat 14 Tanggal
Pemilik/Operator penandatanganan penandatanganan
Kapal Perikanan

3 15 Tipe dokumen PKL 10 Jangka Welhi
PKL

02 Alamat 17 PKL mengacu pada peraturan dari

03 Nama Kapal 19 Gaji Pokok
Perikanan (nama dan
tanda kapal) 20 Tunjangan

04 Ukuran (GT) dan Gaji Berlayar
Tanda selar Kapal 8 Si Bulanan
Perikanan L5 Siatem 21 Bonus Produksi

Pengupa

05 Daerah operasi Kapal han _

Pexikansn 22 Uang Lembur

06 Jenis alat
penangkapan ikan .
furitule kngal 23 Bagi Hasil
penangkap ikan)

07 Nama lengkap Awak 25 Bonus ikan hasil
Kapal Perikanan tangkapan per
(nama panggilan, 24 Tambahan upah Sout
TR Sk dan ;:r?kka}xcxa e 26 Uang tu r
nama keluarga) - haaI:ig ngegu pe

08 Alamat

g9 Temput lah}r Han 27 Tempat dan tanggal pemberangkatan
tanggal lahir rtama kali sesuai PKL ini

10 Jabatan pertama sesu ni

_ 28 Paraf persetujuan 29 Paraf
11 Jenis Sertifikat Pemilik/Operator persetujuan
Kapal Perikanan Awak Kapal

12 Nomor Kepesertaan Perikanan

Jaminan Sosial

www.peraturan.go.id



2021, No. 968 088

30 PKL antara Pemilik /Operator Kapal Perikanan dengan Awak Kapal
Perikanan mengikuti ketentuan:

Pasal 1
Data yang termuat dalam kotak 01 sampai 29 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari PKL ini.

Pasal 2

Awak kapal perikanan yang disebut pada kotak 07 kompeten bekerja
pada kapal perikanan sesuai kotak 03 sesuai dengan jabatan pada kotak
10.

Pasal 3
Jaminan sosial yang disebutkan pada kotak 12 paling sedikit: jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

31 Hak Awak Kapal Perikanan

a. mendapatkan upah, jaminan sosial, dan jaminan perlindungan
hukum;

b. mendapatkan akomodasi, makanan dan minuman, serta peralatan
kerja yang cukup sesuai jabatan;

c. mendapatkan waktu istirahat yang cukup;

d. mendapatkan biaya keberangkatan dari tempat domisili ke lokasi
pelabuhan keberangkatan dan biaya pemulangan dari lokasi
pelabuhan kedatangan akhir ke tempat domisili (kecuali dalam
wilayah administrasi kabupaten/kota yang sama);

e, mendapatkan perawatan dan pengobatan serta biaya transportasi
ke rumah sakit apabila sakit saat bekerja; dan

f. mendapatkan santunan bagi ahli waris jika Awak Kapal Perikanan
meninggal dunia.

32 Kewajiban Awak Kapal Perikanan

a. mematuhi seluruh perjanjian dengan pemilik /operator Kapal
Perikanan;

b. melaksanakan tugas sesuai jabatan dalam perjanjian;

c. menaati peraturan kerja di Kapal Perikanan yang disepakati kedua
pihak;

d. tidak memalsukan dokumen Awak Kapal Perikanan;

e. tidak menggunakan sertifikat kompetensi Awak Kapal Perikanan
lain; dan

f. tidak terlibat dalam kegiatan JUU Fishing dan/atau
trans-international crime.

33 Hak Pemilik/Operator Kapal Perikanan
a. mendapatkan kompetensi kerja yang cukup sesuai dengan jabatan
Awak Kapal Perikanan; dan
b. mendapatkan kontribusi dari awak kapal perikanan (sesuai
jabatan) dalam operasi penangkapan ikan,

34 Kewajiban Pemilik /Operator Kapal Perikanan
a. mematuhi seluruh perjanjian dengan Awak Kapal Perikanan;
b. membayar premi asuransi atau iuran kepesertaan jaminan sosial
bagi Awak Kapal Perikanan
c. mempekerjakan awak kapal perikanan dengan layak (waktu kerja,
waktu istirahat, dan peralatan kerja);
d. tidak memotong upah dan membayar upah Awak Kapal Perikanan
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tepat waktu;

e, menanggung biaya transportasi dan akomodasi saat
pemberangkatan dan pemulangan Awak Kapal Perikanan

f. menanggung biaya perawatan dan pengobatan Awak Kapal
Perikanan yang mengalami kecelakaan kerja (termasuk biaya
transportasi ke rumah sakit/fasilitas kesehatan)

g. menanggung biaya pemulangan dan pemakaman jenazah Awak
Kapal Perikanan yang meninggal akibat sakit atau kecelakaan

kerja;

h. memberikan santunan kepada ahli waris Awak Kapal Perikanan
yang meninggal dunia sesuai ketentuan; dan

i. memberikan kesempatan Awak Kapal Perikanan untuk mengikuti
pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

35

Pernyataan Pemilik/Operator Kapal Perikanan dan Awak Kapal

Perikanan

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mendapatkan kesempatan
mempelajari dan mendapatkan penjelasan ketentuan PKL sebelum
ditandatangani. Saya memahami isi PKL ini, dan disaksikan saat

penandatangan PKL ini.

Pemilik /Operator Kapal Perikanan

(.-
Nama Lengkap & Jabatan

Awak Kapal Perikanan

[«
Nama Lengkap

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

()
Nama Lengkap

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI
ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL
PENGANGKUT IKAN, INSPEKSI, PENGUJIAN, DAN
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN, DAN TATA KELOLA
PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BUKU SIJIL AWAK KAPAL PERIKANAN

NAMA KAPAL (KM.)
NOMOR REGISTER KAPAL
PERIKANAN
NAMA PEMILIK/OPERATOR
KAPAL
ALAMAT PEMILIK/OPERATOR
KAPAL
BEBAS DARI METERAI LEMBARAN NAKHODA
No.
Atas permintaan 1) ... Pekerjaan 2) ... yang menurut Keterangannya ditunjuk olch

Nakhoda Kapal terscbut untuk hal itu 3), pada hari ini dihadapan saya 4 ... Pegawai
Penyijil di ... telah dibuatkan

SIJIL AWAK KAPAL PERIKANAN

DARI
KM ... kepemilikan ... Berkedudukan di ... dan Nakhoda 5) ...oooooiiih viviiniinninnas
1. nama dan nama kecil dari yang menandatangani sijil awak kapal perikanan ini

atas nama nakhoda.

2, diisi mualim I di ... employe di ... dst.

3. Jika Nakhoda sendiri menghadap, maka bagian kalimat, yang menurut ...
untuk hal itu” hendak dicoret.

4. nama lengkap pegawai penyijil.

5. nama lengkap.

LANJUTAN SIJIL AWAK KAPAL PERIKANAN DARI KM ... DIBUAT DI ... PADA
TANGGAL ...

Nakhoda-nakhoda yang Diangkat Setelah Pembuatan Sijil Awak Kapal
Perikanan
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Nama lengkap dari
nakhoda

Tanggal Pengangkatan

Tanda tangan dari
atau atas nama
nakhoda

Tanda tangan pegawai
penyijil yvang menyaksikan
pembuatan perubahan
dizsamping ini dari sijil awak
kapal perikanan
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AWAK KAPAL PERIKANAN YANG DISIWJILKAN SETELAH PEMBUATAN SIJIL AWAK KAPAL PERIKANAN TERDAHULU BEGITU PULA

PENCORETAN-PENCORETAN AWAK KAPAL PERIKANAN DARI SIJIL AWAK KAPAL PERIKANAN DAN PERUBAHAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN
KETIKA DINAS DI KAPAL DAN PERUBAHAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN KETIKA DINAS DI KAPAL PERIKANAN

Tanggal
salinan Tanggal ; Jabatan
yang dimulainya Tanda tangan | Alasan dari Tanda tangan yang “ﬁ:ﬂwﬂ
disyahkan | dinas kapal pegawai oo pegawai dirubah Enws.a
Nains dari Tanda penyijil yang Tanda penyijil yang Tanda il van
juciatin perjanjian tangan menyaksikan tangan menyaksikan tiaigan dait -ﬂn.%g_w_ﬁwmrmm_
m«mcru Takiatid kerja yang dari atau pembuatan dari atau | pembuatan mc.m: P :.”cpEE:
Kapal disampaika atas perubahan di Tanggal atas perubahan e hccmsﬁ— di
n kepada nama samping ini encoretan nama disamping ini 2
Periianan pegawai A.....w.smmmh nakhoda | dari sijil awak UQQJ sijil nakhoda | dari sijil awak [ Tangegal nakhoda mmﬁhmﬂ:,_.mp":_
enviiil disjjilkan kapal kapal Perubahan oS
P MW.__.__ .xv awak kapal xv awak kapal
ﬁwmxh_ perikanan Unl_nw:m: perikanan Dtk
penyijilan
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AWAK KAPAL PERIKANAN YANG DISIWJILKAN SETELAH PEMBUATAN SIJIL AWAK KAPAL PERIKANAN TERDAHULU BEGITU PULA PENCORETAN -
PENCORETAN AWAK KAPAL PERIKANAN DARI SIJIL AWAK KAPAL PERIKANAN DAN PERUBAHAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN KETIKA DINAS
DI KAPAL DAN PERUBAHAN JABATAN AWAK KAPAL PERIKANAN KETIKA DINAS DI KAPAL PERIKANAN

Tanggal

salinan yang .‘ﬂmzmm.u_ Tanda Alasan Tanda Jabatan Tanda
devahian dimulainya tangan dari tangan yang tangan
dari dinas Tanda pegaval pencoretan Tanda PYRAWE dirubah Tanda pegawal
Nama rianiian kapal s penyijil yang tangan | penyijil yang imans penyijil vang
lengkap MM; .bm: amlmnm: menyaksikan dari menyaksikan aslm:mc menyaksikan
awak Jabatan &wmc_w y .xM: atas pembuatan Tanggal atau pembuatan e pembuatan
kapal e vﬂﬁ AR perubahan di | pencoretan atas perubahan adia perubahan di
perikanan ums.a Tanggal Adldioaa samping ini dari sijil nama disamping Tanggal nallisda samping ini
Wn..mn_w_ A disijilkan dari sijil awak nakhoda | ini dari sijil | Perubahan dari sijil
pe fw m _zﬂ awak kapal kapal awak kapal awak kapal
penyijilan perikanan | perikanan perikanan perikanan
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Yang mempunyai jabatan pada kapal perikanan ialah:
Mualim I dan Mualim II, Kepala Kamar Mesin, Masinis II dan Masinis III, dan
Operator Radio. Untuk pekerjaan Dinas Jaga ditunjuk perwira-perwira kapal
perikanan yang menjadi kepala dari dinas jaga bagian Dek dan bagian mesin.
Salinan Salinan yang disyahkan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang
ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan mengenai awak kapal
perikanan yang disijilkan dalam akta ini telah disampaikan kepada saya pegawai
penyijil.

Sebagai buktinya maka akta ini dibuat dalam rangkap dua dari ... Tanggal ...

NAKHODA : Pegawai Penyijil,

SYAHBANDAR DI PELABUHAN
PERIKANAN/SYAHBANDAR

(TTD)

Nama Lengkap

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO
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